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PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TAHUN 2020

Kami telah melakukan reviii Laporan Keuangan Kementerian PANRB untuk Tahun Anggaran

(TA) 2020 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catalan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang

berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah

merupakan penyajian manajemen Kementerian PANRB.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan

keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar

Akuntansi Pemerintalian (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauli lebih sempit dibandingkan

dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara

keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak member! pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan

Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintalian, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 27 April 2021

Inspektur Kementerian PANRB

f
Budi Prawira

NIP. 19650120 198503 1 001
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Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI

Laporan Keiiangan Kementerian PANRB yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catalan atas Laporan Keuangan TA 2020

sebagaimana terlampir, adalah meriipakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusiin berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,

dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

TJAHJO KUMOLO

Pemyataan Tanggung jawab ■ 11



Laporan Keuangan Kemenierian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Penode yang Berakhir 31 Desember 2020

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian PANRB Taluin 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akiintansi Pemerintahan (SAP) dan

berdasarkan kaidah-kaidah pcngelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan

Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran inenggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya,

yang mencakup unsiir-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan

3 1 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara

Bukan Pajak sebesar Rp277.526.891 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar RpO. Realisasi Belanja

Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp208.970.6l3.949 atau mencapai 93.14 persen dari alokasi

anggaran sebesar Rp224.366.346.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset. Kewajiban. dan Ekuitas pada 31

Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 150.057.899.282

yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp7.393.337.919; Aset Tetap sebesar RpMl.254.127.575;

Aset Lainnya sebesar Rpl.410.433.788. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar

Rp6.346.725.175 dan Rpl43.71 1.1 74.107.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO. Beban. Surplus/Defisit dari

Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos

Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Deflsit-LO. yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar RpO

sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp207.047.950.107, sehingga terdapat Defisit

dari Kegiatan Operasional senilai Rp207.047.950.107. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

sebesar Rp21 1.679.169 dan Pos Luar Biasa sebesar RpO, sehingga entitas mengalami Defisit-LO

sebesar Rp206.836.270.938.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan

dibandingkan dengan taluin sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar

Rp 103.462.089.728. Ekuitas avval tcrsebul dikurang Defisit-LO sebesar Rp206.836.270.938

ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas. Defisit sebesar Rp6.777.940.137 dan ditambah

transaksi antar entitas sebesar Rp253.863.295.454 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31

Desember 2020 adalah senilai Rpl43.711.174.107.

5. CATATANATAS LAPORAN KEUANGAN

Catalan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca. Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31

Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional,

dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Resume Eksekutif■̂



Laporsn Keuangan Kementerian Penaayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Penode yang Berakhir 31 DesemQer 2020

LAPORAN REALISASl ANGGARAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

LAPORAN REALISASl ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2020 DAN 31 DESEMBER2019

(dalam Rupiah)

31 DESEMBER 2020
%REAL/ REALISASl 31

ANGG DESEMBER 2019
CATALANURAIAN

REALISASlANGGARAN

PENDAPATAN B

0,00%Pendapatan

Penerimaan Negara

Bukan Pajak

B.1 277.526.891 1.202.847.300

JUMLAH

PENDAPATAN

277.526.891 0,00% 1.202.847.300

BELANJA B.2

88,17%Belanja Pegawai B.2.1 90.728.869.000 79.999.636.664 83.374.031.254

B.2.2 115.370,831.000 110.925.757.586 96,15%Belanja Barang 216.017.283.001

Belanja Modal B.2.3 18.266.646.000 18.045.219.699 98,79% 14.227.366.509

JUMLAH BELANJA 224.366.346.000 208.970.613.949 93,14% 313.618.680.764

Lihai CaLK yang menipakan hagian lii/ak terpisahkun dari laporan keuangan ini.

Jakarta. April 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

r\
TJAHJO KUMOLO
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Laporan Keuangar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas; Birokrasi untuk Penode yang Berakhir 3i Oesember 2020

NERACA

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

NERACA

PER31 DESEMBER2020 DAN 31 DESEMBER2019

(dalam Rupiah)

31 DESEMBER 31 DESEMBER
URAIAN CATATAN

2020 2019

ASET

ASET LANCAR

Kas Lainnya Dan Setara Kas 5.851.237.358 23.771.608

Piutang Bukan Pajak C.1.2 126.920.264 120.593.953

Penyisihan Piutang Tak Tertagih C.1.3 (634.600) (602.970)

PIUTANG BUKAN PAJAK (NETO) 126.285.664 119.990.983

Persediaan C.1.4 1.415.814.897 1.361.041.177

7.393.337.919 1.504.803.768Jumlah Aset Lancar

ASET TETAP C.2

32.784.833.000Tanah C.2.1

124.345.957.662Peralatan Dan Mesin C.2.2 109.999.882.248

77.217.969.092 72.771.604.892Gedung Dan Bangunan C.2.3

Jalan, Irigasi Dan Jaringan C.2.4 1.395.216.550 1.395.216.550

C.2.5 1.869.655.712 1.066.687.595Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.6 74.916.600

Neraca ■ 3



Laporan Keuangan Kementenan Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

Akumulasi Penyusutan C.2.7 (96.434.421.041) (84.096.399.860)

Jumlah Aset Tetap 141.254.127.575 101.136.991.425

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/tagihan Tuntutan

Ganti Rugi

C.2.8 783.139.873 783.412.600

Penyisihan Piutang Jangka Panjang C.2.9 (783.139.873) (783.412.600)

Jumlah Piutang Jangka Panjang

ASET LAINNYA C.3

Aset Tak Benwujud C.3.1 4.251.103.570 4.214.073.020

Aset Lain-lain C.3.2 3.303.405.671 2.572.608.800

Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset

Lainnya

C.3.3 (6.144.075.453) (5.430.082.394)

Jumlah Aset Lainnya 1.410.433.788 1.356.599.426

JUMLAH ASET 150.057.899.282 103.998.394.619

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.4

Utang Kepada Pihak Ketiga C.4.1 6.304.972.806 533.790.332

Utang Jangka Pendek Lainnya C.4.2 41.752.369 2.514.559

Jumlah Kewajtban Jangka Pendek 6.346.725.175 536.304.891

Neraca ■ 4



Laporan Keuangan Kementefian Pendayagunaan Apafatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Penode yang Berakhir 31 Desember 2020

536.304.8916.346.725.175JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

103.462.089.728143.711.174.107C.5Ekuitas

103.462.089.728143.711.174.107Jumlah Ekuitas

103.998.394.619150.057.899.282JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

LihcU CaLK yang menipakan hagian Hdak lerpisahkan dari laporan keuangan ini.

April 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

Jakarta.

r\
TJAH.IO KUMOLO
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Laporan Keuangan Kememerian Penctayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi uniuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER
2019

(dalam Rupiah)

31 DESEMBER | 31 DESEMBER

20192020
CATATANURAIAN

KEGIATAN OPERASIONAL D.1

D.1.1PENDAPATAN

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya D.1.1.1 2.391.213

JUMLAH PENDAPATAN 2.391.213

D.1.2BEBAN

D.1.2.1 79.901.266.114Beban Pegawai 83.570.982.254

D.1.2.2 5.051.886.631 4.742.766.436Beban Persediaan

D.1.2.3 53.173.111.500 98.265.690.901Beban Barang dan Jasa

D.1.2.4 10.008.046.959 9.568.926.535Beban Pemeliharaan

D.1.2.5 42.774.208.599Beban Perjalanan Dinas 112.782.810.008

D.1.2.6Beban Penyusutan dan Amortisasi 16.138.795.704 16.089.986.190

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.1.2.7 634.600

(207.047.950.107) (325.021.162.324)JUMLAH BEBAN

Laporan Operasional ■ 6



Laporan Keuatigan Kementerian Pendayaguraan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi uniuk Periods yang BerakPir 31 Desember 2020

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN

OPERASIONAL

(207.047.950.107) (325.018.771.111)

KEGIATAN NON OPERASIONAL D.2

SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON

LANCAR

D.2.1

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar D.2.1.1 82,121.212 36.123.456

Beban Pelepasan Aset Non Lancar D.2.1.2 92.017.000 4.817.200

JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN

ASET NON LANCAR

(9.895.788) 31.306.256

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL LAINNYA

D.2.2

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya

D.2.2.1 332.884.395 508.606.554

Beban dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya

D.2.2.2 111.309.438 132.076.085

JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI

KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

221.574.957 376.530.469

JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI

KEGIATAN NON OPERASIONAL

211.679.169 407.836.725

SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR

BIASA

(206.836.270.938) (324.610.934.386)

POS LUAR BIASA

Laporan Operasional-7
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Laporan Keuangan Kemenienan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas. Birokrasi unluk Penode yang Berakhir 31 Desember 2020

Beban Luar Biasa

(324.610.934.386)(206.836.270.938)D.3SURPLUS / DEFISIT LO

I.ihai CaLKyang merupakan bagian lidak (etpisahkan dari laporan keuangan ini.

April 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

Jakarta,

TJAH.IO KUMOLO

Laporan Operasional - 8



Laporan Keuangan Kementenan Pendayagunaan Aparaiur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Periode yang Berakhir 31 DesemPer 2020

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER
2019

(dalam Rupiah)

31 DESEMBER 31 DESEMBER
URAIAN CATATAN

2020 2019

EKUITAS AWAL E.1 103.462.089.728 72.568.082.080

SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (206.836.270.938) (324.610.934.386)

KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI

EKUITAS
(6.777.940.137)E.3 33.116.428.291

1.

r*--

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

34.454.731.394SELISIH REVALUASI ASET E.3.1 276.303.000

(96.796.862) (1.342.690.177)KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI E.3.2

(6.957.446.275) 4.387.074KOREKSI LAIN-LAIN E.3.3

253.863.295.454 322.388.513.743TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4

Pemyataan Tanggung jawab - 9



Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Periode yang Berakhir 31 Oesember 2020

30.894.007.648E.5 40.249.084.379KENAIKAN EKUITAS

103.462.089.728143.711.174.107E.6EKUITAS AKHIR

CaLK merupakan hagian yang tidak lerpisahkan dari Laporan Keuangan

April 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

Jakarta.

TJAHJO KUMOLO
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Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Penode yang Berakhir 31 Desember 2020

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

ditetapkan sebagai Bagian Anggaran (048) menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan

menurut fungsi Bendahara Umum Negara oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sejak TA 2017. jumlah satuan kerja (satker) pada Kementerian PANRB bertambah menjadi

2 (dua) satker yaitu Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan kode

satker 427950 dan Satker Komisi Aparatur Sipil Negara dengan kode satker 015416. Laporan

keuangan ini meriipakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan kedua satker
tersebut.

Profll dan Kcbijakan Tcknis Kementerian PANRBA.l.Profit dan

Kehijakan

Teknis

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena

berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan

publik serta untuk menjamin pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional,

terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena

itu, birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan

pemerintahan dalam rangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik {good

governance).

Dengan alasan tersebut, Reformasi Birokrasi hams dilakukan guna mewujudkan negara dan

pemerintahan yang memenuiii karakteristik good governance. Reformasi Birokrasi hams

disertai rencana tindak (action) yang Jelas serta implemcntasinya secara konkrit dan

konsekuen. Dengan upaya, Reformasi Birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata

terhadap kinerja pelayanan publik. Dalam kaitan itu inaka perlu pelaksanaan Refonnasi

Birokrasi secara komprehensif dalam tiap-tiap aspeknya dan bukan lagi sekedar pembenahan

parsial.

Mengingat pentingnya Reformasi Birokrasi tersebut. maka dalam rangka mendukung arah

pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,

yangterdiri dari 14 Prioritas Nasional dalam Kabinet Indonesia Maju. Prioritas yang pertama
dari ke-14 Prioritas Nasional tersebut adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Keloia. Hal ini

menunjukkan betapa pentingnya Reformasi Birokrasi yang di dalamnya meliputi penataan

kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur. Ketatalaksanaan. Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur. serta Pelayanan Publik. Dalam rangka melaksanakan amanat

strategis tersebut, Presiden Indonesia lelah menetapkan i’eraturan Presiden Nomor 68 Tahun

2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015

Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk

menyelenggarakan umsan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Tiigas

Catatan Atas Laporan Keuangan Pendahuluan -11



Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Penode yang Berakhir 31 Desemder 2020

tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuli tanggung javvab, efektif, efisien dan
akuntabel.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan

mengembangkan dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan kinerja dan

mengembangkan dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan

prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi

yang teituang dalam Pasal 27 Undang - UndangNomor  5 Taluin 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara meinuat pembentiikan Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara

merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik dalam

meiaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut

ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat. Sistem dan

Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan

Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Peraturan Mentei'i Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satker Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, struktur Kementerian PANRB adalah sebagai berikul:

Gambar 1 Struktur Organisasi Kementerian PANRB
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Visi dan misi Kementerian PANRB dalam Renstra Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan

arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan sebagaimana teiluang dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Catatan Atas Laporan Keuangan Pendahuluan ■ 12



Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Periods yang Berakhir 31 Desember 2020

Nasional 2005-2025. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 lentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025. dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Peraturan

Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Selama periode TA 2020, output strategis yang telah dicapai pada Satker Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai berikut:

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

label 1 Output Strategis yang telah dicapai pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara

No Kode

Output

Strategis

Uraian Realisasi

Beianja

Perse Target Realis | Progres

ntase Keluar asi

Volu
Capaian

an
P

Alokasi

AnggaranOutput

(Rp) enye

rapan

(Rp)
Outputme

Keiua
(%)(%)

ran

Unit kerja

yang

dievaluasi

778.270.000 753.620.115 96,83 155 169 109,031. 2823.005

untuk

mendapatk

an predikat

WBKAA/BB

di

wilayah II

699.805.000 676.107.287 96,61 165 200 121,212824.005 Unit kerja

di wilayah II

yang

dievaluasi

untuk

mendapatk

an predikat

WBK/WBB

M

Unit kerja

di wilayah

III yang

dievaluasi

untuk

mendapatk

an predikat

859.950.000 829.736.718 96,49 165 193 116,972825.005
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Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

WBK/WBB

M

2823.006 IP yang

diberikan

15.315.000 9.080.000 59,29 182 182 100

asistensi

implementa

si Sistem

Akuntabiiita

s Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP) di

wilayah I

2824.006 IP yang

diberikan

246.450.000 187.166.767 75,95 159 159 100

asistensi

implementa

si Sistem

Akuntabiiita

s Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP) di

wilayah II

2825.006 IP yang 191.690.000 180.069.538 93,94 175 175 100

diberikan

asistensi

implementa

si Sistem

Akuntabiiita

s Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP) di

wilayah III

IP yang

dtevaluasi

implementa

si Sistem

2.050.800.000 2.022.764.561 98,63 217 218 100,462823.007

Akuntabiiita

s Kinerja

Instansi

Pemerintah
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Laporan Keuangan Kementenan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Penode yang Berakhir 31 Desember 2020

I {SAKIP) di

wilayah I

8 2824,007 IP yang

; dievaluasi

1.561.473,000 1,534.796.900 98,29 189 189 100

implementa

: si Sistem

Akuntabilita

^ s Kinerja

'  Instansi

Pemerintah

(SAKIP) di

wilayah II

1.655,200.000 1,630.004.000 98,48 210 ! 214 ' 101,902825.007 IP yang

dievaluasi

SAKIP di

wilayah III

578.299.000 538.061.000 93,04 3010 5091.010 IP yang

dievaluasi

SAKIP di

wilayah III

1 3,33

Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Aparatur Sipil Negara

Sesuai dengan Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 lentang Aparatur Sipil Negara, Komis!

Aparatur Sipil Negara merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari

intervensi politik untuk nienciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja,

memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Dalain pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. ditetapkan Peraturan

Presiden Nomor 1 18 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya

Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur

Sipil Negara.

Tugas, fungsi dan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara tersebut, selanjutnya dijabarkan

dalam Peraturan Ketua (Perka) Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara. Dalam Perka tersebut. telah

ditentukan penetapan kelompok kerja berdasarkan bidang pengawasan Komisi Aparatur

Sipil Negara, yang meliputi: (a) Pengawasan Penerapan Sistem Merit; (b) Pengawasan

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi; dan (c) Pengawasan Penerapan Nilai Dasar. Kode Etik,

Kode Perilaku dan Netralitas ASN. Penetapan kelompok kerja berdasarkan bidang

pengawasan dikombinasikan dengan lingkup wilayah instansi pemerintah yakni instansi

pemerintah kementerian/lembaga dalam lingkup; bidang politik. hukum dan keamanan;

bidang perekonomian; bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan bidang

kemaritimandan investasi; serta lingkup pengawasan wilayah provinsi termasukdi dalamnya
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wilayah kabupaten/kota dalam lingkup wilayah provinsi tersebut dengan mempertimbangkan

wilayali kerja Kanlor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan tugas tersebut. sesiiai penataan organisasi dan tata kerja di liiigkungan Komisi

Aparatur Sipil Negara, Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara ditugaskan sebagai

koordinalor pengawasan. dengan penibagian tugas sebagai berikut:

a. Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan

Sistem Merit Wilayah 1:

b. Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan

Sistem Merit Wilayah 11:

c. Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Koordinator Pengawasan Bidang Pengisian

Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1;

d. Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Koordinator Pengawasan Bidang Pengisian

Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II;

e. Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan Nilai

Dasar. Kode Etik. Kode Perilaku, dan Netralitas ASN.

Dalam struktur organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara, terdapat 5 (lima) kelompok kerja

(pokja) dengan penibagian sepeiti pada gambar 2. Masing-masing pokja didukung oleh

Asislen Komisi Aparatur Sipil Negara dan pejabat fungsional serta Sekrelariat sebagai

dukungan administrasi.

Gambar 2 Struktur Organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara
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Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

disusun untuk tujuan umum {genera! purposes financial statement) dalam memenuhi

kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam

pembuatan keputusan {decision usefulness approach). Laporan Keuangan ini mencakup

seluruli aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian PANRB.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sislem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan

dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada

Kementerian Negara/Lembaga.

SAI yang digunakan di lingkup Kementerian PANRB terdiri dari Sistem Akuntansi

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Perlu diinformasikan pula bahwa pada tahun 2020

Kementerian PANRB menjadi saiah satu dari lima K/L peserta piloting yang menerapkan

Aplikasi SAKTI/?///module y^'Ww mulai dari Modul Admin. Penganggaran. Komitmen, Aset

Tetap, Bendahara. Pembayaran, Persediaan, Piutang, hingga Modul General Ledger dan

Pelaporan (GLP). Oleh karena itu, Kementerian PANRB sudah tidak menggunakan Aplikasi

Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Intbrmasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Tahun 2020.

A.2.l‘eiulekalan

Penyusiiitan

lMfK)ran

Keticingaii

Basis Akuntansi

Kementerian PANRB menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca,

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekiiitas seita basis kas untuk penyusunan dan

penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat

kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

A.3.Basis

AktiiUiinsi

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos

dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian PANRB dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan
historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai vvajar

dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai

wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang

bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang

menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang

Rupiah.

A.4.Dasar

Pengukuran

Kcbijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember

2020 telah mengacu pada SAP. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip. dasar-dasar.

A.5.Kcbijakan

Akuntansi
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konvensi-konvensi, aturan-aturan. dan praklik-praktik spesifik yang dipiiih oleh suatu entitas

pelaporan dalam penyusiinan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akunlansi yang

diterapkan inerupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Di samping ilu,

dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidali pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusiinan Laporan Keuangan

Kementerian PANRB adalah sebagai berikiit:

1. Pendapatan- LRA

● Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar

dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

● Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

● Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto. yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

● Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumbcr pendapatan.

I'endapatan

■LRA

PemlafHilai} 2. Pendapatan- LO

● Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas

dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

● Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak alas pendapatan dan/atau pendapatan

direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

● Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

● Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

-LO

3. Belanja

● Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

● Kliusus pengeluaran melaiui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada

saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).

● Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam CaLK.

● Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

lielanju

4. BebanIkhan

● Beban adalah penurunan manfaat ekonomi alau potensi dalam periode pelaporan

yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
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timbulnya kewajiban.

● Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya

penurunan manfaat ekonomi atau potensi Jasa.

● Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasiflkasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam CaLK.

5. Surplus/Deflsit-LRA

● Surplus/Deflsit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LRA dan

Belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus

Defisil-LRA

6. Surplus/Defisit-LO

● Surpius/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara Peridapatan-LO dan beban

selama satu periode pelaporan, setelah diperhilungkan surplus/defisit dari kegiatan

non operasional dan pos luar biasa.

Surplus

Defisil-LO

1. Aset. J.Vt'/

Asetdiklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piulang Jangka Panjang dan Aset

Lainnya.

a. Aset Lancar

● Aset Lancar inencakup Kas dan Setara Kas yang diharapkaii segera

direalisasikan, dipakai alau dimiliki iintuk dijual dalam waktii 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan.

●  Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk

valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal neraca yailu tanggal 3 I Desember 2020.

●  Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

■  Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah

timbui hak yang didukung dengan Sural Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeliiarkannya surat keputusan yang mempuiiyai kekuatan

hukum tetap.

■  Piutang yang timbul dari perikalan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur

dengan andal.

●  Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan {net

realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak

teitagih. Penyisihan tersebul didasarkan atas kuaiitas piutang yang ditentukan

berdasarkan jatuh tempo dan usaha penagihan yang diiakukan pemerintah.

Kuaiitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal

pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nonior 207/PMK.6/2019

tentang Penentuan Kuaiitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak

Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umiim Negara.

Asm Luucar
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Krileria kualitas piutang diaUir sebagai berikut:

label 2 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas

Piutang
PenyisihanUraian

0.5%Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo1. Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%2. Kurang

Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%3. Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%4. Macet 1.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan

Piutang Negara/DJKN

2.

Piutang yang akan Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

neraca direklasifikasi inenjadi Piutang Jangka Panjang Lainnya pada pos Piutang

Jangka Panjang.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan Jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan t1sik pada tanggal neraca

dikalikan dengan:

■  harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian:

■  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri:

■  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya ajiabila diperoleh dengan cara

lainnya.

b. Aset Tetap.isel

Tetap
Aset Tetap mencakup seluruh asel berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 (satu) tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan Aset Tetap sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Miiik Negara didasarkan

pada nilai satuan minimum kapilalisasi sebagai berikut;

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu Juta rupiah):
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b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya saina dengan atau

lebih dari Rp25.000.000 (dua puliih lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang lidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk

tanah, Jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi

perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

● Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang

disebabkan antara lain karena aus. ketinggalan Jaman. tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat. tidak sesuai dengan

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

● Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari

neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

●  Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap

yang dapat disusutkan {depreciable assets) seiama masa manfaat aset yang

bersangkutan sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaatnya.

Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

●  Penyusutan aset tetap tidak dilakukan icrhadap:

a. Tanah;

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau

dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

●  Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir

semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

●  Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu

dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata

setiap semester seiama masa manfaat.

● Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri

Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Peinvsuuin

. \set Tetap
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label 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Masa ManfaatKelompok Aset Tetap

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan. Jaringan dan Irigasi 5 s.d. 40 tahun

4 tahunAlat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

d. Piutan» Jangka Panjang

●  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan direalisasikan  dalam jangka

waktu lebih dari 12 bulan scjak langgal pelaporan. Termasuk dalam Piutang

Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntulan Perbendaharaan/Tuntutan Ganli Rugi

(TP/TGR) yang Jatuh tempo lebih dari salu tahun.

●  Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum

mengakibalkan kerugian negara/daerah.

● Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai

negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai

akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar

hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan

tugasnya.

● Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Piiilang

Jangka

Panjang

e. Aset Lainnya

● Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang

jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Benvujud, dan
Aset Lain-Lain.

● Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentiflkasi dan tidak

mempunyai wujud flsik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan

barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas

kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto

yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

●  Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbalas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak

Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

● Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 81/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat

Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud

Aset I^innva
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pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara unuim tabel inasa manfaal adalah

sebagai berikiit:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Masa ManfaatKelompok Aset Tak Berwujud

Software Komputer 4 tahun

5 tahunFranchise

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain

Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu

10 tahun

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa.

Perlindungan Varietas Tanaman Semusim
20 tahun

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas

Tanaman Tahunan
25 tahun

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.ll. Hak Ekonomi Pelaku

Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram
50 tahun

70 tahunHak Cipta atas Ciptaan Gol.l

● Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggimaan

operasional entitas disajikan sebesar nilai buku yailu harga perolelian dikurangi

akumulasi penyusutan.

8. Kovajibaii

●  Kcwajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lain yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar siimber daya ekonomi pemerintah.

●  Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke daiam kewajiban Jangka pendek dan

kewajiban Jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Siiatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo daiam waktii dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang

Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang

Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a.

Ki’wajiban
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b. Kewajibaii Jangka Panjang

Kcwajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban Jangka panjang Jika diliarapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebili dari 12 (dim belas) bulan

setelali tanggal pelaporan.

● Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah

pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

9. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebili lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekinuis
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B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN

Selania periode berjalan. Kementerian PANRB telah melakiikan revisi Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini terjadi karena adanya kebijakan-kebijakan

Pemerintah terkait adanya Pandenii COVlD-19 dan adanya perubahan kegiatan sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi pada saat pelaksanaan di Kementerian PANRB.

Perubahan DIPA berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai

berikut:

Tabel 5 Rincian Revisi DIPA untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020

Uraian
Estimasi I Anggaran | Estimasi / Anggaran

Awal Revisi

Belanja

93,129.140.000 90.728.869.000Belanja Pegawai

202.219,868.000 115,370.831.000Belanja Barang

9.271.890,000 18,266.646.000Belanja Modal

304.620.898.000 224.366.346.000Jumlah Belanja

Sedangkan apabila berdasarkan program, rincian Revisi DIPA Kementerian PANRB

adalah sebagai berikut:
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Tabel 6 Rincian Revisi DIPA per Program untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020

Kode Program
Anggaran Setelah

Revisi
Anggaran Awai

156.020,523.000Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian PANRB

168,862.184.00000.00.01

116.373.008.000 58.625.666.000Program Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi

00.00.06

19.385.706.000 9.720.157.000Program Pengawasan Pelaksanaan

Sistem Merit ASN

00.00.07

304.620.898.000 224.366.346.000Jumlah Anggaran Belanja

Apabila berdasarkan salker, rincian Revisi DIPA Kementerian PANRB adalah

sebagai berikut:

Tabei 7 Rincian DiPA per Satuan Kerja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

2020

Satuan KerjaKode
Anggaran Setelah

Revisi
Anggaran Awal

49.279,704.000 39.614.155.000Komisi Aparatur Sipil Negara015416

184.752.191.000255.341.194.000Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara

427950

224.366.346.000304.620.898.000Jumlah

B.l Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah

sebesar Rp277.526.891. Kementerian PANRB hanya memiliki pendapatan berupa

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Umum dan tidak memiliki PNBP

Fungsional. Pendapatan Kementerian PANRB seluruhnya merupakan PNBP lerdiri

Realisasi Reinlapatan

Rp277.526.89!
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dari pendapatan dari peiijualan pengelolaan BMN, pendapatan dari pengeloiaan

keuangan, dan pendapatan Iain-lain.

PNBP Kementerian PANRB uiituk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020

sebesar Rp277.526.891 tersebiil tersebar pada 2 (dua) satker Kementerian PANRB

dengan rincian sebagai berikut:

label 8 Rincian PNBP per satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Realisasi 31
Estimasi % Est.No Satuan Kerja

Desember 2020

Komisi Aparatur Sipii Negara 9.120.0001

I
Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara

268.406.891

Jumlah 277.526.891

label 9 Rincian PNBP per Kelompok Akun untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

% Naik

Desember 2020 I Desember 2019 I (Turun).

Realisasi 31 Realisasi 31
Kelompok Akun

82.121.212 36.123.456 127,33Pendapatan Dari Penjualan dan

Pengelolaan BMN

13.070.727 818.181 1.497.53Pendapatan Bunga, Pengelolaan

Rekening Perbankan, dan Pengelolaan

Keuangan

2.044.094 (100)Pendapatan Denda

182.334.952 1.163.860.669 (84,33)Pendapatan Lain-lain

(76,93)277.526.891 1.202.847.300Jumlah
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B.1.1 Pcndapatan dari Penjualan dan Pcngeioiaan BMN

Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp82.121.2! 2

dan Rp36.123.456. Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 127,33 persen bila

dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan

oleh Penjualan/Lelang Aset Kementerian PANRB yang dilaksanakan pada TA 2020

lebih besar dibandingkan TA 2019.

Pendapatan dan

Penjualan dan

Pengelolaan B.\fX

KpS2.l2l.2l2.

Rincian Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN per satker untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2020 menurut akun adalah sebagai berikul:

label 10 Rincian Realisasi PNBP Kelompok Akun 4251 per satker untuk Periode yang

Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020

Akun Satuan Kerja

Estimasi Realisasi % Est.

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara

82.121.212

425129

Komisi Aparatur Sipil Negara

Total 82.121.212

Sebagai Catalan Satker Komisi Aparatur Sipil Negara tidak melaksanakan

penjualan/penggantian Aset selama TA 2020 dikarenakan kebutiihan dan usia aset

masih terbilang baru.

B.1.2 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Kekening Perbankan, dan Pengelolaan

Keuangan

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-

masing sebesar Rpl3.070.727 dan Rp818.18i. Pendapatan Bunga, Pengelolaan

Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.497,53 persen. Berikut rincian

Pendapatan Negara Bukan Pajak per Satker:

Pendapatan Bunga.

Pengelolaan Rekening

Perbankan. dan

Pengelolaan Keuangan

Rpl3.070.727
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label 11 Penerimaan Negara Bukan Pajak per Satker untuk Periode yang Berakhir 31

Desember 2020

(dalam Rupiah)

% Kenaikan

Desember 2020 I Desember 2019 I (Penurunan)

Reaiisasi 31 Realisasi 31No Nama Satker

1  Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur

Negara

13.070.727 818.181 1.497,53

Komisi Aparatur Sipil

Negara

13.070.727Jumlah 818.181 1.497,53

Kenaikan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak ini disebabkan oieh:

I. Peningkatan Pendapatan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Barang Milik Negara

a.n. VSL dan ALl pada tanggal 16 November 2020 sesuai Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomiasi Birokrasi Nomor 176 Taliun 2020

tentang Penetapan Nilai Tuntutan Ganti Rugi Pada Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Berita Acara Penetapan

Plarga Tim Penyelesaian Kerugian Nomor 154/BN.99/2020 tanggal 2 November

2020 tentang Penetapan Harga Notebook Barang Milik Negara Tahim Perolehan

2017 masing-masing sebesar Rp6.399.000.

label 12 Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Tuntutan Ganti Rugi TA 2020

(dalam Rupiah)

Tanggal Setor NilaiNTPN UraianNo

27 November Pembayaran Ganti

Rugi BMN a.n. A.L.S

16112020

E30537QLTKDH8074 6.399.000

2020

29 November Pembayaran Ganti

Rugi BMN a.n. VSL

16112020

6.399.0002ADD50N9UVQDVUF8

2020

12.798.000Jumlah
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2. Adanya Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendaliara

(425792) a.n. Y.S sebesar Rp272.727.

B.1.3 Pciulapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rpl 82.334.952 dan Rpl .163.860.669.

Pendapatan Lain-Lain 3 1 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 84.33 persen.

Penurunan signifikan dapat dil ihat pada Pengembalian Belanja Barang yang berkurang

sejauli 86.88 persen dibandingkan TA sebelumnya. Penurunan Pendapatan Lain-Lain

pada Tahun 2020 disebabkan oleh sebagian besar pembayaran menggunakan

Tambahan Uang Persediaan (TUP). Hal ini lerjadi karena dari pihak Kantor Pelayanan

Perbendaliaraan Negara (KPPN) .lakarta IV Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan melalui Surat Nomor S-

2135/WPB.12/KP.04/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pengaturan Pengajuan SPM
ke KPPN Pada Masa Keadaan Darurat COVID-19.

Petulaixikin Uuii-I.ain

RplS2.334.9S:

label 13 Pendapatan Lain-Lain per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
Komisi Aparatur Sipil Negara

No Akun

Realisasi RealisasiAnggaran Anggaran

40.483.950 -4251111

9.120.000132.731.002425912

9.120.000173.214.952Jumlah

Rincian Realisasi PNBP Keloinpok Akun 4259 untuk Periode yang Berakhir 31

Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:
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label 14 Rincian Realisasi PNBP Kelompok Akun 4259 untuk Periode yang Berakhir 31

Desember 2020

(dalam Rupiah)

31 Desember
31 Desember 2020

2019 % Naik

(Turun).
Akun

Estimasi Realisasi Realisasi

425911 40.483.950 87,4321.599.838

425912 141.851.002 1.081.218.540 (86,88)

425913 60.696.072 (100,00)

425991 346.219 (100,00)

Total 182.334.952 1.163.860.669 (84,33)

Rincian Pendapatan Lain-Lain per satker iinUik periode yang berakhir 31 Desember

2020 memirut akun adalah sebagai berikiit. Iianya terdapat 2 akun Pendapatan Lain-

lain yaitii Pengembalian Belanja Pegawai TAYL (425911) dan Pengembalian Belanja

Barang TAYL (425912);

label 15 Rincian Realisasi PNBP Kelompok Akun 4259 per satker untuk Periode yang

Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020

Akun Satuan Kerja

% Est.Estimasi Realisasi

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
40.483.950425911

9.120.000425912 Komisi Aparatur Sipil Negara

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
132.731.002425912

Total 182.334.952
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B.2. Belanja/^ealisasi Ik'liinja

Rp20S.970.6l3.9J9

Realisasi Belanja Kemcnterian PANRB untuk periode yang berakhir 31 Desember

2020 adalah sebesar Rp208.970.613.949 atau 93,14 persen dari anggaran belanja

sebesar Rp224.366.346.000 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar

Rp774.430.757. Keseluruhan belanja di Kementerian PANRB berasal dari belanja

rupiah miiriii. Kementerian PANRB tidak memiliki belanja PNBP maupun belanja

hibah. Rincian anggaran dan realisasi belanja Kementerian PANRB terdiri dari

Belanja Pegawai. Belanja Barang, dan Belanja Modal dengan rincian anggaran dan

realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai
berikut:

label 16 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2020

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020

Uraian % Real
Pengembalian

Belanja
Realisasi Neto Bruto /

Angg

Anggaran Realisasi Bruto

Belanja

Pegawai
80,012.025.731 (12,389.067) 79.999.636,664 88,1990.728,869,000

Belanja

Barang
111,687.799.276 (762.041.690) 110,925.757.586 96,81115.370.831.000

Belanja

Modal
98,7918.045.219.699 (-) 18.045.219.69918.266.646.000

(774.430.757) 208.970.613.949 93,14Jumlah 224.366.346.000 209.745.044.706

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tidak mencapai 100

persen dari anggaran disebabkan sebagian besar oleh kondisi Pandemi COVlD-19

yang melanda masing-masing negara dan membuat banyak kegiatan/rencana

dihentikan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan pegawai Kementerian PANRB.

Perubahan pola kerjayangdititikberatkan pada pencegahan penularan COVlD-19. dan

mengubah pola kerja menjadi Work from Home (WFPl) schingga penyesuaian pada

pola absensi dan tata cara kerja harus dihadapi seiuruh masyarakat Indonesia tidak

terkecuali Pegawai Kementerian PANRB.
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Komposisi anggaraii dan reaiisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember

2020 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 3 Komposisi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja untuk Periode yang Berakhir 31

140.000.000.000

120.000.000.000

100.000.000.000

80.000.000.000

I ■ Anggaran

■ Reaiisasi60.000.000.000

40.000.000.000

20.000.000.000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Desember 2020

Sedangkan rincian anggaran dan reaiisasi belanja berdasarkan program untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut; Reaiisasi pada Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PANRB

(00.00.01) merupakan program dengan persentase reaiisasi terendah jika

dibandingkan dengan Program lainnya dikarenakan pada program 00.00.01 lebih

banyak mendukung dan membiayai kegiatan perkantoran (rapat, pemeliharaan.

protokoler. dan Iain-lain) yang sebagian besar menjadi lebih eflsien dikarenakan pola

kerja WFH dan kondisi Pandemi COVID-19.
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label 17 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program untuk Periode yang

Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020

Kode Uraian

Realisasi % Real /Angg.Anggaran

156.020.523,000 143.329.540.637 91,8700.00 I Program Dukungan

Mar^ajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

Kementerian PANRB

.01

00.00 Program Pendayagunaan

.06 Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi

58.625.666.000 56.355.939.499 96,13

00.00 Program Pengawasan

.07 Pelaksanaan Sistem Merit ASN

9.720.157.000 9.285.133.813 95,52

Jumlah 224.366.346.000 208.970.613.949 93,14

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi per satker untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 sebagai berikut:

label 18 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja untuk Periode

yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Realisasi Neto % Real

31 Desember Bruto /

Realisasi Bruto

31 Desember
Pengembali

an Belanja
Satuan Kerja Anggaran

2020 Angg.2020

Komisi

Aparatur Sipil

Negara

36,293.423.921 235,011.950 36.058.411.971 91,6239.614.155.000

Menteri

Negara

Pendayaguna

an Aparatur

Negara

93,88173.451.620,785 539.418,807 172.912.201.978184.752.191.000

208.970.613.949 93,48209.745.044.706 774.430.757Jumlah 224.366.346.000
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Target Realisasi 2020 tidak mencapai 95 perseii dari total anggaran, dan lebih rendah

dari TA sebelumnya dikarenakan kondisi global Pandemi COVID-19 yang banyak

mengubah perencanaan dan membatalkan kegiatan sehingga anggaran lebih banyak

direvisi untuk membantu Program Peinerintah Pusat/Nasional untuk Penanganan

COVID-19 dan Penuilihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Adapun

penghematan/pemotongan untuk PC-PEN lebih banyak diambil dari Belanja Barang

(52) sehingga terdapat peniirunan yang signifikan pada Akun Belanja tersebut jika

dibandingkan pada TA sebelumnya sebesar 48,65 persen. Adapun rincian

perbandingan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 3 1 Desember 2020 dan 3 1

Desember 2019 sebagai berikut:

label 19 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Realisasi
% Kenaikan

(Penurunan)
Uraian

31 Desember 2020 31 Desember 2019

79.999 636,664 83.374.031.254 (4.05)Belanja Pegawai

110.925,757.586 216.017.283.001 (48,65)Belanja Barang

18.045,219.699 14.227.366.509 26,83Belanja Modal

(33,37)Jumlah 208.970.613.949 313.618.680.764

Berdasarkan tabel di atas, total realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31

Desember2020 mengalami penurunan sebesar33,37 persen bila dibandingkan dengan

31 Desember 2019. Program Nasional PC-PEN mengharapkan banyak Kementerian

dan Bagian Anggaran untuk merevisi anggaran (mengurangi) untuk dialihkan pada

program-program pemerintah yang lebih berfokus menanggulangi bencaiia {Force

Majeure) Pandemi COVID-19 dan memulihkan perekonomiaii nasional. Dimana

Kementerian Keuangan mengaturdan menyalurkan Anggaran PC-PEN tersebut.

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp79.999.636.664 dan

Rp83.374.031.254. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bcntuk

uangmaupun barang yang ditetapkaii berdasarkan peraturan perundang-imdangan yang

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal.

Belanja I’egawtu

Rp79.m.636M4
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Adapiin rincian reaiisasi belanja pegawai per satker di lingkup Kementerian PANRB

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adaiah sebagai berikiil:

label 20 Rincian Anggaran dan Reaiisasi Belanja Pegawai per Satuan Kerja untuk Periode

yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Reaiisasi 31
No Satuan Kerja Anggaran % Angg

Desember 2020

Komisi Aparatur Sipil Negara 12.992.072,000 11.158.266.847 85.89

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara

77.736.797.000 68,841.369,817 88,56

Jumlah 90.728.869.000 79.999.636.664 88,17

Reaiisasi Belanja Pegawai berada pada tingkat dibawah 90 persen dikarenakan

penyesuaian Jabatan. Pola Kerja WFH banyak memangkas reaiisasi tunjangan. berikut

dengan beberapa kondisi kliusus dimana pegawai dengan kasiis positif COVID-19

mengurangi penyerapan pada reaiisasi Belanja Pegawai.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama Pandemi COV1D-19 Juga

mempengaruhi Belanja Pegawai secara administratif dan pelaksanaan, seperti:

I. Kebijakan Gaji ke-l3 dan Tunjangan Hari Raya yang tidak

diberikan/dipotong/disesuaikan untuk para pejabat Eselon II ke atas, dalam rangka

penghemalan dan mendukung program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional.

2. Aktivitas Pengadaan CPNS di Tahun 2020 menjadi tertunda meliliat kondisi

kesehatan masyarakal (COV1D-19) pada Tahun 2020 sehingga kegiatan pengadaan

pegawai CPNS baru akan dilaksanakan di TA berikutnya Jika keadaan membaik.

Hal ini Juga membuat Belanja Pegawai yang disiapkan untuk CPNS baru menjadi

tidak terserap.
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Sedangkan rincian perbaiidingan reaiisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir

31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

label 21 Perbandingan Rincian Beianja Pegawai untuk Periode yang Berakhir 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Reaiisasi

% Kenaikan

(Penurunan)
Akun Uraian

31 Desember 31 Desember

2020 2019

5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 34.275.756.949 30.510.056.761 12,34

Belanja Honorarium 6.081.790.4495121 6.754.213.042 (9,96)

5122 Belanja Lembur 289.729.000 562.605.000 (48,50)

Belanja Tunjangan Khusus &

Belanja Pegawai Transito

5124 39.364.749.333 45.565.580.613 (13,61)

Jumlah Belanja Kotor 80.012.025.731 83.392.455.416 (4,05)

Pengembalian Belanja Pegawai (12.389.067) (18.424.162)

Jumlah Belanja Pegawai 79.999.636.664 83.374.031.254 (4.05)

label 22 Perbandingan Rincian Belanja Pegawai perSatker

(dalam Rupiah)

Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara

Komisi Aparatur

Sipil Negara
UraianAkun

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 2.882.228.5115111 31.382.478.002

91.875.000 5.989.915.4495121 Belanja Honorarium

263.279.000 26.130.0005122 Belanja Lembur

5124 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja

Pegawai Transito

37.103.737.815 2.259.992.887

Jumlah 68.841.369.817 11.158.266.847
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Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 mengalami penurunan scbesar 4,05 person bila dibandingkan dengan

periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh Belanja

Honorarium (5121) yang mengalami pengurangan sebesar 9,96 persen dikarenakan

honor dari Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara yang berkurang dengan

pembatasan kerja karena pandemi COVID-19. Belanja Lembur (5122) mengalami

pengurangan yang paling besar, yaitu 48.50 persen. Jika dibandingkan TA sebelumnya

karena adanya kebijakan yang melarang kegiatan lembur. Belanja Tunjangan Khusus

dan Transito (5124) mengalami penurunan sebesar 13,61 persen dikarenakan adaptasi

pada Kelas Jabatan dan Pola Kerja absensi WFH dan e-report yang masih dilakukan

oleh pegawai selama TA 2020. Detail bersih dari Belanja di atas dapat dijelaskan pada

tabel di bawah, lerdapat sejumiah kecil pengembalian alas Belanja Pegawai

dikarenakan penyesiiaian perhitungan pada Aplikasi Penggajian (GPP/Modiil

Bendahara Gaji).

Tabel 23 Pengembalian atas Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020 31 Desember 2019

%Akun Uraian

Real. Bruto P. Belanja Real. Net. Real. Bruto P. Belanja Real. Net.

34.264.706.513 30.510.056.761 5.639.5225111 Belanja

Gaji dan

Tunjang

an PNS

34.275.756.949 11.050.436 30.504.417.239 12,33

6.081.790.449 6.754.213.042 6.754.213.042 (9,96)6.081.790.4495121 Belanja

Honorari

urn

289.409.000 562.605.000 562.605.000 (48,56)5122 Belanja

Lembur

289.729.000 320.000

39.363.730.702 45.565.580.613 12.784.640 45.552.795.973 (13,59)1.018.6315124 Belanja

Tunjang

39.364.749.333

an

Khusus

&

Belanja

Pegawai

Transito

83.374.031.254 (4,05)79.999.636.664 83.392.455.416 18.424.16280.012.025.731 12.389.067Jumlah Belanja

Pegawai
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B.2.1.1 Belanja Gajl dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk periode yang berakhir 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp34.264.706.513 dan

Rp30.504.41 7.239. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 31 Desember 2020

mengalami peningkatan sebesar 12,33 persen dibandingkan 31 Desember 2019.

Perubahan paling signiflkan terjadi pada pos Belanja Tunjangan Fungsional PNS

(51 1 124) sebesar 89,37 persen lial ini disebabkan perubahan struklur jabatan pada PNS

yang mulai mengadopsi Struktur Jabatan Fungsional (Perpres No. 68 Tahun 2017) dan

meninggalkan jabatan struktural secara bertahap.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

label 24 Perbandingan Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk Periode yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Belanja Gaji dan

Tunjangan PX'S

Rp34.264.706.5I3

(dalam Rupiah)

Realisasi

% Kenaikan

(Penurunan)
Akun Uraian

31 Desember31 Desember

2020 2019

23,157.184.647 20.457,664.730 13.20Belanja Gaji Pokok PNS511111

8,70Belanja Pembulatan Gaji PNS 359.538 330.772511119

1.223.712.884 1.218.639.112 0,42511121 Belanja Tunjangan Suami/lstri

PNS

318.475.264 321.730.067 (1,01)511122 Belanja Tunjangan Anak PNS

(8,59)3.114.805.000 3.407.430.540511123 Belanja Tunjangan Struktural

PNS

89,37545.585.000 288.110.000511124 Belanja Tunjangan Fungsional

PNS

(20.79)155.336.836 196.096.540Belanja Tunjangan PPh PNS511125

3,93942.111,780 906.511.000511126 Belanja Tunjangan Beras PNS

4.045,286.000 2.956.384.000 36,83Belanja Uang Makan PNS511129

2,08772.900.000 757.160.000Belanja Tunjangan Umum PNS511151

12,3434.275.756.949 30.510.056.761Jumiah Belanja Kotor

Pengembalian Belanja Gaji dan

Tunjangan PNS
(11.050.436) (5.639.522)

Jumiah Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 12,3334.264.706.513 30.504.417.239
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Rincian Belanja Gaji dan Timjangan per Satker 3 1 Desember adalah sebagai berikut:

label 25 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Per Satker untuk

Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
Komisi Aparatur Sipil Negara

No Akun

RealisasiRealisasi AnggaranAnggaran

1.800.115.4001.800.116.000511111 22.616.800.0001 21.350.591.159

47.000511119 31.155439.000 328.383

25.458.2701.948,382.000 1.197.784.684 25.459.000511121

2.319.886527.559.000 316.061.389 2.322.000511122

3.288.000.000 2.976.000.000 239.540.000 136.570.000511123

612.100.000 544.325.000 192.604.000511124

168.000.000 151.683.020 7.748.000 3.653.816511125

951.761.000 887.434.680 57.435.000 54.387.420511126

511129 4.728.720.000 3.319.489.700 766.902.000 725.578.000

710.840.000 638.780.000 134.120.000 134.120.000511151

31.382.478.002Jumlah 35.552.601.000 3.226.293.000 2.882.228.511

B.2.1.2 Belanja HonorariumBelanja Honorariiini

Rp6.n8L 790.449
Realisasi Belanja Honorarium untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31

Desember adalaii2019 sebesar Rp6.081.790.449 danmasmg-masmg

Rp6.754.213.042. Realisasi Belanja Honorarium 31 Desember 2020 mengalami

penurunan sebesar 9,96 persen. Pandemi COVlD-19 banyak membuat kegiatan yang

menghasilkan Honorarium bagi pegawai dibalalkan dan diubah untuk menjaga dan

menjauhi potensi penyebaran penyakit COVlD-19, kebijakan daerah dan kantor

berdampak pada kegiatan perkantoran tidak dapat dilakukan secara biasa (normal)

dengan pembatasan sosial dan mengurangi pergerakan masyarakat sehingga

menurunkan kegiatan perekonomian dan realisasi terhadap Belanja Uang Honor Tetap.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Honorarium untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
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Tabel 26 Perbandingan Rincian Belanja Honorarium untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Realisasi

% Kenaikan

(Penurunan)
UraianAkun

31 Desember 31 Desember

20192020

(9,96)6.754,213.0426.081.790.449Belanja Uang Honor Tetap512111

(9,96)6.754.213.0426.081.790.449Jumlah Belanja Kotor

Pengembalian Belanja Honorarium

(9,96)6.754.213.0426.081.790.449Jumlah Belanja Honorarium

Rincian perbandingan Belanja Honorarium per Satker untuk periode berakhir 31

Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian perbandingan Belanja Honorarium per Satker untuk Periode yang Berakhir 31
Desember 2020

(dalam Rupiah)

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
Komisi Aparatur Sipll Negara

No Akun

RealisasiRealisasi AnggaranAnggaran

183.750.000 91.875.000 7.223.142.000 5.989.915,4495121111

183.750.000 91.875,000 7.223.142.000 5.989.915.449Jumlah

B.2.1.3 Belanja Lenibur

Realisasi Belanja Lembur untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 adalah inasing-masing sebesar Rp289.409.000 dan Rp562.605.000.

Realisasi Belanja Lembur 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 48,56

persen. Hal ini terjadi karena adanya Pandemi COVID-19 yang kemudian

ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Pusat atas

terjadinya Pandemi COVID-19 untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Pandemi

tersebut yang pada akhirnya membuat banyak pegawai menghindari aktivitas di

Belanja Lembur

Rp289.4n9.noi)
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perkantoran tnaupun pergerakan pada saat akhir pekan (Sabtu-Minggu) di mana

kegiatan lemburdilaksanakan. Seliinggabeberapa kegiatan lemburdi kantoryangtelah

direncanakan pada akhirnya sebagian besar tidak dapat dilaksanakan.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Lembur imtuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalaii sebagai berikiit:

Tabe! 28 Perbandingan Rincian Belanja Lembur untuk Periode yang Berakhir 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Realisasi

% Kenaikan

(Penurunan)
Akun Uraian

31 Desember 31 Desember

2020 2019

512211 Belanja Dang Lembur 289.729.000 562.605.000 (48.50)

Jumlah Belanja Kotor 289.729.000 562.605.000 (48,50)

Pengembalian Belanja Lembur (320.000)

Jumlah Belanja Lembur 289.409.000 562.605.000 (48,56)

Rincian perbandingan Belanja Lembur per Satker untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 adalah sebagai berikut:

label 29 Rincian Perbandingan Belanja Lembur per Satker untuk Periode yang Berakhir 31
Desember 2020

(dalam Rupiah)

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
Komis! Aparatur Sipil Negara

No Akun

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

512211 416.400.000 263.279.000 68.318.000 26.130.000

416.400.000 263.279.000Jumlah 68.218.000 26.130.000
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B.2.1.4 Beianja Tunjangan Kliusus & Belanja Pcgawai Transito

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar

Rp39.363.730.702 dan Rp45.552.795.973. Realisasi Belanja Tunjangan Khusus &

Belanja Pegawai Transito 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 13,59

persen. Penyesuaian absensi dan g/Y/c/e jabatan fungsional pada BA. 048 Kementerian

PANRB menyebabkan proses adaptasi yang belum bisa disesuaikan pada sebagian

pegawai, berikut dengan penyesuaian jabatan fungsional.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai
berikut;

label 30 Perbandingan Rincian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk

Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Helanja I'liiijaiigan

K/iiiws Ik’lanja

Pegawai 'Pransilo

Rp39J63.73n.702

(dalam Rupiah)

Realisasi

% Kenaikan

(Penurunan)
UraianAkun

31 Desember31 Desember

2020 2019

(13,61)Belanja Pegawai Bruto

(Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

39,364.749,333 45,565,580.613512411

Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus

& Belanja Pegawai Transito

(1.018.631) (12.784.640)

Jumlah Belanja Tunjangan Khusus &

Belanja Pegawai Transito

39.363.730.702 45.552.795.973 (13,59)

Rincian perbandingan Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito per

Satker untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Perbandingan Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito per
Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
Komisi Aparatur Sipil Negara

No Akun

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

512411 37.103.737.8151 41.584.046.000 2.474.319.000 2.259.992.887

Jumlah 41.584.046.000 37.103.737.815 2,474.319.000 2.259.992.887
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B.2.2 Bclanja BaranglieUmJa Barang

Rp! 10.925.757.586
Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rpl 10.925.757.586 dan

Rp216.017.283.001. Definisi Belanja Barang adalah pembelian barang dan Jasa yang

habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak

dipasarkan. Dalam lingkup Kemenlerian PANRB Belanja Barang lebih mencakup

kegiatan administrasi perkantoran dan kebutuhan persediaan perkantoran untuk

mendukung kegiatan tersebut (rapat, pemeliharaan. pemenuhan kebutuhan perkantoran.

dll).

Adapun rincian realisasi Belanja Barang per satkcr di lingkup Kementerian PANRB

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabe! 32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per Satker Untuk Periode yang

Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Realisasi 31
Satuan Kerja Anggaran % AnggNo

Desember 2020

Komisi Aparatur Sipil Negara 19.705,345.0001 18.141.179.757 92,06

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara

95.665.486.000 92.784,577.829 96,99

Jumlah 115.370.831.000 110.925.757.586 96,15

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir

31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

label 33 Perbandingan Rincian Belanja Barang untuk Periode yang Berakhir 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Realisasi

% Kenaikan

(Penurunan)
Akun Uraian

31 Desember 31 Desember

2020 2019

11,726,386,649 8.348.887,656 40,45Belanja Barang Operasional5211
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Belanjs Barang Non

Operasional

5212
(58.27)8.901.721,850 . 21,332.133.062 i

5,311.301,102 4.672.406.931 13,675218 Belanja Barang Persediaan

32.159.034,036 59.550.174.570 (45.99)5221 Belanja Jasa

9,536.568.249 5,56Belanja Pemetlharaan 10.067.242.2035231

Belanja Perjalanan Dalam

Negeri

5241
(58,56)43,522.113.436 105,024,583.289

5242 Belanja Perjalanan Luar

Negeri
10.268.061,034 (100,00)

r~ ■

111.687.799.276 218.732.814.791 (48,94)Jumlah Belanja Kotor

(2.715.531.790)Pengembalian Belanja Barang (762.041.690)

Jumlah Belanja Barang 110,925.757.586 216.017.283.001 (48,65)

Berdasarkan label di alas, realisasi Belanja Barang unluk periode yang berakhir 31

Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 48,65 persen. Secara kebijakan

merupakan efek dari pengliematan dan dukungan alas program PC-PEN

(Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) sehingga banyak

terjadi pemangkasan anggaran di TA 2020 untuk dialihkan ke PC-PEN. Pengurangan

paling besar diambil dari empal akun:

1. Belanja Barang Non Operasional (5212): Kegiatan rapatdi luar kanlor, baik di hotel

atau ruang seminar banyak dipotong dan dihindari agar dapat dilakukan pencegahan

penyebaran COVlD-19 dan pengelompokan/pengumpulan individu pada suatu

acara atau ruangan.

2. Belanja Jasa (5221): Kegiatan yang menghadirkan jasa narasumber maupun

kegiatan /bcw5 group, honor penggelar rapat (moderator, notula. dll) sama halnya

dengan Belanja Barang Non Operasional (5212) agar unluk dihindari dan tidak

dilakukan selama kondisi pandemi berlangsung.

Belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri (5241 & 5242): Kondisi global dari

pandemi COVlD-19 membuat kegiatan yang berupa aktivitas berpindah lokasi dari satu

daerah ke daerah lainnya sangat tidak dianjurkan dan diavvasi dengan ketat, berikul

dengan kebijakan nasional negara lain yang menutup gerbang kedatangan bagi warga

negara lain sehingga aktivitas perjalanan dinas luar negeri dipotong secara penuh (100

persen).
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Tabel 34 Rincian Realisasi Belanja Barang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020 31 Desember 2019

%Akun Uraian

Real. Bruto P. Belanja Real. Net. Real. Bruto P. Belanja Real. Net.

Belanja ,

5211 Barang

Operasional

8,348,887,656 8.348.887,656 40,4411.726.386.649 1.600.000 11.724.786,649

Belanja

5212 Barang Non

Operasional

21.332,133.062 21,332,133.062 (58,27)8.901.721.850 8.901.721.850

Belanja

6218 Barang

Persediaan

5.311.301.102 4.672.406.931 4.672.406.931 13,675.311.301.102

Belanja

Jasa
223.384.524 59.326.790.046 (45.79)32.159.034.036 32.159.034.036 59.550.174.5705221

Belanja

5231 Penrrelihara 5,3210.067.242.203 23,300,000 10.043.942.203 9.536.568.249 9.536.568.249

an

Belanja

Perjalanan

Dalam
105.024.583.289 2.321.902.892 102.702.680.397 (58,34)43.522.113.436 737.141.690 42.784.971.7465241

Negeri

Belanja

5242 Perjalanan

Luar Negeri

(100,00)10.268.061.034 170.244.374 10,097.816.660

Jumlah Belanja

Barang
2.715.531.790 (48,65)110,925.757.586 218.732.814.791 216.017.283,001111,687.799.276 762.041.690

B.2.2.1 Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1 1.724.786.649 dan

Rp8.348.887.656. Realisasi Belanja Barang Operasional mengalami peningkatan sebesar

40,44 persen. Peningkatan ini didominasi oleh akun Belanja Keperluan Perkantoran

(52111 1) yang merupakan belanja barang yang tidak menghasilkan barang persediaan

namun diperlukan untuk operasional perkantoran secara berlanjut, seperti penyediaan air

Ik'laiija Barang

OlKrasioiuil

RpH.724.7H6.649
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minum, tenaga pramusaji, dan keamanan, serta dapat digunakan untuk mencatat biaya
pengadaan/penggantian inventaris di bawah nilai kapilaiisasi (kurang dari Rpi.000.000
untuk ATK dan Peralalan Mesin, dan kurang dari Rp25.000.000 untuk Gedung
Bangunan dan Aset Tetap dalam Renovasi (ATR)).

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Operasional untuk periode yang berakhir
j 1 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

&

label 35 Perbandingan Rincian Belanja Barang Operasional untuk Periode yang Berakhir 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Realisasi

  — % Kenaikan

31 Desember | (Penurunan)
2019 I

Akun Uraian
31 Desember

2020

521111 Belanja Keperfuan Perkantoran
7.373.792,823 4.752.006.712 55,17

521113 Belanja Penambah Daya Tahan

Tubuh 300.000 0

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas

Pos Pusat 417,646,688 633.089.382 (34.03)

521115 Belanja Honor Operasional

Satuan Kerja
758.820.000 782.430.000 (3,02)

521119 Belanja Barang Operasional

Lainnya
2.526.623.346 2.181.361.562 15,83

521131 Belanja Barang Operasional -

Penanganan Pandemi COVID - 649.203.792 0
19

11.726.386.649Jumlah Belanja Kotor 8.348.887.656 40,45

Pengembaiian Belanja Barang

Operasional
(1.600.000)

Jumlah Belanja Barang Operasional 11.724.786.649 8.348.887.656 40,44
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Rincian Belanja Barang Operasional per Satker untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 adalah sebagai berikut:

label 36 Rincian Belanja Barang Operasional per Satker untuk Periode yang Berakhir 31
Desember 2020

(dalam Rupiah)

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
Komisi Aparatur SipM Negara

No Akun

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

1 521111 5,784.513,000 5.712.231.650 1.691.700.000 1.659.961.173

521113 300.000 300,000

521114 116.193.000 105.866.687 357.468.000 311.780.001

521115 604.380.000 601,320.000 160.680.000 157.500.000

521119 2.298.793.000 2.282.069.710 282.352.000 244.553,636

521131 398.534.000 366.589.000 294.593,005

Jumlah 9,202.413.000 9.056.098.834 2.859.089.000 2.668.687.815

B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.901.721.850 dan

Rp21.332.133.062. Realisasi Belanja Barang Non Operasional 31 Desember 2020

mengalami peniirunan sebesar 58.27 persen. Belanja Barang Non Operasional cenderung

digunakan untuk kebutuhan rapat di ruang seminar atau penginapan. dikarenakan

Pandemi COVID-19 aktivitas-aktivitas yang bersifat mengumpulkan personil/individu

dalam Jumlah yang banyak tidak diperbolehkan sehingga banyak anggaran yang tidak

dapat digunakan secara maksimal pada TA 2020.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

lie/diiju Harang Son

Operasional

RpH.W 1.721.850
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label 37 Perbandingan Rincian Belanja Barang Non Operasional untuk Periode

Desember2020 dan 31 Desember2019

yang Berakhir 31

(dalam Rupiah)

Realisasi

% Kenaikan

(Penurunan)

Akun Uraian
31 Desember 31 Oesember

20192020

521211 Belanja Bahan 6.448.936.860 14.793.347.026 (56,41)

521213 Belanja Honor Outpul Keglatan

521219 Belanja Barang Non

Operasional Lainnya

605.640.000 1.856.479.000 (67,38)

1.684.514,000 4.682.307.036 (64.02)

521241 Belanja Barang Non

Operasional- Penanganan

PandemI COVID-19

162.631.000 0

Jumtah Belanja Kotor 8.901.721.850 21.332.133.062 (58,27)

Pengembafian Belanja Barang Non

Operasional

Jumlah Belanja Barang Non Operasional 8.901.721.850 21.332.133.062 (58,27)

Rincian perbandingan Belanja Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir 31
Desember 2020 adalah sebagai berikut:

label 38 Rincian Perbandingan Per Satker Belanja Barang Non untuk Periode
Desember 2020

yang Berakhir 31

(dalam Rupiah)

Realisasi

Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara

Akun Komisi

Aparatur Sipil

Negara

Uraian
Jumlah

521211 Belanja Bahan 6.113.490.156 335.446.694 6.448,936.850

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

521219 Belanja Barang Non

Operasional Lainnya

575.240,000 30.400.000 605,640.000

1.268.864.000 415.650.000 1.684,514.000

521241 Belanja Barang Non

Operasional- Penanganan

PandemI COVID-19

149.431.000 13.200,000 162.631.000

Jumlah Belanja Kotor 8.107.025.156 794.696.694 8.901.721.850
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Pengembalian Beianja Barang Non

Operasional

Jumlah Beianja Barang Non

Operasional

8.107.025.156 794.696.694 8.901.721.850

B.2.2.3 Beianja Barang PersediaanBeianja Barang

Persediaan

Realisasi Beianja Barang Persediaan untuk periodeyangberakhir3l Desember 2020 dan

masing-masing sebesar Rp5.31 1 .301.102
Rp4.672.406.931. Realisasi Beianja Barang Persediaan mengalami peningkatan sebesar

13.67 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pegawai pada Kementerian
PANRB yang secara gans lurus meningkatkan jumlah konsumsi dan kebutuhan dari
Barang Persediaan (ATK. percetakan/kertas, alat rumah tangga. dll). Jumlah beianja
kotor yang melebihi akun 52181 1 merupakan Reklasifikasi Barang Persediaan yang
tereahsasi melalui akun 5211 1 |(Belanja Keperluan Perkantoran)/52l I 19 (Barang
Operasional Lainnya contoh pengadaan kartu pass bandara.

31 Desember 2019 adalah dan

E-toll card,

Bp5.3IUOIJ02

dsb.)/52121 1 (Beianja Bahan contoh. Piagam atau souvenir yang tersisa sehingga
menjadi persediaan)/52l219 (Beianja Barang Non Operasional Lainnya contoh seminar
kit yang tidak tersalurkan beriipa bukii cetakan sehingga menjadi persediaan).

Rincian perbandingan realisasi Beianja Barang Persediaan untuk penode yang berakhir
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

label 39 Perbandingan Rincian Beianja Barang Persediaan untuk Periode

Desember 2020 dan 31 Desember 2019
yang Berakhir 31

(dalam Rupiah)

Realisasi

 1 % Kenaikan

31 Desember (Penurunan)

2019

Akun Uraian
31 Desember

2020

521811 Beianja Barang Persediaan Barang

Konsumsi

4.123.089,478 4,672.406,931 (11,76)

521841 Beianja Barang Persediaan ●

Penanganan Pandemi COVID-19

1.188.211.624 0

Jumlah Beianja Kotor 5.311.301.102 4.672.406.931 13,67

Pengembalian Beianja Barang Persediaan

Jumlah Beianja Barang Persediaan 5.311.301.102 4.672.406.931 13,67
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Rincian perbandingan Belanja Persediaan per Satker untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 adalah sebagai berikut:

label 40 Rincian Perbandingan Belanja Persediaan per Satker untuk Periode yang Berakhir 31
Desember 2020

(dalam Rupiah)

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
Komisi Aparatur Sipil Negara

No Akun

RealisasiAnggaran Anggaran Realisasi

521811 3.734.863.0001 3.647.039.638 484.318.000 476.049.840

521832

521841 1.190.906.000 1.188.211.624

Jumlah 4.925.769.000 4.835.251.262 484.318.000 476.049.840

B.2.2.4 Belanja Jasalii'lanja Jaxa

Rp32.l59M34JiS6
Realisasi Belanja Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 adalah masing-masing sebesar Rp32.159.034.036 dan Rp59.326.790.046. Realisasi

Belanja Jasa 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 45,79 persen.

Diakibalkan pandemi COVID-19 Penggunaan fasilitas kantor mengalami penghematan

yang signiflkan dikarenakan jumlah pegawai yang menghadiri kantor sangat terbatas dan

menyesuaikan dengan peraturan pembatasan sosial sehingga banyak

menghemat/memangkas belanja-belanja jasa jika dibandingkan dengan keadaan biasa

(normal).

Rincian perbandingan realisasi Belanja Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember

2020 dan 3i Desember 2019 adalah sebagai berikut:

label 41 Perbandingan Rincian Belanja Jasa untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Realisasi

% Kenaikan

(Penurunan)
UraianAkun

31 Desember 31 Desember

2020 2019

522111 Belanja Langganan Listrik 2.579.088.046 2.749.388.072 (6,19)

90.579.142 125.923.914 (28,07)Belanja Langganan Telepon522112
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522113 Belanja Langganan Air 1.619.095 12.195.739 (86J2)

522119 Belanja Langganan Daya dan

Jasa Lainnya

1.685.774.554 1.515.415.980 11,24

522131 Belanja Jasa Konsullan 2.834.069.000 19,014.414.813 (85.10)

522141 Belanja Sewa 3.642.164.225 2.986.298.581 21,96

522151 Belanja Jasa Profesi 5.261.145,000 9.636.475,000 (45,40)

522191 Belanja Jasa Lainnya 10.769.770.165 23.510.062.471 (54,19)

522192 Belanja Jasa - Penanganan

Pandemi COVID-19

5.294.824.809 0

Juinlah Belanja Kotor 32.159.034.036 59.550.174.570 (45,99)

Pengemballan Belanja Jasa (223.384.524)

Jumlah Belanja Jasa 32.159.034.036 59.326.790.046 (45,79)

Rincian perbandingan Beianja Jasa per Salker untuk periode yang berakhir 31 Desember
2020 adalah sebagai berikut:

label 42 Perbandingan Rincian Belanja Jasa per Satker untuk Periode yang Berakhir 31
Desember 2020

(dalam Rupiah)

Mentori Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Komisi Aparatur Sipil Negara
No Akun

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

522111 1.920.000.000 1.862.184.366 733.645.000 716.903-680

522112 102.000.000 81,872.357 18,000.000 8,706.785

522113 7,200.000 1,619,095

522119 780.000.000 780.000.000 996.625.000 905.774.554

522131 2.533.992.000 2.519.744.000 315,000,000 314.325.000

522141 1,040.620.000 984.778.000 2.900,115.000 2.657.386,225
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522151 5.094.033.000 4.802.745.000 490.520.000 458.400.000

8 522191 8.644.146.000 8.421.262.031 2.374.212.000 2.348.508.134

522192 5.287.235.000 5.042.148.928 712.530.000 252.675.881

Jumlah 25.309.226.000 24.496.353.777 8.540.647.000 7.662.680.259

BeUmjd

Pemeliliaraaii
B.2.2.5 Belanja Pcmciiharann

Reahsasi Belanja Pemeliharaan untuk periode yang berakhir31 Desember 2020 dan 31
Deseniber 2019 adalah niasing-masing sebesar Rp i 0.043.942.203 dan Rp9.536.368.249.
Realisasi Belanja Pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar 5,32 persen. Perubahan
dominan terjadi dikarenakan peningkatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Rpin.043.942.203

Lainnya (523129) hal ini merupakan pemeliharaan kondisi aset/Peralatan dan mesin
yang tidak bersifat rutin dan insidentil. Seperti kerusakan mesin atau kecelakaan yang
menyebabkan suatu aset perlu diperbaiki untuk kembali berfungsi seperti semiila.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pemelihai-aan untuk periode yang berakhir 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

label 43 Perbandingan Rincian Belanja Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Realisasi

% Kenaikan

(Penurunan)

Akun Uraian

31 Oesember

2020

31 Desember

2019

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

4.535.378.718 4.215.887.609 7,58

523114 Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan - Penanganan

COVID-19

11.850.000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin

5.003.856.165 5.036.188.630 (0.64)

523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya

516.157.320 284.492.010 81,43

Jumlah Belanja Kotor 10.067.242.203 9.536.568.249 5,56
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Pengembaiian Belanja Pemeliharaan (23.300.000)

L

Jumlah Belanja Pemeliharaan 10.043.942.203 9.536.568.249 5,32

Rincian perbandingan Belanja Pemeliliaraan per Satker untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 adalah sebagai berikut:

label 44 Rincian Perbandingan Belanja Pemeliharaan per Satker untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
Komtsi Aparatur Sipil Negara

No Akun

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

523111 4.015.286.000 3.990.033,718 554.539.000 545.345.000

523114 11.850.000 11.850,000

3,906.051.975523121 3,906.270.000 1.172.338.000 1.074,504.190

523129 3.000,000 539.655.000 516.157.320

Jumlah 7,942,556.000 7.896.085,693 2.278.382.000 2.147.856.610
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B.2.2.6 Bclanja Perjalanan Dalam Negeri

Rcalisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp42.784.971.746 dan
Rpl02.702.680.397. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri 31 Desember 2020
mengalami penurunan sebesar 58.34 perseii. Kondisi Pandeini COVID-19 membual

kegiatan-kegiatan yang bersifat Perjalanan untuk sangat dibatasi dan diawasi dengan
ketal. Hal ini membuat penurunan drastis pada realisasi Belanja tersebut.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

label 45 Perbandingan Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Ik'lanja Perjalanan

Dalam Negeri

R/rf2.78-f.97/.7-)6

(dalam Rupiah)

Realisasi

% Kenaikan

(Penurunan)

Akun Uraian
31 Desember

2020

31 Desember

2019

524111 Belanja Perjalanan Biasa 20,053.361.296 51.738.507.535 (61.24)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Kola 431.040.000 1.318.350.000 (67,30)

524114 Belanja Peijalanan Dinas Paket

Meeting Dalam Kota
17.467.051.500 34.336.840,254 (49,13)

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket

Meeting Luar Kota
5.315.940.640 17.630.885.500 (69,85)

524115 Belanja Perjalanan Dinas-

Penangan COVID-19
254.720,000 0

Jumlah Belanja Kotor 43.522.113.436 105.024.583.289 (58,56)

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam
(737.141.690) (2.321.902.892)Negeri

Jumiah Belanja Perjalanan Dalam Negeri 42.784.971.746 102.702.680.397 (58,34)

Rincian perbandingan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri per Satker untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut;
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label 46 Rincian Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri per Satker untuk
Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Komisi Aparatur Sipii Negara
No Akun

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

1 524111 16.931.803,000 16.144.430.967 3.409.274.000 3.173.963.639

524113 439.350,000 353.640.000 86.850.000 77.400.000

524114 17.257.113.000 16.856.975.500 652.125.000 607.901.000

524115 254.700.000 229.520.000 25.200.000 26.200.000

524119 4.855.804.000 4.809.196.640 518.160.000 506.744.000

Jumlah 39.738.770.000 38.393.763.107 4.691.609.000 4.391.208.639

B.2.2.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri unluk periode yang berakhir 31 Desember 2020

dan 31 Desember 2019 adaiah masing-masing sebesar RpO dan Rp 10.097.816.660.
Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri mengalami penurunan sebesar 100.00 persen.
Kondisi Pandemi COVlD-19 bersifat global/mendunia hal ini menyebabkan banyak
negara menutup gerbang kedatangan bagi pengiinjung dari negara lain. Belanja
Perjalanan Luar Negeri juga sangat dilarang unluk dilakukan. dikarenakan
atas penyebaran COVID-19.

kekhawatiran

Belanja Perjalanan

Luar Negeri RpO

Belanja Modal

RplB.045.2i9.699

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adaiah sebesarmasing-masing Rp 18

Rp 14.227.366.509. Belanja Modal merupakan pengeluar

.045.219.699

anggaran untuk perolehan
aset tetap dan aset lamnya yang memberi manfaat Icbih dari satu periode akuntansi.

dan
an

Rinciaii Belanja Modal per Satker di lingkup Kementerian PANRB

berakhir 31 Desember 2020 disajikan dalam tabcl berikut:
untuk periode yang
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label 47 Rincian Anggaran dan Reaiisasi Belanja Modal per Satker untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Reaiisasi 31
No Satuan Kerja Anggaran % Angg

Desember 2020

I
Komisi Aparatur Sipil Negara 6.916.738.000 6.758,965.367 97,72

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara

11.349.908.000 11.286,254.332 99,44

Jumlah 18.266.646.000 18.045.219.699 98,79

Adapun rincian perbandingan reaiisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

label 48 Perbandingan Rincian Belanja Modal untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Reaiisasi

% Kenaikan

(Penurunan)
Akun Uraian

31 Desember 31 Desember

2020 2019

5321 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin
16.350.966.617 11.373.136,313 43,77

5331 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan
274.711.800 1.681,464,181 (83,66)

1.419.541.282 1.172.766.015 21,045361 Belanja Modal Lainnya

18.045.219.699 14.227.366.509 26,83Jumlah Belanja Kotor

Pengembalian Belanja Modal

14.227.366.509 26,8318.045.219.699Jumlah Belanja Modal

Reaiisasi Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 26,83 persen. Belanja Modal

Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan dikarenakan kebutuhan fasilitas berupa

perangkat keras (komputer, printer, meja kerja, dll) sangat dibutuhkan untuk
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mengakomodir penambahan jumlah karyawan. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

mengalami penurunan dibandingkan TA 2019, dikarenakan pada tahun tersebut

disiapkan renovasi dan tata letak ruang kerja untuk mengakomodir tenaga kerja bam.

Belanja Modal Lainnya merupakan belanja modal di luar klasifikasi Tanali, Gedung &

Bangunan, Peralatan & Mesin, Jaringan, Irigasi &Jalan. Selain itu, dilakukan pengadaan

Belanja Modal Lainnya. seperti pengadaan perangkat lunak {software, operating system,

anti virus, dsbL pengembangan w’ebsite, pengadaan lisensi {zoom, mail seryuce, dsb).

Berikut perbandingan realisasi bruto dan neto atas Belanja Modal untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019:

Tabel 49 Perbandingan Realisasi Bruto dan Neto untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

dan 2019

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020 31 Desember 2019

Akun Uraian %

Real. Bruto Bel Real. Net. Real. Bruto Bel Real. Net.

anja anja

Belanja

Modal

5321

16.350.966.617 16.350.966.617 11.373.136.313 11.373.136.313 43,77
Peralatan

dan Mesin

5331 Belanja

Modal

Gedung 274.711.800 274.711.800 1.681.464.181 1.681.464.181 (83,66)

dan

Bangunan

5361 Belanja

Modal

Lainnya

1.172.766.0151.419.541.282 1.419.541.282 1.172.766.015 21.04

Jumlah Belanja

Modal
18.045.219.699 14.227.366.50918.045.219.699 14.227.366.509 26,83

B.2.3.1 Beianja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin unluk periode yang berakhir 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar

Rpl6.350.966.617 dan Rpl 1.373.136.313. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 43,77 persen. Belanja

Modal Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan dikarenakan kebutuhan fasilitas

Belanja M<xtal

Peralatan dan Mesin

Rp16.350.966.617
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berupa perangkat keras (komputer, printer, meja kerja, dll) sangat dibutuhkan untuk

memenuhi kebutuhan penunjang karyawan dalam melaksanakan tugas.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 20! 9 adalah sebagai berikut:

label 50 Perbandingan Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Periode yang
Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Realisasi

% Kenaikan

(Penurunan)
Akun Uraian

31 Desember I
31 Desember 2020

2019

532111 Belar^ja Modal Peralatan dan

Mesin
15.658.556.367 11.373.136.313 37,68

532119 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Penanganan

Pandemi COVlD-19

692.410.250 0 100

Jumlah Belanja Kotor 16.350.966.617 11.373.136.313 43,77

Pengembalian Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan

Mesin
16.350.966.617 11.373.136.313 43,77

B.2.3.2 Belanja Modal Gcdung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp274.71 1.800

dan Rpl.681.464.181. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember

2020 mengalami penurunan sebesar 83,66 persen. Belanja Modal Gedung dan

Bangunan mengalami penurunan dibandingkan TA 2019. dikarenakan pada tahun

tersebul disiapkan renovasi dan tata letak ruang kerja untuk mempersiapkan .

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Belanja Modal Gediini’

dan Bangunan

Rp274.711.800
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label 51 Perbandingan Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Periode yang
Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(daiam Rupiah)

Realisasi

% Kenaikan

(Penurunan)
Akun Uraian

31 Desember 31 Desember

2020 2019

533111 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

274,711.800 1.681.464.181 (83,66)

274.711.800 1.681.464.181 (83,66)Jumlah Belanja Kotor

Pengembalian Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

274.711.800 1.681.464.181 (83,66)Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rincian perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

label 52 Rincian Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker untuk
Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

(daiam Rupiah)

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
Komisi Aparatur Sipil Negara

No Akun

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

275.000,000 274.711.8005331111

Jumlah 275.000.000 274.711.800

B.2.3.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan

Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rpl.419.541.282 dan

Rpl.172.766.015. Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2020 mengalami

peningkatan sebesar 21,04 persen. Belanja Modal Lainnya merupakan belanja modal

di luar klasifikasi Tanah, Gedung & Bangunan, Peralatan & Mesin, Jaringan, irigasi &

jalan. Seperti pengadaan perangkat Iiinak {software, operating system, anti virus, dsb),

pengembangan website, pengadaan lisensi {zoom, mail service, dsb). Kondisi Pandemi

31

Ik'lanja Modal luuniiya

RpUl9.54l.282
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COVID-19 menyebabkan penggunaan aplikasi zoom untiik melakukan meeting secara
daring {online) menjadi rutin sehingga kebutiihan lisensi atas aplikasi tersebut
meningkatkan realisasi dibandingkan TA sebeluinnya.

Rincian perbandingan realisasi Beianja Modal Lainnya untiik periode yang berakhir 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 53 Perbandingan Rincian Beianja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Periode yang
Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Realisasi

% Kenatkan

(Penurunan)

Akun Uraian

31 Desember 31 Desember

2020 2019

536111 Beianja Modal Lainnya
1,320.865.782 1.172.766,015 12,63

536121 Beianja Penambahan Nilai Aset

Tetap Lainnya Dan/Atau Aset 98.675.500

Jumlah Beianja Kotor
1.419.541.282 1.172.766.015 21,04

Pengembaiian Beianja Modal Lainnya

Jumlah Beianja Modal Lainnya 1.419.541.282 1.172.766.015 21,04
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C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

C.l Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing

sebesar Rp7.393.337.9!9 dan Rpl .504.803.768. Aset Lancar merupakan aset yang

diharapkan segera untuk dapat direaiisasikan atau dimiliki untiik dipakai atau dijual

dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

.-l.vt'f iMttcar

Iip7.393.337.919

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.851.237.358 dan Rp23.771.608 atau

mengalami peningkatan sebesar Rp5.827.465.750 (24.514,39 persen). Kas Lainnya dan

Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung javvab Bendahara

Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas merupakan investasi jangka

pendek yang siap dicairkan inenjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang

sejak tanggal pelaporan. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per satker adalah sebagai
berikut:

Ka.s Ixiiimya clan Setara

Kas

Rl)5.S5I.237.35S

label 54 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara antara Satker Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

% Kenaikan

(Penurunan)
31 Desember 31 Desember

Satker
2020 2019

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
5.837.398.036 39.741.3514.651.608

13.839.322 9.120.000 51,75Komisi Aparatur Sipil Negara

24.514,39Jumlah 5.851.237.358 23.771.608

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

●  Kas pada Satker Komisi Aparatur Sipil Negara sebesar Rpl3.839.322 terdiri

dari Pengembalian Belanja Pegawai TAYLTahun 2020 yang belum dijurnalkan

dan baru dlsetorkan pada TA berikutnya sebesar RplO.348.550, dan Pajak

Bendahara Pengeluaran Komisi Aparatur Sipil Negara bulan Desember 2020

yang belum disetor sebesar Rp3.490.772.
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●  K.as Lainnya di Bendahara Pengeluaran Salker Menleri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara sebesar Rp5.837.398.036 terdiri dari Utang Kepada Pihak

Ketiga sebesar Rp5.799.136.439 dan utang pajak sebesar Rp38.261.597. Kas

Lainnya di Bendahara Pengeluaran Satker Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara meningkat signifikan karena adanya perinasalahan di Cash

Mafiagenwm System (CMS) BRI seliingga mengakibatkan transaksi-transaksi

pembayaran kepada pihak ketiga baru dibayarkan pada TA berikutnya.

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas berdasarkan tempat penyimpanan adalah

sebagai berikut.

label 55 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Berdasarkan Tempat Penyimpanan

per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019

Uang Tunai 13.839.322 9.120.000

Rekening Bank 5.837.398.036 14.651.608

Jumlah 5.851.237.358 23.771.608

Rekening tempat penyimpanan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian

PANRB dan saldonya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

label 56 Perbandingan Saldo Pada Rekening Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Nama Satker No. Rekening Saldo Per 31 Desember

2020 (Rp)

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara
650304279501000 5.837.398.036

0Komisi Aparatur Sipil NegaraC 650300154161000

5.837.398.036Jumlah

Kedua rekening satker tersebut merupakan rekening virtual account dengan Nomor

rekening Giro tingkat Kementerian PANRB 0193-01-003449-30-03 yang dibuka per

Juni 2020 menggantikan rekening lama Satker Menteri Negara Pendayagunaan
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Aparatur Negara dan Satker Komisi Aparatur Sipil Negara dengan nomor rekening

masing-masing 019301003159306 dan 034101001655309.

Saldo rekening Giro tingkat Kemenlerian PANRB merupakan penjumlahan dari saldo

rekening virtual account tingkat satker.

label 57 Daftar Rekening Bendahara pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No Jenis Rekening Nomor Rekening Saldo

1. RekGiroRKK 0193-01-003449-30-03 5.837.398,036

I
Rek. VA Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara
650304279501000 5,961.006.423

Rek. VA Komisi Aparatur Sipil

Negara
650300154161000 0

Selisih Lebih di Rek VA (123.608.387)

Selisih antara Rekening Giro RKK dan Rekening Virtual Account (VA) sebesar

Rpl23.608.387 (selisih lebih pada Rek VA) dapat dijelaskan sebagai berikul:

label 58 Penjelasan Selisih Rekening Giro RKK dan Rekening VA pada Satker Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

(dalam Rupiah)

No Penyebab Selisih Keterangan Nominal

1 Transaksi Retur Kliring dan Setor

Tunai Giro RKK

36 Transaksi Kliring dan 1

Transaksi Setor Tunai

82.847.887

ITransaksi Pajak 1 Transaksi 94.090

4 TransaksiTransaksi Rekon (206.550.364)

Total Selisih pada Rek VA (123.608.387)
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C.1.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak pertanggal 31 Desember2020 dan 31 Desember2019 adalali

masing-masing sebesar Rpl26.920.264 dan Rpl20.593.953. Peningkatan pada akun

Piutang Lainnya sebesar Rp6.326.311 (5,25 persen). Piutang Bukan Pajak nierupakan

hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah

diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Tabel 59 Tabel Perbandingan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dengan 31 Desember
2019

Phitaiif’ Bukan Pajak

Rp126.920.264

(dalam Rupiah)

Kode 31 Desember 31 Desember % Kenaikan

(Penurunan)
Uraian

Akun 2020 2019

115212 Piutang Lainnya 126.920.264 120,593.953 5,25

Jumiah 126.920.264 120.593.953 5,25

Piutang Bukan Pajak pada Kementerian PANRB merupakan Piutang Lainnya dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Rincian Piutang Lainnya Kementerian PANRB TA 2020 yang disetor TA 2021

(dalam Rupiah)

No No. Dokumen Tanggal Setor Jenis Pengembalian Nilai

1  4F1796U8E26TVA3K 13 Januari 2021 Perjaianan Dinas Paket

Meeting Dalam Kota

8.610.000

3DB098N3DNBKL1E5 15 Januari 2021 Sewa VPN 11.346.500

8CAEB3CIENTEDFL7 20 Januari 2021 Perjaianan Dinas Paket

Meeting Dalam Kota

1.946.000

9787561QU7QM24CA 19Maret 2021 Perjaianan Dinas SPM

02189 RBKunwas

207.147

1 April 2021EB32C61QU7R1HQ1Q Perjaianan Dinas 182.500

37/KU.02.02/2021 05 Januari 2021 Retur BRI TA 2020 104.628.117

Jumiah 126.920.264
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SeiTuia saldo Piutang Lainnya merupakan saldo Piulang Lainnya yang terdapat pada

Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Adapun mutasi piutang lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 61 Mutasi Piutang Lainnya

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019 120.593.953

Mutasi Tambah

Piutang Lainnya TA 2020 126.920.264

Mutasi Kurang:

Pelunasan Piutang Lainnya TA 2019 (120.593.953)

Saldo Per 31 Desember 2020 126.920.264

C.1.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piulang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya yang terkategori sebagai

Piutang Lancar per 3 1 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing

sebesar Rp634.600 dan Rp602.970. Peningkatan pada akun Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih - Piutang Lainnya sebesar Rp31.630 (5,25 persen). Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih — Piutang Lancar merupakan estimasi atas ketidaklertagihan piutang lancar

yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Tabel 62 Tabel Perbandingan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dengan 31 Desember
2019

Penyisihan Pniumg Tnlak

Tertagih Ptutang /.ancar

Rp634M0

(dalam Rupiah)

% Kenaikan

(Penurunan)

31 Desember 31 DesemberKode
Uraian

2020 2019Akun

634.600 602.970 5,25116212 Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih - Piutang Lainnya

634.600 602.970 5,25Jumlah

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan

sebagai berikut:
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label 63 Perbandingan Penyisihan Piutang Tak tertagih - Piutang Lancar 31 Desember 2020

dan 31 Desember 2019 berdasarkan kategori

(dalam Rupiah)

Niiai

Penyisihan
Kualitas Piutang Niiai Piutang % Penyisihan

Piutang Bukan Pajak

Lancar 126,920,264 0.5 634,600

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Lancar 634.600

C.1.4 Persediaan

Niiai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar

Rpl.415.814.897 dan Rpl.361.041.177 atau mengalami peningkatan sebesar

Rp54.773.720 (4,02 persen). Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang

atau perlengkapan {supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah

sebagai berikut:

label 64 Rincian Perbandingan Persediaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

berdasarkan akun

Perxediaan

Rrl.dl5.8l4.S97

(dalam Rupiah)

Kode 31 Desember

2020

31 Desember % Kenaikan

(Penurunan)
Uraian

Akun 2019

117111 Barang Konsumsi 1.129.474,018 1.179.791.063 (4,26)

117113 Bahan untuk Pemeliharaan (100)8,083.000

117114 Suku Cadang 14.945,000 14.276.856 4,68

117128 Barang Persediaan Lainnya

untuk Dijual/Diserahkan ke

Masyarakat

46.354.000 100

117131 Bahan Baku 341.000 100

271.395.879 112.195.258 141,90117199 Persediaan Lainnya

1.361.041.177 4,02Jumiah 1.415.814.897

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.
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Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 per satker sebagai berikut:

Tabel 65 Perbandingan Persediaan 31 Desember 2020 Per Satker

(dalam Rupiah)

No Satker 31 Desember 2020 31 Desember 2019

1  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara

1.312.199.877 1.225.282.927

Komisi Aparatur Sipil Negara 103.615.020 135.758.250

Jumlah 1.415.814.897 1.361.041.177

Uraian persediaan per jenis persediaan per satker per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 66 Perbandingan Persediaan Per Jenis Persediaan 31 Desember 2020 Per Satker

(dalam Rupiah)

Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara

Komisi Aparatur

Sipil Negara
Kode Akun Uraian

117111 Barang Konsumsi 1.025.858.998 103.615.020

117113 Bahan untuk Pemeliharaan

117114 Suku Cadang 14.945.000

117121 Pita Cukai, Materai dan Leges

117128 Barang Persediaan Lainnya untuk

Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

Bahan Baku117131

Persediaan Lainnya 271.395.879117199

Jumlah 1.312.199.877 103.615.020

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar

Rpl41.254.127.575 dan RplOl.136.991.425. Aset Tetap merupakan aset berwujud

Axel Tetap

RpNI.25-U27.575
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yang mempunyai masa manfaat lebili dari 12 (dim belas) bulan untuk digunakan dalam

kegialan pemerintali ataii dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

C.2.I TanahTunah

Rp32.784.S33.000
Tanah yang dimiliki Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 masing-masing sebesar Rp32.784.833.000 dan RpO. Penambahan Tanah terdapat

pada Satker Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima

(BAST) Barang Milik Negara (BMN) dengan Nomor BAST BA-
OI/BMN.KASN/11/2020 dari Kelua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 24 November 2020. Nilai BAST

BMN sebesar Rp36.743.387.000 terdiri atas tanah sebesar Rp32.784.833.000, bangunan

sebesar Rp3.939.906.000. dan bangunan ekstrakomptabel sebesar Rpl8.648.000.

Perbandingan Tanah per 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai
berikul:

label 67 Perbandingan Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019

Kode 31 Desember 31 Desember % Kenaikan

(Penurunan)
Uraian

Akun 2020 2019

131111 Tanah 32.784.833.000 0 100

Jumlah 32.784.833.000 0 100

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 68 Mutasi Aset tetap - Tanah

(dalam Rupiah)

JumlahUratan

Saldo per 31 Desember 2019

32.784.833.000Mutasi Tambah

Transfer Masuk berupa Tanah (BAST. BA-01/BMN.Komisi Aparatur Sipil

Negara/11/2020)

32.784.833.000

Mutasi Kurang

32.784.833.000Saldo per 31 Desember 2020

Mutasi tambah berasal dari transfer masuk tanah dari KPK berdasarkan BAST No. BA-

01/BMN.Komisi Aparatur Sipil Negara/11/2020. sebesar Rp32.784.833.000. Tidak

terdapat mutasi kurang pada Aset Tetap - Tanah.
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C.2.2 Peralataii dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralataii dan Mesin per  3 1 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 adalah Rpl24.345.957.662 dan Rpl09.999.882.248 atau mengalami peningkatan

sebesar Rpl4.346.075.414 (13,04 persen). Rincian saldo Peralataii dan Mesin per satker

yaitu sebagai berikut:

PerutcUan dan Mesin

Rpl 24.345.957.662

label 69 Perbandingan Peralatan dan Mesin antara Satuan Kerja Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

31 Desember 31 Desember % Kenaikan

(Penurunan)

Kode Akun Satker

2020 2019

Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara

104.819.666.871 96.129.899,897 9,04

132111

Komisi Aparatur Sipil

Negara

19,626.290.791 13.869.982.351 40,78

124.345.957.662 109.999.882.248 13,04Jumlah

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin selama TA 2020 dapat dijeiaskan sebagai berikut:

label 70 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

JumlahUraian

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019 109.999.882.248

17.650.857.443Mutasi Tambah

16.099.285.367Pembelian

919.669.544Hibah (Masuk)

374.800.591Reklasifikasi Masuk
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Perolehan Lainnya 101.994.000

Pengembangan Aset Langsung 155.107.100

Perolehan Rekiasifikasi dari Ekstra ke Intra 841

Mutasi Kurang 3.304.782.029

Penghentian Penggunaan 2.966.390,088

Rekiasifikasi Keluar 338.391.941

Jumlah Saldo Akhir Peralatan dan Mesin Desember 2020 124.345.957.662

Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rpl6.099.285.367 terdiri dari:

label 71 Pembelian Nllal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Uraian Jumlah

Alat Bantu 12.331.000

Alat Angkutan Darat Bermotor 1.120.700.000

Alat Bengke! Tak Bermesin 11.000.000

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.945,000

Alat Pengolahan 18.750,000

Alat Kantor 916.467,139

2.345.249.836Alat Rumah Tangga

1.004.902.500Alat Studio

325.143.200Alat Komunikasi

45.895.000Alat Kedokteran
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Unit Alat Laboratorium 212.725.000

Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 3.735.000

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 476.086.500

Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 8.569.000

Alat Khusus Kepolisian 6.133.500

Komputer Unit 4.117.566.064

Peralatan Komputer 5.271.871.378

Alat SAR 109.870.250

Alat Kerja Penerbangan 20.800.000

Peralatan Olahraga 65.545.000

Jumlah 16.099.285.367

Hibah masuk sebesar Rp919.669.544 merupakan peralatan dan mesin yang berasal dari

transaksi hibah dari lembaga daiain dan luar negeri, dengan Uraian sebagai berikut:

label 72 Hibah Masuk

(daiam Rupiah)

Uraian Jumlah

Alat Angkutan Darat Bermotor 234.050.000

Alat Kantor 41.680.400

Alat Rumah Tangga 47.872.500

23.892.000Alat Studio

4.535.000Alat Komunikasi

1.550.000Unit Alat Laboratorium
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Komputer Unit 503.291.444

Peralalan Komputer 62.798.200

Jumlah 919.669.544

Reklasifikasi masiik Peralatan dan Mesin sebesar Rp374.800.591 merupakan kesalahan

pencatatan kodifikasi sub-akun Peralatan dan Mesin. Aset Tetap Peralatan dan Mesin
dari transaksi reklasifikasi masuk terdiri dari:

label 73 Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Jenis Peralatan Sub Akun Sebelum | Sub Akun Setelah

Reklasifikasi Reklasifikasi

Jumlah

Alat Kantor 11.186.318.397 11.222.727.047 36.408.650

Alat Rumah

Tangga

22.762.025.899 23,062.488.039 300.462.140

Alat Kedokteran 286.526.539 289.172.539 2.646.000

Alat Kesehatan 0 7,485.000 7.485.000

Umum

Komputer Unit 24.731.069.823 24.758.868.624 27.798.801

Jumlah 58.965.940.658 59.340.741.249 374.800.591

Peralatan dan Mesin dari Perolehan Lainnya sebesar Rp 101.994.000 merupakan

Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang. Peralatan dan Mesin yang

berasal dari Belanja Barang terdiri dari:
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label 74 Peralatan dan Mesin dari Perolehan Lainnya

(dalam Rupiah)

Uraian Jumlah

Alat Kantor 29.988,000

Aiat Rumah Tangga 48.106.000

Peralatan Komputer 23.900.000

Jumlah 101.994.000

Pengembangan Aset Langsung Peralatan dan Mesin mcrupakan Peralatan dan Mesin

yang berasai dari pembelian, namun tidak menambali NUP Peralatan Mesin.

Pengembangan Aset Langsung Peralatan dan Mesin sebesar Rpl55.l07.100 terdiri
dari:

label 75 Pengembangan Nilai Aset Langsung

(dalam Rupiah)

Uraian Jumlah

Alat Rumah Tangga 9.348.000

Komputer Unit 70.179.100

Peralatan Komputer 75,580.000

Jumlah 155.107.100

Penglientian Penggunaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.966.390.088

merupakan Peralatan dan mesin yang dihentikan penggunaannya dan direklasiflkasi ke

Aset Lain-iain. Peralatan dan Mesin yang dihentikan penggunaannya terdiri dari:

label 76 Penghentian Aset Dari Penggunaan

(dalam Rupiah)

JumlahUraian

383,829.000Alat Angkutan Darat Bermotor

69,747.322Alat Kantor
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Alat Rumah Tangga 368,957.038

Alat Studio 96.506.833

Alat Komunikasi 27.066.000

Komputer Unit 1.775.159.171

Peralatan Komputer 245.124,724

Jumlah 2.966.390.088

Perolehan Reklasifikasi dari Ekstra ke Intra adalah sebesar Rp84l sebagai berikul:

label 77 Reklasifikasi dari Ekstra ke Intra

(dalam Rupiah)

Uraian Jumlah

Komputer Unit 841

Jumlah 841

C.2.3 Gcdung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah

Rp77.217.969.092 dan Rp72.771.604.892 atau mengalami peningkatan sebesar

Rp4.446.364.200 (6,1 1 persen). Rincian Gedung dan Bangunan per satker adalah

sebagai berikut:

label 78 Rincian Gedung dan Bangunan per Satker 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Gedung dan Bangiinan

Rp77.2l7.969.092

% Kenaikan

(Penurunan)
Kode

Satker 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Akun

73.278.063.092 72.771.604.892 0.70Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur

Negara

133111
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Komisi Aparatur Sipil

Negara

3.939.906.000 100

Jumlah 77.217.969.092 72.771.604.892 6,11

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabei 79 Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian Jumlah

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019 72.771.604.892

Mutasi Tambah

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 30.360.000

Pengembangan Nilai Aset 199.795.200

Perolehan Latnnya 3.939.906.000

Revalues! 276.303.000

Jumlah Saldo Akhir Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 77.217.969.092

Terdapat Hibah Bangunan/Gedung yang dipisahkan dari Transfer Masuk Aset Instansi

KPK dengan BAST Nomor BA-Ol/BMN.Komisi Aparatur Sipil Negara/l 1/2020
berdasarkan Surat KPKNL No. 376/WKN.07/KNL.05/2021 tanggal 15 Februari 2021

yang nienambalikan perilial pemisahan nilai Aset Gedung/Bangunan  dari Transfer

Masuk dengan nilai Rp3.939.906.000.

Jaian, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah

masing-masing sebesar Rpl.395.216.550 dan Rpl.395.216.550. Rincian Aset Tetap

Jalan. Irigasi, dan Jaringan berdasarkan akun adalah sebagai berikut:

C.2.4Jalan. .lanngan dun Irigasi

Rpl.39S.2I6.550
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label 80 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan

dan 31 Desember 2019
akun 31 Desember 2020

{dalam Rupiah)

Kode

Akun
31 Desember

2020
31 Desember

2019

Uraian % Kenaikan

(Penurunan)

134111 Jalan dan Jembatan

134113 Jaringan 1.395.216.550 1.395.216.550

Jumiah
1.395.216.S50 1.395.216.550

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan
berikut: per satker adalah sebagai

label 81 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi. dan Jaringan per Satker 31 Desember 2020 dan
Desember 2019

31

(dalam Rupiah)

Satker
31 Desember 2020 31 Desember 2019

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
1.395.216.550 1.395.216.550

Komisi Aparatur SiptI Negara

JUMLAH
1.395.216.550 1.395.216.550

Rincian Mutasi Jalan. Irigasi. dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 82 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian
Jumiah

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019
1.395.216.550

Mutasi Tambah
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MutasI Kurang

Jumlah Saldo Akhir Jalan, Irfgasi, dan Jaringan
Desember 2020

Per 31 1.395.216.550

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020
693.319.470

Ntlai Buku per 31 Desember 2020
701.897.080

C.2.5 Aset Tetap Lainny

tidak dapat dikelompokkan dalam
Tanah Perala an dan Mesm. Gedung dan Bangunan. Jalan. Irigasi dan Jaringan. Saldo

Rp o' 968 i 7 vt’oR ' P"""8ka.an signifikan sebesar
<p80..968.l 17 (75..S persen) karena adanya saldo pad a akun Aset Tetap Renovasi
setear Rp^.. 60.587. Ase. Te.ap Lainnya .erdiri dari Ase. Tetap Renovasi ̂  IT,
dan Aset Tetap Lamnya (135121). Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak
dan koleksi perpustakaan. Rincian Aset Tetap
adalah sebagai berikul;

Tabel 83 Rincian Aset Tetap Lainnya pada Tanggal Pelaporan
dan 31 Desember 2019

a

kesenian

Lainnya pada tanggal pelaporan per akun

per Akun 31 Desember 2020

.-tser Tetap l.vii»n a

KplM9.655.712

(dalam Rupiah)

% Kenaikan

(Penurunan)

Kode

Akun
31 Desember

2019

Uraian 31 Desember 2020

135111 Aset Tetap Renovasi 750.160.587
100

135121 Aset Tetap Lainnya 1.119.495.125 1.066.687.595 4,95

Jumlah
1.869.655.712 1.066.687.595 75,28

Perbandingan Aset Tetap Lainnya per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 84 Perbandingan Aset Tetap Lainnya per Satker

(dalam Rupiah)

Satker
Aset Tetap Renovasi Aset Tetap Lainnya
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Menteri Negara Pendayagunaa

Aparatur Negara

n
918.503.640

Komisi Aparatur Sipil Negara 750.160.587 200.991.485

Jumlah
750.160.587 1.119.495.125

Miitasi Aset Tetap Lainnya per 3 I Desember 2020 adalah sebagai berikut:

label 85 Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uratan
Jumlah

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2019
1.066.687.595

Mutasi Tambah
52.807.530

Pembelian
52.807.530

Mutasi Kurang

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2020
1.119.495.125

Mutasi Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut;

label 86 Mutasi Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian
Jumlah

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2019
0

Mutasi Tambah
975.356.902

Penyelesaian Pembangunan Langsung 188,787,665

Pembelian
786.569,237
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Mutasi Kurang 225.196.315

Reklasifikasi Keluar 36.408.650

Transfer Keluar
188.787.665

Saldo Nila) Perolehan 31 Desember 2020 750.160.587

Konsiniksi Palciiii

Pen^erjiian

Rp74.9l6.60n

C.2.6 Konstruksi Dalam Pcngerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

adalah masing-masing sebesar Rp74.916.600 dan RpO yang merupakan pembangunan

gedung dan bangunan lempat kerja dan lempat tinggal yang proses pengerjaannya belum

selesai sampai dengan tanggal neraca. KDP merupakan kegiatan jasa konsultan
perencanaan renovasi gedung Kementerian PANRB lantai 3.

Perbandingan KDP per 31 Desember 2020 dengan 3 i Desember 2019 adalah sebaeai
berikut; ^

Tabel87 Perbandingan KDP per 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

% Kenaikan

(Penurunan)

Kode

Akun
31 Desember

2019
Uralan 31 Desember 2020

136111 Konstruksi Dalam

Pengerjaan

74.916.600 100

Jumlah 74.916.600 100

Rincian saldo KDP per satker adalah sebagai berikut:

label 88 Perbandingan KDP per Satker per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uralan
Jumlah Per 31 Desember 2020

Menleri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
74.916,600
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Komisi Aparatur Sipil Negara

Jumlah 74.916.600

Miitasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah
sebagai berikut:

Tabel 89 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

Uraian Jumlah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019

Mutasi Tambah
74.916.600

Perolehan/Penambahan KDP
74,916.600

Mutasi Kurang

Saldo per 31 Desember 2020
74.916.600

Akimmlasi Pein vsiiUm Aset

Tetap

Rp96.A3A.42I.04l

C.2.7 Akiiinulasi Pcnyusutnii Aset Tetap

Saldo Akmmilasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
adalah masing-masing Rp96.434.42l.04l dan Rp84.096.399.S60 atau mengalami
pemngkatan sebesar Rpl2.338.02l.181 (14.67 persen). Akumulasi Penyusutan Aset
retap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian
atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penuriinan kapasitas dan manfaat Aset Tetap
selain imtiik Tanah dan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember
2020 adalah sebagai berikut;

label 90 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode

Akun
% Kenalkan

(Penurunan)

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019

137111 Akumulasi Penyusutan

Peralatan dan Mesin
88.708.701.869 78.398.689.409 13,15

Catatan Atas Laporan Keuangan Neraca - 81



I aporaii Kaiangan Kememetian Pendayagunsan Aparalur Negara dan Reformast Birokrasi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

137211 Akumulasi Penyusufan

Gedung dan Bangunan

7,032,399.702 5,049.121,269 39,28

137313 Akumulasi Penyusutan

Jatingan

693,319.470 648.589.182 6,90

Jumlah 96.434.421.041 84.096.399.860 14,67

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 per satker adalah sebagai
berikut; ^

label 91 Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Satker per 31 Desember 2020

   {dalam Rupiah)

Akumulasi

Penyusutan

Peralatan Dan

Mesin

Akumulasi

Penyusutan

Gedung Dan

Bangunan

Akumulasi

Penyusutan

Jaringan

Uralan
Jumlah

Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara

79.065.292.972 6.993.000.642 693,319.470 86.751.613.084

Komisi Aparatur

Sipil Negara
9.643,408.897 39.399.060 9,682.807.957

Jumlah 88.708.701.869 7.032.399.702 693.319.470 96.434.421.041
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C.2.8. Piutang Taglhan Tiinttitan Perbendaharaan/Tuntuta
(TP/TGR)

Niiai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp783.139.873 dan

Rp783.412.600 atau mengalami penlngkatan sebesar Rp272.727 (0,03 persen). Tagihan
Tuntutan Perbendaliaraan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya

tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk
penggantian atas suatii kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Piutang
Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo iebih dari 1 tahun

sejak tanggal pelaporan. Rincian Tagihan TP/TGR yang diklasifikasikan sebagai
piutang jangka panjang per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

label 92 Perbandingan Rincian Piutang Tagihan TP/TGR 31 Desember 2020 dan 31 Desember
2019 Berdasarkan Akun

Ganti Rugin

atau

Pnnang Tagihwi I'P'TGR

Hp7S3.l39.S73

(dalam Rupiah)

Kode

Akun
% Kenaikan

(Penurunan)

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019

152111 Piutang Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi

783.139.873 783.412.600 0,03

Jumlah 783.139.873 783.412.600 0,03

Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 merupakan
piutang yang berasal dari Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparalur Negara.

Penyi.viliaii Piuianv Fniak

Taia^ih-Pwtang .hiiijika

Pnujang

Hp7S3.l39.S73

C.2.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember
2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp783.139.873 dan

penurunan sebesar Rp272.727 (0,03 persen).
Penyisihan Piutang 1 idak Tertagih- Piutang Jangka Panjang merupakan estiniasi atas

ketidakteitagihan Tagihan Piutang Jangka Panjang berupa TP/TGR yang ditentukan
oleh kualitas masing-masing debitin'. Rincian perbandingan Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
berdasarkan akunnya disajikan sebagai berikut:

Rp783.4I2.600 atau mengalami
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label 93 Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per

31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Berdasarkan Akun

(daiam Rupiah)

% Kenaikan

(Penurunan)
Kode

Akun

31 Desember

2020

31 Desember
Uraian

2019

Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih - Tunfutan

Perbendaharaan/ Tuntutan

Ganti Rugi
156311 783.139.873 783.412,600 (0.03)

Jumlah 783.139.873 783.412.600 (0,03)

Piutang termasuk pada kategori macet berdasarkan label 2. tentang kriteria piutang
baiiwa Piutang yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN,

daiam hal ini KPKNL. maka dikategorikan sebagai piutang macet. Kronologis dan
lahapan penyelesaian piutang TP a.n. Y.S dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Sesuai LK Kementerian PANRB TA 2015 {Audited), keriigian negara dart sisa
Belanja Tunjangan Kinerja yang tidak disetorkan oleh Sdr. Y.S ke Kas Necara

sebesar Rp853.876.643 dicatat sebagai Aset Lain-Iain karena masih daiam

proses penyelesaian TP/TGR dan inengui'angi Beban Pegawai di Laporan
Operasional Tahun 2015 {Audited).

2. Penerbitan Surat Kelerangan Tanggung Jawab Miitlak (SKTJM) tanggal 7 Juni

2016 yang ditandatangani Sdr. Y.S sebesar Rp853.876.643 dan yang
bersangkutan telah menyanggupi akan segera mengembalikan ke Kas Negara
daiam waktu 40 (empat puluh) hari kerja. Atas dasar SKTJM dimaksud.
Kementerian PANRB meiakukan reklasiflkasi Aset Lain-lain menjadi Piutang
TP sebesar Rp 853.876.643. Sampai dengaii 31 Desember 2016. Sdr. Y.S telah

membayar piutang TP tersebut sebesar Rp 14.619.814 sehingga piutang TP pada
LK TA 2016 {Audited) tersaji sebesar Rp 839.256.829 dan keseiuruhan

disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TP.
nya

3. BPK Rl menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan kepada Sekretaris

Menteri PANRB dengan Nomor Surat 28/S/MTP/I0/20I7 tanggal 12 Oktober
2017 hal Penyampaian Surat Keputusan Pembebanan.

4. Kementerian PANRB telah menyampaikan surat penagihan sebanyak tiga kali
di TA 2018 kepada Sdr. Y.S terkait pelunasan kerugian negara dengan rincian
sebagai berikut:
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● Surat tagilian peilama Nomor 74/KU/99/20I7 tanggal 4 Mei 2017 hal

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Bendahara Gaji.

● Surat lagihankedua Nomor 7/S.KU.02.02/2017 tanggal I I September 2017

hal Surat Tagihan Kedua Pelunasan Kerugian Negara Bendahara Gaji.

● Surat tagihan ketiga Nomor B/I5/S.KU.02.02/20i7 tanggal 7 November

2017 hal Surat Tagihan Ketiga Pelunasan Kerugian Negara Bendahara Gaji.

5. Pelunasan piutang TP oieh Sdr. Y.S di TA 2017 adalah sebesar Rp22.183.363

sehingga saldo piutang TP yang tersaji pada LK TA 2017 {Audited) adalah

sebesar Rp817.073.466. Piutang TP sebesar Rp817.073.466 dimaksud

dikategorikan sebagai piutang macet karena dalam jangka waktu 1 (satu) biilan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga {7 November 2017) tidak

dilakukan pelunasan, hal ini telah sesuai dengan PMK No.69/PMK.06/2014

tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih pada Kementerian Negara / Lembaga dan Bendahara Umuin Negara.

6. Kementerian PANRB telah menyampaikan Surat Pengajuan Penyerahan
Pengurusati Piutang Negara Kepada KPKNL Jakarta IV Up. Ketua PUPN
Cabang DKl Jakarta dengan Surat Nomor B/109/KU.02.00/2017 tanggal 11

Desember2017 hal Pengajuan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara.

7. Sampai dengan 31 Mei 2018, pelunasan piutang TP oleh Sdr. Y.S adalah sebesar
Rpl 1.430.325.

8. Kementerian PANRB. pada tanggal 26 Juni 2018, telah menerima surat dari

Panitia Urusan Piutang Negara cabang OKI Jakarta dengan nomor surat SP3N-

3200/PUPNC. 10.04/2018, hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara sehingga
selanjutnya KPKNL yang akan mengurus Piutang TP atas Sdr. Y.S. tidak lagi
penagihannya oleh satker pemilik piutang (Satker Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara). Sesuai SP3N-3200/PUPNC.10.04/2018

tersebut, nilai piutang TP yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN
KPKNL Jakarta IV adalah sebesar Rp805.643.141.

9. Pelunasan piutang TP oleh Sdr. Y.S pada Semester II 2018 adalah sebesar

Rp21.412.360 sehingga saldo Piutang TP yang tersaji pada LK per 31 Desember

2018 adalah sebesar Rp784.230.78l. Piutang TP sebesar Rp784.230.781

dimaksud dikategorikan sebagai piutang macet karena pengurusan piutang telah

diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktoral Jenderal

Kekayaan Negara, hal ini telah sesuai dengan PMK No. 69/PMK.06/2014

tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih pada Kementerian Negara / Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

10. Pelunasan piutang TP oleh Sdr. Y.S sampai dengan 31 Desember 2019 adalah

sebesar RpSlS.lSl sehingga saldo piutang TP yang tersaji pada LK per 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp783.412.600.

dikategorikan sebagai piutang macet karena pengurusan piutang telah

diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.

Piutang TP tersebut
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1 1. Sdr. Y.S telah diberhentlkan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R1 Nomor

99 Tahun 2018 tentang Penjatulian Hiikuman Disiplin Peinberhentian Dengan

Hormat Tidak Alas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

12. KPKNL selaku pelaksana dalam hal pelunasan Piulang TP saudara Y.S masih

mengupayakan penagihan untuk penyelesaian Piutang, komunikasi dengan

pihak Kemenierian PANRB dan belum ada tindakan lainnya selain penagihan

untuk pelunasan Piutang TP terhadap saudara Y.S. sampai dengan 31 Desember

2020 adalah sebesar Rp272.727 sehingga saldo piutang TP yang tersaji pada LK.

per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp783.139.873 Piutang TP sebesar

Rp783.139.873 dimaksud dikategorikan sebagai piutang macet.

label 94 Penyetoran Pengembalian ke Kas Negara TP a.n Y.S

(dalam Rupiah)

Tanggal

Setoran
No NTPN Nilai Uraian

Pembayaran a.n. Yusuf Sutendi

90.909 KW-65/31-12-2019

(2018.06.003200)

1 D91E561QTUAR3MKI 27/01/2020

Pembayaran a.n. Yusuf Sutendi

90.909 (2018.06.003200) KW -44/

29/05/2020

A83C83CiEF2NUN53 30/06/2020

Pembayaran a.n, Yusuf Sutendi

90.909 (2018.06.003200) KW-41/

30/06/2020

2681655DE4DA8SL5 24/08/2020

Asi'l Lamnva

C.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 3l Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-

masing sebesar Rp 1.410.433.788 dan Rp 1.356.599.426. Aset Lainnya inerupakan Aset

Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang

jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Bervvujud, Aset Lain-

lain, dan Amortisasi atau Penyusutan dari Aset Lainnya.

Rpl.4I0.433.7S8

Aset Tak Benvujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-

masing Rp4.251.103.570 dan Rp4.214.073.020 atau mengalami peningkatan sebesar

Rp37.030.550 (0.88 persen). Aset Tak Bervvujud merupakan aset yang dapat

diidentiflkasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Rincian perbandingan

C.3.1. I.vtr Tak licnviijud

Rp4.25l.l03.570
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Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan akimnya

disajikan sebagai berikut:

Tabel 95 Rincian Perbandingan Aset Tak Berwujud per akun 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019

(daiam Rupiah)

Kode 31 Desember 31 Desember % Kenaikan

(Penurunan)
Uraian

Akun 2020 2019

162151 Software 3.907.743.570 4,041.813.020 (3,32)

162161 Lisensi 343.360.000 172.260.000 99,33

162191 Aset Tak Berwujud Lainnya

Jumlah 4.251.103.570 4.214.073.020 0,88

Perbandingan Aset Tak Berwujud per Satker per 31 Desember 2020 adalah

sebagai berikut:

Tabel 96 Perbandingan Aset Tak Berwujud per Satker per 31 Desember 2020

(daiam Rupiah)

Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara

Komisi Aparatur

SiptI Negara
Kode Akun Uraian

162151 Software 2.239.273.100 1.668.470.470

162161 Lisensi 172.260.000 171.100.000

162191 Aset Tak Berwujud Lainnya

Jumlah 2.411.533.100 1.839.570.470

Mutasi Iransaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai
berikut:

Catalan Atas Laporan Keuangan Neraca ■ 87



Lapofan Keuaiigaii Kememerian Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reforrriasi Birokrasi untuk Periode yang Berakhir 31 DesemPer 2020

label 97 Mutasi AsetTak Berwujud

(dalam Rupiah)

Uraian Jumlah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember2019 4.214.073.020

Mutasi Tambah 1.058.385.500

Koreksi Saldo Awal 459.500.000

Pembelian 345.355.500

Pengembangan Nilai Aset 82.430.000

Perolehan Lainnya 171.100.000

Mutasi Kurang 1.021.354,950

Penghentian Aset Dari Penggunaan 1.021.354,950

Saldo per 31 Desember 2020 4.251.103.570

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020 3.053.120.585

Nilai Buku per 31 Desember 2020 1.197.982.985

Terdapat 3 aplikasi yaitu SIJAPTl. LAPOR. dan E-Iearning pada Salker Komisi
AparatLir Sipil Negara yang berdasarkan penelusuran di iapangan hanya berumur 2
tahun lanianya, diinana pada aplikasi SAK.TI Aset Tak Berwujud tercatat selama 4
tahun.

C.3.2 Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah

masing Rpj.303.405.671 dan Rp2.572.608.800 atau mengalami peningkatan sebesar
Rp730.396.871 (28,41 persen). Aset Lain-lain terdiri dari Barang Milik Negara (BMN)
yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional
entitas dan juga asel lain-lain yang dimiliki entitas. Rincian Aset Lain-lain per akim
adalah sebagai berikut:

masing-

. fsel Uiiii-lMin

Rp3.iniJliS.67l
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label 98 Rincian Aset Latn-lain perAkun 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode 31 Desember

2020

31 Desember

2019

% Kenaikan

(Penurunan)

Uratan
Akun

166111 Aset Lain-lain

166112 Aset Tetap yang tidak

digunakan dalam Operasi

Pemerintahan

3.120.855.671 2.572.608.800 21,31

166113 Aset Tak Berwujud yang tidak

digunakan dalam Operasional

Pemerintahan

182.550.000 100

166411 Aset Lainnya yang Belum

Diregister

Jumlah 3.303.405.671 2.572.608.800 28,41

Perbandingan Aset Lain-lain per Satker per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

label 99 Perbandingan Aset Lain-lain per Satker per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara

Kode
Komisi Aparatur Sipil

Negara

Uraian
Akun

166111 Aset Lain-lain

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan

dalam Operasi Pemerintahan
3,099,714.171 21,141.500

166113 Aset Tak Berwujud yang tidak

digunakan dalam Operasional

Pemerintahan

182.550.000

166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Jumlah 3.282.264.171 21.141.500
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Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai bcrikut:

label 100 Mutasi Aset Lain-lain

(dalam Rupiah)

Uraian Junniati

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019 2.572.608.800

Mutasi Tambah
3.987.745.038

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 3.987,745.038

Mutasi Kurang 3.256.948.167

Penghapusan {BMN yang dihentikan) 45,108.800

Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) 3.211.839.367

Saldo per 31 Desember 2020 3.303.405.671

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020 3.267.873.618

Nilai Buku per 31 Desember 2020 35.532.053

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akunuilasi

buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.3.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 adalah masing-masing Rp6.144.075.453 dan Rp5.430.082.394 atau mengalami
peningkatan sebesar Rp713.993.059 (13,15 persen). Akumulasi Penyusutan Aset

Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember
2020 adalah sebagai berikut:

penyusutan dan nilai

/tkmmiUisi I'eiiyusiiUm Jan

Aiiu?rlisasi Ascf lniiinya

Riy6.144.075.453
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label 101 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019

(dalam Rupiah)

Kode

Akun

31 Desember 31 Desember

2019

% Kenaikan

(Penurunan)

Uraian
2020

Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap yang Tidak Digunakan

dalam Operas! Pemerintahan

169122 3,090.954.868 2.555.693.000 20,94

169315 Akumulasi Amortisasi Software 2,841.807,835 2.865.776.394 (0,84)

Akumulasi Amortisasi Lisensi
169316 34,394.000 8.613.000 299,33

Akumulasi Amortisasi Aset Tak

Berwujud yang tidak digunakan

dalam

Pemerintahan

Operasional
169318 176.918.750 100

Jumlah 6.144.075.453 5.430.082.394 13,15

KEWAJIBAN

C.4 Kcwajiban Jangka Pciulck

Niiai Kewajiban Jangka Pendek per3l Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah

masing-masing sebesar Rp6.346.725.175 dan Rp536.304.89l. Kewajiban Jangka
Pendek mernpakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo
dalam waktu 12 (dua belas) buian setelah tanggal

C.4.1

Pihak Kctiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah

masing-masing sebesar Rp6.304.972.806 dan Rp533.790.332 atau mengalami
peningkatan signifikan sebesar Rp5.771.182.474 (1.08IJ 7 persen) karena adanya saldo
pada akun Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp5.903.764.556. Utane
Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada
tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Perbandingan Rincian Beban
yang Masih Hams Dibayar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan
akunnya adalah sebagai berikut:

neraca.

Bclanja Pemerintah Pusat Masih Harus Dibayar/Utang Kepadayang

Kcwojihaii Jun^ika Pendek

Rij6.346.725. 175

l-km}! Kepada Pilnik

Ketiga

Rf>6.3l)4.<J72.8l)6
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label 102 Perbandingan Rindan Belanja yang Masih Hams Dibayar 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 berdasarkan akun

{dalam Rupiah)

Kode

Akun
31 Desember % Kenaikan

(Penurunan)

Uraian 31 Desember 2020
2019

Belanja Pegawal yang Masih

Harus Dibayar
212111 120,146.000 208,168,000 (42.28)

Belanja Barang yang Masih

Harus Dibayar
212112 281.062.250 325.622.332 (13.68)

Belanja Modal yang Masih

Harus Dibayar
212113

Ufang Kepada Pihak Keliga

Lainnya
212191 5.903.764.556 100

Jumlah 6.304.972.806 533.790.332 1.081,17

●  Belanja pegawai yang masili hams dibayar mempakan Hutang Belanja Uang

Makan PNS Bulan Desember 2020 yang belum dibayarkan pada TA berjalan

sebesar Rp 120.146.000 pada Satker Menteri Negara Pendayagunaaii  Apa

Negaia (427950) dan akan dibayarkan pada TA berikutnya dengan penjurnalan
pada Baku Besar GLP-427950-12744277 tanggal 31 Desember 2020. '

●  Belanja Barang yang masih harus dibayar dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabe! 103 Rindan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

ratur

(dalam Rupiah)

No Uraian Satker Nilai

Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara

1 Beban Langganan Listrik Desember 2020
142.853.618

Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara

Beban Langganan Telepon Desember 2020 6.910.745

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat yang

masih harus dibayar 2020
Komisi Aparatur Sipil

Negara
25.203.000

Komisi Aparatur Sipil

Negara
Beban Langganan Telepon Desember 2020 455.548

Komisi Aparatur Sipil

Negara
Beban Langganan Listrik Desember 2020 101.349.680
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I
Beban Langganan Listrik Desember 2020

Kantor KASN Gedung Cipinang

Komisi Aparatur Sipil

Negara
289.360

Beban Langganan Listrik November 2020

Kantor KASN Gedung SMESCO

Komisi Aparatur Sipil

Negara
2.017.016

Beban Langganan Listrik Desember 2020

Kantor KASN Gedung SMESCO

Komisi Aparatur Sipil

Negara

8 1.983.283

Jumlah 281.062.250

●  Utang kepada Pihak Keliga Lainnya sebesar Rp5.903.764.556 terdiri dari; Retur

BRI dari hasil pcmeriksaaii sebesar Rp 104.628.1 17 dengan penjurnalan Kode

Buku Besar GLP-427950-13583840 dan GLP-427950-13590287, sehingga

menyisakan pembayaran kepada PPKL/pihak keliga

Rp5.799.136.439 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

label 104 Rincian Utang Kepada Pihak Keliga Lainnya

adalah sebesar

(dalam Rupiah)

Unit Kerja Nilal

Biro SDM dan Umum Satker Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara
1.992.222.930

Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur 1,336.734.083

Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Pengawasan dan

Akuntabilitas 1.835.112.575

Biro Hokum, Komunikasi dan Informasi Publik Satker MENPAN 70.640.200

Kedeputian Bidang Pelayanan Publik 251.654.522

Inspektorat MENPAN 4,309.091

Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana 361.579.346

Biro Manajemen Perencanaan Kinerja dan Organisasi 18.478.483

Transaksi MPN Satker KASN 3,500.000

Biaya Admin CMS 130.000

Rekonsiliasi Kredit BRI
(108.113.864)

Saldo Akhir 11.647.500

Pengambiian Tunai 59.503.170

Pajak dari Transaksi Pembayaran (38.261.697)

TOTAL 5.799.136.439
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Uea/if’ Jangkei Pvndek

Uiiiinva
C.4.2. UtangJangka Pendek Lainnya

Ulang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 3 i Desember 2019 masing-
masing sebesar Rp41.752.369 dan Rp2.5l4.559 ataii mengalanii peningkatan sebesar
Rpj9.2j7.810 (1.560,43 persen). Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa
Ulang Pajak Bendahara Pengel

Perbandmgan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember dan 31 Desember 2019
adalah sebagai berikut;

yang bekiin disetor ke Rekening Kas Negara.
uaran

Rf>4l.752.J6‘J

label 105 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember dan 31 Desember
2019

(dalam Rupiah)

Kode
31 Desember % Kenalkan

(Penurunan)

Uraian 31 Desember 2020Akiin 2019

Utang Pajak Bendahara

Pengeluaran yang Belum

Disetor

219961 41.752.369 2.514.559 1.560.43

Jumlah 41.752.369 2.514.5S9 1.560,43

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per satker adalah sebagai berikut:

label 106 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya per Satker per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Kode

Akun
Satker 31 Desember 2020

Menleri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara
38.261.597

219961

Komisi Aparatur Sipil Negara 3.490.772

Jumlah 41.752.369

C.5EkuHas Fkuitas

RpNSJn.174.107
Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-niasing
sebesar Rpl43.7l 1.174.107 dan Rpl03.462.089.728 Ekuitas adalah kekayaan bersih
entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut
mengenai Ekuitas disajikan dalam CaLK bagian Laporan Perubahan Ekuitas.
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D. PEN.IELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.l Dcfisitdari Kcgiatan OperasionalDejisii dart Ke};uii(iii

Operasiona!

np2n7M7.950.IO- Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp207 danmasing-masing .047.950.107
Rp325.018.771.1 1 1 atau mengalami penurunan sebesar Rpl 17.970.821.004 (36.30 persen).
Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan pendapatan dan beban yang dilaksanakan

secara normal oleh entitas dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayan
kepada masyarakal. Pos Defisit dari Kegiatan Operasional terdiri dari Pendapatan
Operasional dan Beban Operasional

an

D.l.I Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 adalah masing-masing sebesar RpO dan Rp2.391.213 atau mengalami penurunan
sebesar Rp2.391.213 (100 persen). Pendapatan Operasional Kementerian PANRB

seluruhnya merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

1’t‘iHlapaian

Opi'ivsioiiol RpO

D.l.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang lidak berasal

dan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibay
kembali. Jiimlah Pendapatan PNBP pada Kementerian PANRB untuk periode -
berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar
RpO dan Rp2.391.213 dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

ar

yang

I’eiiilciiKiian F\/S/’

RpO

label 107 Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhirSI Desember

2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

31 Desember

2020

31 Desember

2019

% Kenaikan

(Penurunan)

Akun Uraian

425811 Pendapatan Denda Penyelesaian

Pekerjaan Pemerintah
2.044,994 (100,00)

425991 Penerimaan Kembali

Persekot/Uang Muka Gaji
346.219 (100,00)

Jumlah 2.391.213 (100,00)
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Berdasarkan label di alas, Pendapatan PNBP unluk periode yang berakhir 31 Desember
2020 tnengalami penurunan sebesar Rp2.391.2l3. Hal ini disebabkan antara lain dengan
nihiliiya denda alas pihak keliga yang didapalkan di lahun 2019 akibat pelanggaran kontrak

maupun kesalahan perhitungan Persekot^Uang Muka Gaji.

Adapun perbandingan Pendapatan PNBP pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan
Laporan Operasional (LO) adalah sebagai berikut:

label 108 Perbandingan Pendapatan PNBP pada LRA dan LO 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian Pendapatan LRA Penyesuaian Pendapatan LO

Jumlah Pendapatan 277.526.891 277.526.891

Pendapatan pada Tahun 2020

dianggarkan/direncanakan. dikarenakan pendapatan tersebut merupakan Pengembalian dari
Belaiija Tahun Anggaran Yang Lain (TAYL) yang baru dikembalikan pada TA 2020.

Rincian Pendapatan per Akun untuk periode berakhir 31 Desember 2020 diuraikan, pada
Tabel berikut:

merupakan pendapatan yang tidak

Tabel 109 Rincian Pendapatan PNBP Per Akun LRA 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun Uraian Nila!

425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
82.121.212

425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap
Bendahara

12.798.000

425792
272.727

425911 Penetimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang
Lalu 40.483.950

425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang
Lalu 141.851.002

JUMLAH 277.526.891

1). 1.2 Bcbaii Operasional

Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

adalah masing-masing sebesar Rp207.047.950.107 dan Rp325.021.162.324

mengalami penurunan sebesar Rpl 17.973.212.217 {36,30 persen) yang meliputi Beban
Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan .lasa, Beban Pemcliharaan. Beban

atau

Behan OpeniMonal

Rp207JN7.<)5i>.l0?
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Pcrjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat. Bcban Penyusiitan

dan Amorlisasi, serla Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

D.1.2.I Behan Pcgawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desernber 2020 dan 31 Desernber

2019 adalah inasing-masing sebesar Rp79.901.266.l 14 dan Rp83.570.982.254. Beban

Pegawai adalah beban atas kompensasi. balk dalam bentuk uang maupun barang yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat

negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang

belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telali diiaksanakan kecuaii

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban

pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokiimen kepegawaian. daftar gaji. peraturan

perundang-undangan. dan dokunien lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada

pegawai diinaksud yang telah disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat

Pcnibiial Komilnien (PPK).

Rincian perbandingan Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desernber 2020 dan

31 Desernber 2019 adalah sebagai berikut:

Beban Pegawai

Rp79.90l.266.IN

label 110 Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desernber 2020

dan 31 Desernber 2019

(dalam Rupiah)

31 Desernber 31 Desernber % Kenaikan

(Penurunan)
Akun Uraian

2020 2019

Beban Gaji Pokok PNS511111 23.157.184.647 20.457.664.730 13,20

511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 359.538 306.100 17.46

511121 Beban Tunjangan Suami/lstri

PNS

1.223.712.884 1.218.639.112 0.42

511122 Beban Tunjangan Anak PNS 318.475.264 321.730.067 (1,01)

51112 Beban Tunjangan Struktural PNS 3.114.805.000 3.403.650.540 (8,49)

511124 Beban Tunjangan Fungsional

PNS

545.585.000 286.310.000 90,56

511125 Beban Tunjangan PPh PNS 155.336.836 196.096.540 (20,79)
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511126 Beban Tunjangan Beras PNS 942.111.780 906.511,000 3,93

511129 Beban Uang Makan PNS 3.946.915,450 3.153,300.150 25,17

511151 Beban Tunjangan Umum PNS 772.900,000 757.160.000 2,08

512111 Beban Uang Honor Tetap 6.081.790.449 6.754.213.042 (9.96)

512211 Beban Uang Lembur 289.729.000 ; 562.605.000 (48.50)

512411 Beban Pegawai (Tunjangan

Khusus/ Kegiatan)

39.364.749.333 45.552.795.973 (13,58)

83.570.982.254Jumlah Kotor 79.913.655.181 (4,38)

Pengembalian Beban Gaji dan Tunjangan

Pegawai

(12.389.067) (18.424.162)

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan

Pegawai

79.901.266.114 83.552.558.092 (4.37)

Berdasarkan label di alas. Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

mengalami penLiriinan sebesar Rp3.651.291.978 (4.37 persen). Hal ini disebabkan antara

lam penurunan signifikan terjadi pada Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
penyesuaian gratae Jabatan dan perhitungan kinerja pegawai pada TA 2020 menjadi sumber
utama dari penurunan Jika dibandingkan TA 2019. Perubahan Struktur Jabatan dari

sebelumnya inengacu dengan .labatan Struktural tergantikan dengan struktur Jabatan
Fungsional. juga mempengaruhi pos-pos di atas. Jumlah Beban Pegawai per akun
menunjukkan angka Rp79.913.655.181 setelah dikurangi Pengembalian Belanja Pegawai
pada tahun berjalan sejumlah Rpl2.389.067 maka didapatkan nilai Beban Pegawai pada
LO sebesar Rp79.901.266.1 14.

Adapun perbandingan belanja pegawai di LRA dengan Beban Pegawai di LO adalah
sebagai berikut:
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label 111 Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO 31 Desember 2020

{dalam Rupiah)

Akun Uraian Belanja LRA Penyesuaian Beban LO

511111 Beban Gaji Pokok PNS 23.157.184.647 23.157.184.647

511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 359.538 359.538

511121 Beban Tunjangan Suami/lstri

PNS

1.223.712.884 1.223.712.884

511122 Beban Tunjangan Anak PNS 318.475.264 318.475.264

511123 Beban Tunjangan Struktural

PNS

3.114.805.000 3.114.805.000

511124 Beban Tunjangan Fungsional

PNS

545.585.000 545.585.000

511125 Beban Tunjangan PPh PNS 155.336.836 155.336.836

511126 Beban Tunjangan Betas PNS 942.111,780 942.111.780

511129 Beban Uang Makan PNS 4.045.286.000 (98.370.550) 3.946.915.450

511151 Beban Tunjangan Umum

PNS

772.900.000 772.900.000

512111 Beban Uang Honor Tetap 6.081.790.449 6.081.790.449

512211 Beban Uang Lembur 289.729.000 289.729.000

512411 Beban Pegawai (Tunjangan

Khusus/ Kegiatan)

39.364.749.333 39.364.749.333

Jumlah Kotor 80.012.025.731 (98.370.550) 79.913.655.181

Pengembalian Beban Gaji dan

Tunjangan Pegawai

(12.389.067) (12.389.067)

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan

Pegawai

79.999.636.664 (98.370.550) 79.901.266.114
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Terdapat penyesuaian sebesar (Rp98.370.550) dengan penambahan Beban Uang Makan
periode Desember 2020 Kementerian PANRB yang inasih harus dibayarkan pada TA
berikutnya. Rincian atas Seiisih Belanja Pegawai di LRA dan LO adalah sebagai berikut:

label 112 Rincian Seiisih Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian Ntlai

Beban Pegawai LO 79.901.266.114

Belanja Pegawai LRA 79.999.636.664

Seiisih Beban Begawai LO dengan Beianja Pegawai LRA (98.370.550)

Faktor yang mempengaruhi

Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL (218.516.550)

Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Berjalan 120.146,000

Jurnal Pencatatan Piutang PNBP atasTransaksi Pengembalian Belanja

Pegawai

Jurnal Kas Lainnya Dr Bendahara Pengeluaran atas Pengembalian Belanja

Pegawai Yang Belum Disetor Ke Kas Negara

Beban Pegawai Total = b- c + d- e- f 79.901.266.114

Seiisih (a-g)

Rincian atas Seiisih Belanja Pegawai per Satker pada Kementerian PANRB dapat
diuraikan sebagai berikut:

label 113 Rincian Pengembalian Uang Makan PNS Per Satker Untuk Periode Berakhir 31

Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun Uraian Satker Nilai

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara

88.022.000
Pengembalian Uang Makan

PNS
511129

Komisi Aparalur Sipil Negara 10.348.550

JUMLAH 98.370.550
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D.1.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada periodeyang berakhirSl Desember 2020 dan 31 Desember

2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.051.886.631 dan Rp4.742.766.436. Beban
Persediaan meriipakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis

pakai, tennasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak
dipasarkan.

Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi

keluar penggunaan persediaan, dan pada akliir periode akuntansi Beban Persediaan
dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi flsik terdapat perhitung
perbedaan pencatatan persediaan.

Rincian perbandingan Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

an

/k'hait I'erxeiiiaan

lip3.n5I.NS6.6JI

label 114 Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang berakhir 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

31 Desember | 31 Desember

2020 2019

% Kenaikan

(Penurunan)

Akun Uraian

593111 Beban Persediaan konsumsi 4.031.037.285 4.493.349.451 (10.29)

593131 Beban Persediaan bahan baku 341.000

593149 Beban Persediaan Lainnya 1.020.508.346 249.416.985 309,16

Jumlah 5.051.886.631 4.742.766.436 6,52

Berdasarkan tabel di atas, Beban Persediaan untuk periode yang berakliii- 31 Desember

2020 mengalami kenaikan sebesar Rp309.120.195 (6.52 persen) bila dibandingkan dengan
periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain peningkatan
pemakaian barang persediaan pada TA 2020, dikarenakan jumlah
meningkat.

Perbandingan LRA dan LO untuk Beban Persediaan untuk periode yang Berakhir pada 31
Desember 2020 dan Desember 2019 adalah sebagai berikut;

pegawai yang juga
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label 115 Perbandingan LRA dan LO untuk Beban Persediaan untuk periods yang Berakhir pada
31 Desember 2020 dan Desember2019

(dalam Rupiah)

Akun Uraian Belanja LRA Penyesuaian Beban LO

593111 Beban Persediaan Konsumsi 4.123.089.478 (92.052.193) 4.031.037.285

593131 Beban Persediaan Bahan Baku 341.000 341.000

593149 Beban Persediaan Lainnya 1.020.508.346 1.020.508.346

Belanja Barang Persediaan -
Penanganan Pandemi Covid-19

521841 1.188.211.624
(1.188.211.624)

Jumlah 5.311.301.102 (259.414.471) 5.051.886.631

Penyesuaian sebesar Rp259.414.471 merupakan selisih antara penggunaan persediaan yang

sLidah digunakan dcngan yang inasih tersisa pada gudang persediaan.

Perbandingan Beban Persediaan per Salker untuk periode yang berakhir pada 30 Desember
2020 dan Desember 2019 adalah sebagai berikut:

label 116 Perbandingan Beban Persediaan per Satker untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2020

(dalam Rupiah)

Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur

Negara

Komist Aparatur Sipil

Negara

Akun Uraian

593111 Beban Persediaan Konsumsi

593131 Beban Persediaan Bahan Baku

593149 Beban Persediaan Lainnya

Jumlah

D. 1.2.3 Behan Bara/t}> dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp53.i73.1 1 1.500 dan Rp98.265.690.90l.

Beban Barang dan Jasa lerdiri dari Beban Barang dan Jasa serta Beban Aset

Ekstrakomptabel. Beban Barang dan Jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, sementara Beban Aset Ekstrakomptabel

Beban Baranj’ihm

Jasa

Rp53J73.llt.50n
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mempakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak
menghasiikan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan
kewajiban pcmbayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang lelah disetujui

KPA/PPK dan/atau perhitungan akiinlansi belanja modal yang lidak memenuhi kapitalisasi
aset.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 117 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

31 Desember 31 Desember % Kenaikan

(Penurunan)

Akun Uralan
2020 2019

521111 Beban Keperfuan Perkantoran 7.375.038.247 4.735.111.212 55.75

521113 Beban Penambah Daya Tahan

Tubuh

300.000

521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos

Pusat

442.849.688 633.089.382 (30,05)

521115 Beban Honor Operasional

Satuantabel Kerja

758.820.000 782.430.000 (3,02)

521119 Beban Barang Operasional Lainnya 2.526.623.346 2.143.409.062 17,88

521131 Beban Barang Operasional -

Penanganan Pandemi COVID-19

644.792.048

521211 Beban Bahan 6.450,790.670 14.650,437.026 (55,97)

521213 Beban Honor Output Kegiatan 605.640.000 1.856,479.000 (67,38)

521219 Beban Barang Non Operasional

Lainnya

1,684.514.000 4.682.307,036 (64,02)

521241 Beban Barang Non Operasional -

Penanganan Pandemi COVID-19

162,631,000
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522111 Beban Langganan Listrik 2.511.391,171 2,744.821.635 (8.50)

522112 Beban Langganan Telepon 88.512.935 123.858.810 (28.54)

522113 Beban Langganan Air 1.619.095 12.195.739 (86,72)

522119 Beban Langganan Daya dan Jasa

Lainnya

1.685.774.554 1.515.415.980 11,24

522131 Beban Jasa Konsultan 2.834.698.980 19.200.836.010 (85,23)

522141 Beban Sewa 3.630.817.725 2.986.298.581 21,58

522151 Beban Jasa Profesi 7.072.490.833 9.632.905.000 (26.58)

522191 Beban Jasa Lainnya 11.151.029.491 32.630.687.772 (65.83)

522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi

COVlD-19

3.483.478.976

595112 Beban Aset Ekstrakomptabel

Peralatan dan Mesin

62.898.741 158.793.180 (60,39)

Jumlah Kotor 53.174.711.500 98.489.076.425 (46,00)

Pengembalian Beban Barang dan Jasa (1.600.000) (223.384.524)

Jumlah 53.173.111.500 98.265.690.901 (45,89)

Berdasarkan tabel di atas. Beban Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp45.092.579.401 (45.89 persen) bila
dibandingkan dengan periode yang berakhir 3 I Desember 2019. Kondisi Pandemi COVID-

19 menyebabkan penghematan pada anggaran sehingga penurunan beban dari Belanja
Barang ciikup signifikan.

Adapun perbandingan Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan Beban Barang dan
LO adalah sebagai berikut:

Jasa di
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Tabel 118 Perbandingan Belanja Barang dan Jasa di LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO 31
Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun Uraian Belanja LRA Penyesuaian Beban LO

521111 Beban Keperluan Perkantoran 7.373,792.823 1.245,424 7.375.038.247

521113 Beban Penambah Daya Tahan

Tubuh

300.000 300.000

521114 Beban Pengiriman Surat Dinas

Pos Pusat

417.646.688 25.203.000 442,849,688

521115 Beban Honor Operasionai

Satuan Kerja

758.820.000 758.820.000

521119 Beban Barang Operasionai

Lainnya

2.526,623.346 2.526.623.346

521131 Beban Barang Operasionai -

Penanganan Pandemi COVID-

649,203.792 (4.411.744) 644.792.048

19

521211 Beban Bahan 6.448.936.850 1.853.820 6.450.790.670

521213 Beban Honor Output Kegiatan 605.640.000 605,640.000

521219 Beban Barang Non Operasionai

Lainnya

1.684.514.000 1,684.514.000

521241 Beban Barang Non Operasionai

- Penanganan Pandemi

COVID-19

162.631,000 162.631.000

522111 Beban Langganan Listrik 2.579.088.046 2.511.391.171

522112 Beban Langganan Teiepon 90.579.142 (2.066.207) 88.512.935

522113 Beban Langganan Air 1.619,095 1.619.095
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522119 Beban Langganan Daya dan

Jasa Lainnya

1.685.774,554 1.685.774.554

522131 Beban Jasa Konsultan 2,834.069.000 629.980 2.834.698.980

522141 Beban Sewa 3.642.164.225 (11.346.500) 3.630.817.725

522151 Beban Jasa Profesi 5.261.145.000 1.811.345.833 7.072.490,833

522191 Beban Jasa Lainnya 10.769,770.165 381,259.326 11.151.029.491

522192 Beban Jasa - Penanganan

Pandemi COVID-19

5.294,824.809 (1.811.345.833) 3.483.478.976

595112 Beban Aset Ekstrakomtabel

Peralatan dan Mesin
62.898.741 i 62.898.741

Jumlah Kotor 52.787.142.535 387.568.965 53.174.711.500

Pengembalian Beban Barang dan Jasa (1.600.000) (1.600.000)

Jumlah 52.785.542.535 387.568.965 53.173.111.500

Terdapat nilai pengembalian pada Beban Keperluan Perkantoran sebesar Rpl.600.000 dan
penyesuaian sebesar Rp3 87.568.965 dengan penjelasan sebagai berikut;

label 119 Rincian Selisih Belanja Barang dan Jasa pada LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO
31 Desember 2020

{dalam Rupiah)

No Uraian Nilai

1 Selisih Beban Keperluan Perkantoran

Pengembalian Belanja dan Koreksi Jurnal pembebanan Beban Keperluan

Perkantoran (521111)

1.245.424

Selisih Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Koreksi Jurnal Akrual Pengakuan Belanja Barang yang masih harus

dibayar pada Satker Komisi Aparatur Sipil Negara

25.203.000
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Seltsih Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19

Koreksi Jurnal pembebanan Beban Barang Operasional ● Penanganan

Pandemi COVID 19 ke Beianja Baban (521211)

(4.411,744)

Selisih Beianja Bahan 1.853.820

Koreksi SPM/SP2D Jurnai pembebanan Beban Barang Operasional

Selisih Beban Langganan Listrik (67.696,875)

Jurnai Balik/Penambahan Beban Atas Tagihan Listrik Desember 2020

yang masih harus dibayar pada Tahun Anggaran Berikutnya

Selisih beban langganan telepon

Jurnai BaMk/Penambahan Beban Atas Tagihan Telepon Desember 2020

yang masih harus dibayar pada Tahun Anggaran Berikutnya

(2.066.207)

Selisih Beban Jasa Konsultan 629,980

Hibah Langsung Jasa KonsuHan sesuai BAST

No.0027TRANSFORMASI.BR/Yanlik/JASA-2020 Tgl 23 Desember 2020

Rp1.851.299.195

Hibah Langsung Berubah Jasa sesuai BAST No.129/KS.01/2020 Tanggal 24

November 2020, Depuli Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur

Rp2,303.677.484.

8 Selisih Beban Sewa
(11.346.500)

Pengembalian Sewa Koneksi VPN Bulan Desember 2020 (522141)

Selisih Beban Jasa Profesi 1.811.345.833

Koreksi Jurnai pembebanan Jasa Profesi (522151)

10 Selisih Beban Jasa Lainnya (522191)

Pendapatan Hibah Langsung diterima Satker Komisi Aparatur Sipil Negara

BAST No. 140/USAID-INA/BAST-Service/ORG tanggal 14 Juli 2020

Rp2,711.320,545

381.259,326

BAST No. 241/USAID-INA/BAST- Service/DRG tanggal 25 November 2020

Rp381.259.326

BAST No. 07/HIBAH.DFAT/Komisi Aparatur Sipil Negara/XII/2020 tanggal 18-

Desember 2020 Rp418.793.726

11 Selisih Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19 (1.811.345.833)
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Koreksi Jurnal pembebanan Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19

ke beban jasa profesi (522151)

12 Selisih Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin 62,898.741

Merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang nilainya di bawah balas

kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Jumlah 387.568.965

D.l.2.4 Behan Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 3i

Desember 20I9 adalah masing-masing sebesar Rpl0.008.046.959 dan Rp9.568.926.535.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset
tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan

kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujiii

KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi

mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

Rincian perbandingan Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikul:

livban Pemeliharacm

RpllWnH.(U6.959

label 120 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

31 Desember | 31 Desember

2020 2019

% Kenaikan

(Penurunan)

Akun Uraian

523111 Beban Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan

4,472.980.718 4.153.490,609 7.69

523114 Beban Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan - Penanganan

Pandemi COVID-19

0

523121 Beban Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin

4.997.006.165 4.932.332.430 1,31

523129 Beban Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya

321,157.320 284.492,010 12.89
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593113 Beban Persediaan bahan untuk

pemeliharaan

237.685.100 196.409.000 21.02

593114 Beban Persediaan suku cadang 2.517.656 2.202.486 14,31

Jumlab Kotor 10.031.346.959 9.568.926.535 4.83

Pengembalian Beban Pemeliharaan (23.300.000)

Jumlah 10.008.046.959 9.568.926.535 4,59

Berdasarkan label di alas. Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember

2020 mengalami kenaikan sebesar Rp439.120.424 (4,59 persen) bila dibandingkan dengan

31 Desember 2019. Adapun perbandingan Belanja Pemeliharaan di LRA dengan Beban

Pemeliharaan di LO adalah sebagai berikut:

label 121 Perbandingan Beban Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan Neto di LO 31
Desember 2020

(dalam Rupiah}

Akun Uraian Belanja LRA Penyesuaian Beban LO

Beban Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan

523111 4.535.378.718 (62.398.000) 4.472,980.718

11.850.000523114 Beban Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan - Penanganan Pandemi

COVID-19

(11.850.000)

523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin

5.003.856.165 (6.850.000) 4.997.006.165

523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

516.157.320 (195.000.000) 321.157.320

593113 Beban Persediaan bahan untuk

pemeliharaan

237,685.100 237,685.100

593114 Beban Persediaan suku cadang 2.517.656 2.517.656

Jumlah Kotor 10.067.242.203 (35.895.244) 10.031.346.959

Pengembalian Beban Pemeliharaan (23.300.000) (23.300.000)

Jumlah 10.043.942.203 (35.895.244) 10.008.046.959
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label 122 Rincian Selisih Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO 31

Desember 2020

(dalam Rupiah)

No Uraian Nilai

1 Selisih Beban Pemeliharaan gedung dan

Bangunan

(62.398.000)

Merupakan Hasil Reklasifikasi dari Beban

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ke

Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap

Peralatan dan Mesin pada satker Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

(96.604.000)

Koreksi SPM SP2D pada Belanja

Pemeliharaan di Satker Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

26.856.000

Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan ke Beban

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada

satker Komisi Aparatur Sipil Negara

6.850.000

Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan ke Beban Barang

Operasional ● Penanganan Pandemi COVID

19 pada satker Komisi Aparatur Sipil Negara

500.000

Selisih dari Koreksi SPM (11.850.000)

dari Belanja Penangganan COVID menjadi

Belanja Biasa (Non-Covid)

Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan - Penanganan

Pandemi COVID 19 ke Beban Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan - Satker Komisi

Aparatur Sipil Negara

(11.850.000)

Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan ke Beban

(6.850.000)
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Pemeliharaan Peralatan dan Mesin -satker

Komisi Aparatur Sipil Negara

Selisih dari Koreksi SPM 16.450.000

Koreksi SPM dan SP2D dari Akun satu ke

lainnya (523121)

Pengembalian Belanja pada Satker Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

(23.300.000)

Selisih Beban Pemeiiharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya (523129)

(195.000.000)

Koreksi tambah atas aset peralatan dan

mesin yang belum tercatat pada Neraca

Satker Komisi Aparatur Sipil Negara

(23.900.000)

Koreksi kurang atas Beban Pemeliharaan

(LO) akibat transaksi Belanja Barang yang

menghasilkan Lisensi dengan masa

penggunaan 2 tahun

(171.100.000)

Selisih Beban Persediaan bahan untuk

pemeliharaan

237.685.100

Merupakan Pemakaian persediaan untuk

pemeliharaan selama TA 2020 atas Belanja

Barang Persediaan. Beban ini hanya ada di

LO dan tidak ada di LRA.

Merupakan Pemakaian persediaan untuk

pemeliharaan selama TA 2020 atas Belanja

Barang Persediaan. Beban ini hanya ada di

LO dan tidak ada di LRA - Satker Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

229.602.100

Merupakan Pemakaian persediaan untuk

pemeliharaan selama TA 2020 atas Belanja

Barang Persediaan. Beban ini hanya ada di

LO dan tidak ada di LRA - Satker Komisi

Aparatur Sipil Negara

8.083.000

Selisih Beban Persediaan Suku Cadang 2.517.656

Catalan Alas Laporan Keuangan LO -111



Lapofan Keuatigan Kementerian Pendayagunaan Aparaiur Negara dan Reformasi Birokrast untuk Periode yang Berakhir 31 Oesember 2020

Merupakan pemakaian persediaan untuk

suku cadang selama TA 2020 atas Beianja

Barang persediaan. Beban ini hanya ada di

LO dan tidak ada di LRA

Merupakan pemakaian persediaan untuk

suku cadang seiama TA 2020 atas Beianja

Barang Persediaan. Beban ini hanya ada di

LO dan tidak ada LRA - Satker Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

2,517.656

TOTAL SELiSIH {35.895.244)

D.1.2.5 Beban Pcrjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas unlLik periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp42.774.208.599 dan Rp 1 12.782.810.008.

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas dicatat sebesar resume tagihan beianja perjalanan dinas dan/atau

tagihan kewajiban pembayaran beianja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah

disetujui K.PA/PPK.

Rincian perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 123 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban I’erjalaiian

Dinas

Rt>42.774.2(iB.599

(dalam Rupiah)

31 Desember 31 Oesember % KENAIKAN

(PENURUNAN)
AKUN URAIAN

2020 2019

524111 Beban Perjalanan Biasa 20.053.154.149 51.726.370.486 (59,74)

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam

Kota

431.040.000 1.318.350.000 (67,30)

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket

Meeting Dalam Kota

17.456.495.500 34.336,840.254 (49,15)

524115 Beban Perjalanan Dinas -

Penanganan Pandemi COVID-19

254.720.000
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524119 Beban Perjalanan Dinas Paket

Meeting Luar Kota

5.315,940.640 17.625.335.500 (69,84)

524211 Beban Perjalanan Biasa ● Luar

Negeri

10,268.061.034 (100,00)

Jumlah Kotor 43.511.350.289 115.274.957.274 (62,25)

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas (737.141.690) (2.492.147.266)

Jumlah Beban Perjalanan Dinas 42.774.208.599 112.782.810.008 (62.07)

Berdasarkan tabel di atas. Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 mengalanii penumnan sebesar Rp70.008.601.409 (62.07 pcrsen) bila
dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain dikarenakan

Kondisi Pandemi COVlD-19 yang terjadi secara global membatasi kegiatan-kegiatan untuk
mencegah penyebaran virus COVlD-19. Selain itu. terdapat pengembalian untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2020 pada Beban Perjalanan Biasa sebesar Rp734.966.690 dan
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp2.175.000.

Adapun perbandingan belanja Perjalanan Dinas di LRA dengan Beban Perjalanan Dinas di
LO adalah sebagai berikut:

Tabel 124 Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan
Desember 2020

Dinas di LO 31

(dalam Rupiah)

Akun Uraian Belanja LRA Penyesuaian Beban LO

524111 Beban Perjalanan Biasa 20,053.361.296 (207.147) : 20.053.154.149

524113 Beban Perjalanan Dinas

Dalam Kota

431.040.000 431.040.000

524114 Beban Perjalanan Dinas

Paket Meeting Dalam Kota

17.467.051,500 : (10.556.000) 17.456.495.500

524115 Beban Perjalanan Dinas -

Penanganan Pandemi

COVID-19

254.720,000 254.720.000

524119 Beban Perjalanan Dinas

Paket Meeting Luar Kota

5.315.940,640 -  . 5,315.940.640
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Jumlah Kotor 43.S22.113.436 (10.763.147) 43.551.350.289

Pengembalian Beban Perjalanan

Dinas

(737.141.690) (737.141.690)

Jumlah Beban Perjalanan Biasa 42.784.971.746 (10.763.147) 42.774.208.599

label 125 Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas per Satker

(dalam Rupiah)

Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara

Komlsi Aparatur Sipii

Negara

Akun Uraian

524111 Beban Perjalanan Biasa 16.669,403.996 3.383.750,153

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 353.640.000 77.400.000

524114 Beban Perjalanan Dinas Pakef Meeting

Dalam Kola

16.848.594.500 607.901.000

524115 Beban Perjalanan Dinas - Penanganan

Pandemi COVID-19

229.520.000 25.200.000

524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting

Luar Kola

4.809.196,640 506.744.000

Jumlah Bruto 38.910.355.136 4.600.995,153

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas 527.355.176 209.786,514

Jumlah 38.382.999.960 4.391.208.639

Terdapat penyesuaian pada Beban Perjalanan Dinas yang disebabkan Pengembalian
Belanja Akun masing-masing pada TA Berjalan ditambahkan dengan Pengembalian
Belanja TAYL.

D. 1.2.6 Beban Penyu.sutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 16

Buban Pum usuunt

dan Amoriisasi
.138.795.704 dan

Rpl6.089.986.190. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis

atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama inasa manfaat

Rpl6.138.795.70-t
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aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Ainortisasi digunakan untuk inencatat alokasi

penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Ainortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi dan perlakuan
penyusulan masing-masing jenis Aset Tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional
(kecLiali tanah) dan Ainortisasi Aset Tak Berwujud.

Rincian perbandingan Beban Penyusutan dan Ainortisasi untuk periode yang berakhir 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

label 126 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

31 Desember 31 Desember

2019

% Kenaikan

(Penurunan)

Akun Uraian
2020

591111 Beban Penyusutan Peralatan dan

Mesin

13.227.470.001 13.554.822.651 (2.42)

591211 Beban Penyusutan Gediing dan

Bangunan

1,962.566.230 1.914.192.445 2,53

591313 Beban Penyusutan Jaringan 44.730.288 44.730.288

592115 Beban Amortisasi Software 853.701.391 561.696.706 51,99

592116 Beban Amortisasi Lisensi 25,781.000 8.613,000 199,33

592118 Beban Amortisasi Aset Tak

Berwujud yang tidak digunakan

dalam Operasional Pemerintahan

5.631.250

592222 Beban Penyusutan Penyusutan

Aset Tetap yang Tidak Digunakan

dalam Operasional Pemerinlah

18.915.544 5.931.100 218,92

Jumlah 16.138.795.704 16.089.986.190 0,30

Berdasarkan tabel di atas. Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir
31 Desember 2020 niengaiami peningkatan sebesar Rp48.809.5l4 (0,30 persen)
dibandingkan dengan 3l Desember 2019.

Kemudian data di bawah ini merupakan perbandingan beban penyusutan antara Satker
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara:

bila
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label 127 Perbandingan Beban Penyusutan perSatker

(dalam Rupiah)

Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara

Komisi Aparatur Sipil

Negara

Akun Uralan

591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 10,561.017.822 2,666.452,179

591211 Beban Penyusutan Gedung dan

Bangunan

1.923,167.170 39.399.060

591313 Beban Penyusutan Jaringan 44,730.288

592115 Beban Amortisasi Software 508.213.750 345.487.641

592116 Beban Amortisasi Lisensi 17.226.000 8.555.000

592118 Beban Amortisasi AsetTak Berwujud

yang tidak digunakan dalam Operasional

Pemerintahan

5.631,250

592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset

Tetap yang Tidak Digunakan dalam

Operasional Pemerintah

17.460.558 1,454,986

Jumlah 13.077.446.838 3.061.348.866

D.I.2.7 Behan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp634.600 dan RpO. Beban

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah beban cadangan yang hams dibentuk sebesar

persentase teitentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dicatat sebesar perhitungan akunlansi

perlakuan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas
piutang.

Rincian perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

atas

Behiin i’enyisihan

I’iiitcin^ Tak Teria^ili

Rp63-i.6()()
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label 128 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

31 Desember 31 Desember % Kenaikan

(Penurunan)

Akun Uraian
2020 2019

594212 Beban Penyisihan Piulang Lainnya 907.327

594931 Beban Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

(272.727)

Jumlah 634.600 100

Berdasarkan tabel di atas. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode
berakhir 31 Desember 2020 mengalami peningkatan biia dibandingkan dengan periode
yang berakhir 31 Desember 2019 dikarenakan pembayaran atas Piutang TP dari saudara
Y.S disetorkan oleh pihak KPKNL sebesar Rp 272.727.

yang

D.2 Kegiatan Non Opcrasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp21 1.679.169 dan Rp407.836.725.
Surplus dari Kegiatan Non Operasional merupakan penjumlahan antara Defisit Pelcpasan
Aset Non Lancar dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pos Suiplus dari
Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan
bukan merupakan lugas pokok dan fungsi enlitas.

Surplus cktri Kegicium

Non Oi>enisio>uil

Rp2l 1.679.169

D.2.1 Surplus/Defisit Pelcpasan Aset Non Lancar

Defisit Pelcpasan Aset Non Lancar berasal dari pendapatan dan beban pelcpasan yang
terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya), karena
Kementerian PANRB melakukan pelcpasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti
masyarakat, Peinerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi Aset Non

Lancar tersebiit. Surplus/Defisit Pelepasaii Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir

j1 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing defisit sebesar
Rp9.895.788 dan surplus sebesar Rp31.306.256.

Defisit Pelcpasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar

Rp9.895.788 berasal dari Pendapatan Pelcpasan Aset Non Lancar sebesar Rp82.121.212
dan Beban Pelcpasan Aset Non Lancar sebesar Rp92.017.000.

Defi.fir Pelepa.mn

,4sel .Vr)/» Lancar

IRp9.m.788j

D.2.I.1 Pendapatan Pelcpasan Aset Non LancarPeittkifxiian

Pelcpasan Aset Non

lMncarRpS2.l2l.2l2
Jumlah Pendapatan Pelcpasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember
2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp82.121.212 dan
Rp36.123.456. Pendapatan Pelcpasan Aset Non Lancar tersebut lerjadi ketika pendapatan
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yang diterima dari Pe)epasan Aset Non Lancar (penghapusan) lebih besar dari nilai bukii

Aset Non Lancar yang dilepas.

Rincian perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Lintuk periode yang berakhir

31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikiit:

label 129 Perbandingan Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

31 Desember | 31 Desember

2020 2019

% Kenaikan

(Penurunan)
Akun Uraian

425122 Pendapatan dari Penjualan

Peralatan dan Mesin

82.121.212

425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan

BMN Lainnya

36.123.456 (100)

Jumfah 82.121.212 36.123.456 127.33

Berdasarkan tabel di atas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp45.997.756 (127,33 persen)

bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Lelang dari Aset yang sudah dipersiapkan

pergantiannya dan berstatus rusak berat dihapuskan dari pembukuan. Adapun perbandingan

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LRA dengan LO adalah sebagai berikut:

Tabel 130 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar di LRA dan LO 31 Desember

2020

(dalam Rupiah)

Pendapatan

LRA
PendapatanAkun Uraian Penyesuaian

LO

425122 Pendapatan dari Penjualan

Peralatan dan Mesin

82.121.212 82.121.212

425129 Pendapatan dari

Pemindahtanganan BMN

Lainnya

82.121.212 (82.121.212)

Jumlah 82.121.212 82.121.212

Telah dilakukan reklasiflkasi akun Pendapatan dari i^emindahtanganan BMN Lainnya

menjadi Pendapatan dari Penjualan Peralatan Mesin pada LO. Tidak terdapat penyesuaian
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pada Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada
LRA sama dengan pada LO.

D.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp92.0l7.000 dan Rp4.817.200.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar tersebut terjadi ketika Aset Non Lancar diserahkan

secara sukarela kepada Pemda atau masyarakat tanpa adanya kompensasi yang diterima dan
usulan serta penghapusan Aset Non Lancar yang dinyatakan rusak berat atau hilang. Beban
Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalaini
peningkatan sebesar 1.810.18 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Beban

Pelepasan Aset Non Lancar Kementerian PANRB selurulinya merupakan Beban Kerugian
Pelepasan Aset (Akun 59611 1). Beban ini hanya muncul pada LO yang didukung dengan
laporan BMN dan tidak ada di LRA.

Rebcm I'ele/xisan Aset

\o/i Linear

R/>92.(tl7.non

D.2.2 Surplus/Dcfisit dari Kegiatan Non Operaslonal Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang
sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus Kegiatan
Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 adalah masing-masing sebesar Rp 221.574.957 dan Rp376.530.469.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember

2020 sebesar Rp221.574.957 berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya sebesar Rp332.884.395 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar
Rpl 11.309.438.

Surplus dan Kegiatan

iS'oti O/Htrasional

Lainnva

Rp22l.57A.957

D.2.2.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp332 884 395 dan
Rp508.606.554.

Rincian perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Pendafxtian dan

KegiciUin Non

Operasional iMiniiya

Rp332.884.395
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label 131 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang

berakhirSI Desember 2020 dan 31 Desember2019

(dalam Rupiah)

Naik

(Turun)
31 Desember 31 Desember

Akun Uraian
2020 2019

%

425791 Pendapalan Penyelesaian Ganli Kerugian

Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara Atau Pejabat Lain.

12,798.000

425792 Pendapatan Penyelesaian Ganli Kerugian

Negara Tertiadap Bendahara

425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai

Tahun Anggaran Yang Lalu

40.483.950 21.599.838 87,43

425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun

Anggaran Yang Lalu

132.731,002 212.877.104 (37,65)

425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun

Anggaran Yang Lalu

491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya

491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 146.871.443 274.129.612 (46,42)

Jumlah 332.884.395 508.606.554 (34,55)

Berdasarkan label di atas, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rpl75.722.l59

(34,55 persen) bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Adapun perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LRA
dengan LO adalah sebagai berikut:
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label 132 Perbandingan Pendapatan LRA dan LO per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Akun Uratan Pendapatan LRA Penyesuaian Pendapatan LO

425791 Pendapatan Penyelesaian

Ganti Kenjgian Negara

Terhadap Pegawai Negeri

Bukan Bendahara Atau Pejabat

Lain.

12.798.000 12.798.000

425792 Pendapatan Penyelesaian

Ganti Kerugian Negara

Terhadap Bendahara

272.727 (272.727)

425911 Penerimaan Kembali Belanja

Pegawai Tahun Anggaran

Yang Lalu

40.483,950 40.483,950

425912 Penerimaan Kembali Belanja

Barang Tahun Anggaran Yang

Lalu

141,851.002 (9.120.000) 132.731.002

491429 Pendapatan Perotehan Aset

Lainnya

491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai

Persediaan

146.871.443 146.871.443

Jumlah 195.405.679 137.478.716 332.884.395

Terdapal penyesuaian sebesar Rpl37.478.716 dengan penjelasan sebagai berikut:

Rp272.727 selisih dikarenakan mapping pendapatan penyelesaian ganti kerugian
negara terhadap bendahara untuk Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR).

Rp9.120.000 selisih dikarenakan mapping pendapatan dari pengembalian Belanja
Barang TAYL, kegiatan Non Operasional.

Rpl46.87l.443 Selisih Angka dan akun ini muncul dikarenakan pada Laporan

Operasional akibat penerapan melode harga perolehan terakhir

1.

2.
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D.2.2.2 Beban darl Kcgiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegialan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Deseinber

2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp! 1 1.309.438 dan
Rpl32.076.085.

Rincian perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Deseinber 2019 adalah sebagai berikut:

Bebim dan Kegiatan

Non 0/Krasional

Lainnya

RpIlUfl'JMS

label 133 Perbandingan Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasionai Lainnya untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Naik
31 Desember | 31 Desember

2020 2019
Akun Uraian (Turun)

%

593311 Beban Penyesuaian Nila! Persediaan 111.309.438 132.076.085 (15,72)

Jumlah 111.309.438 132.076.085 (15,72)

Berdasarkan tabel di atas. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode
yang berakhir 3I Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp20.766.647 (15,72

persen) bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Angka dan akun ini muncul

dikarenakan pada Laporan Operasional akibat penerapan metode harga perolehan terakhir.

jika lerdapat perbedaan antara harga perolehan sebelumnya dengan yang terakhir
(dikarenakan perubahan harga barang tersebut) makan selisih antara harga tersebut

membentuk akun penyesuaian nilai persediaan.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya akun 59331  1 dan 596121 hanya muncul

pada LO yang didukung dengan laporan persediaan dan tidak ada di LRA.

Tabel 134 Belanja LRA dan Beban LO Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Belanja

LRA
Akun Uraian Penyesuaian Beban LO

593311 Beban Penyesuaian Niiai Persediaan 111,309.438 111.309.438

Selisih ini hanya muncul pada Laporan Operasional

akibat penerapan Melode Perolehan Harga Terakhir

Jumlah 111.309.438 111.309.438
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D.3. Surplus (Defisit) - LO

Surplus (Defisit) - LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 adalah masing-masing defisit sebesar Rp206.836.270.938 dan Rp324.610.934.386.

Pos Surplus (Defisit) - LO adalah penjumlahan dari Defisit dari Kegiatan Operasional dan
Surplus sebelum dari Kegiatan Non Operasional.

Rincian perbandingan Surplus (Deflsil)-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Surplus (Defisii) LO

Rp206.836.270.93S

label 135 Perbandingan Rincian Surplus (Defisit)-LO untuk periode yang berakhirSI Desember
2020 dan 31 Desember 2019

(daiam Rupiah)

31 Desember

2019

Naik

(Turun) %

Uraian 31 Desember 2020

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional (207,047.950.107) (325,018.771.111) (36,29)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non

Operasional

211.679.169 407.836.725 (48,10)

Surplus/Defisit LO (206.836.270.938) (324.610.934.386) (36.28)
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E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS

E.l Ekuitas A>val

Nilai Ekuitas Awal Lintiik periodeyang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 adalah masing-masing sebesar Rpl03.462.089.728 dan Rp72.568.082.080. Nilai

Ekuitas Awal merupakan nilai ekuitas akhir pada periode pelaporan tahun sebelutnnya.

Ekuitas A^va!

Rpl03.462M9.728

E.2 Surplus/DefisIt-LO

Jumlah Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 adalah defisit masing-masing sebesar Rp206.836.270.938 dan

Rp324.610.934.386. Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit
dari Kegiatan Operasional, dan SurplLis/Dellsit dari Kegiatan Non Operasional.

Deftsit-LO

Rp206.836.270.93S

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31
Desember 2020 adalah koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp6.777.940.137.

Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 Jumlah Koreksi yang
Menambah/Mengurangi Ekuitas adalah Koreksi

Rp33.1 16.428.291.

penjumlahan antara Koreksi Nilai Persediaan. Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai

Aset Tetap Non Revaluasi. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi dan Koreksi

Lainnya. Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas adalah sebagai berikut:

label 136 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

yang menambah Ekuitas sebesar

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas merupakan

Koreksi Yang

Menambah Ekuitas

(Rp6.777.940.l37j

(dalam Rupiah)

Uralan Ntiai

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalaban Mendasar

(a+b+c+d+e+f)

(6.777.940.137)

Penyesuaian Nilai Aseta
0

b Koreksi Niiai Persediaan 0

Koreksi Atas Reklasifikasi 0

Selisih Revaluasi Aset 276.303.000

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
(96.796.826)

f Koreksi Lain*!ain
(6.957.446.275)

Catalan Atas Laporan Keuangan LPE -124



laporan Keuangan Kementenan Pendayagunaan Aparatuf Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Penode yang Berakhir 31 Desembet 2020

E.3.1 Sclisili Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset adalah Selisih Revaluasi Aset Tetap (391 114) yang merupakan

selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset
Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah

masing-masing sebesar Rp276.303.000 dan Rp34.454.731.394. Selisih Revaluasi Aset

Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan,

Irigasi dan Jaringan beriipa Jalan Jembatan dan Bangunan Air. Selisih Revaluasi Aset Tetap
senilai Rp276.303.000 yang seluruhnya terdapat pada Satker Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara yang diketahui dari proses koreksi revaluasi pada aplikasi

SAKTI Modul Aset pada bulan Desember 2020 dengan nomor surat BAR-
0443/REV/WK.N.07/KNL.05/2020.

Selisih Revaluasi Aset

Rp276.S03.im

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (391 1) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019 adalah koreksi kurang sebesar Rp96.796.862 dan

Rpl.342.690.177. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan akun ekiutas yang
mencatat segala koreksi nilai yang terjadi pada aset non revaluasi.

E.3.2.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019 adalah koreksi kurang masing-masing sebesar Rp39.359.362
dan Rpl.342.690.177. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi mencerminkan koreksi atas

nilai aset tetap yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian aset tetap yang terjadi
pada periode sebelumnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Xilai Asei Xoii

Revaluasi

(Rp96.796.S62)

Koreksi Xilai Asel

Liinnya Tetap Non

Revaluasi

(Rp39.350.362)

E.3.2.2 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp57.437.500 dan RpO. Koreksi
Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi mencemiinkan koreksi atas nilai aset lainnya

diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian aset lainnya yang terjadi pada periode
sebelumnya yang bukan karena revaluasi nilai.

label 137 Rincian Akun Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

yang

Koreksi Nilai Aset

Ixiiniiya Tetap Non

Revaluasi

lRp57.437.S0n)

(dalam Rupiah)

Koreksi
No Uraian Total

Tambah Kurang

1 Jurnal Penyesuaian Hibah

lainnya atas Koreksi kurang

atas hibah jasa TAYL yang

dicatat sebagai beban akrual di

LO - Satker Komisi Aparatur

Sipil Negara

S7.437.S00 (S7.437.500)

JUMLAH
(57.437.500)
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E.3.3 Korcksi Lainnya

Koreksi Lainnya (391 1 19) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 adaiah sebesar (Rp6.957.446.275) dan Rp4.387.074. Koreksi Lainnya

merupakan koreksi selain yang terkait Barang Miiik Negara, antara lain koreksi atas

Pendapatan. koreksi atas Beban. koreksi atas Hibah. Piulang dan Utang.

Tabel 138 Rincian Akun Koreksi Lainnya

Koreksi Lainnya

iRl^.957.446.275)

(dalam Rupiah)

Koreksi
No Uraian Total

Tambah Kurang

1 Jumal Balik piutang lainnya atas

pengembalian belanja TA 2019 yang

disetor TA 2020 pada Satker Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara

120.593.953 {120,593.953)

Jurnal penyesuaian pendapatan TGR

TA 2020 pada Satker Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

272.727 272.727

Jurnal balik Kas Lainnya pengembalian

belanja Perjalanan Dinas TA 2019 yang

disetor TA 2020 pada Satker Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur

12.137.049 (12.137.049)

Negara

Jurnal balik Penyisihan Piutang

lainnya atas pengembalian belanja TA

2019 yang disetor TA 2020 pada Satker

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara

602.970 602.970

Jurnal Penyesuaian Hibah lainnya atas

Koreksi kurang atas hibah jasa TAYL

yang dicatat sebagai beban akrual di

LO - Satker Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

4.154.976.699 (4.154.976.699)

Jumal Penyesuaian Hibah lainnya atas

Koreksi kurang atas hibah jasa TAYL

yang dicatat sebagai beban akruai di

LO - Satker Komisi Aparatur Sipit

2.670.614.271 (2.670.614.271)

Negara

JUMLAH (6.957.446.275)
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r.4Transaksi Antar EntitasIhinsaksi .-Uirar linriias

Rp253M63.295.454
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Deseinber 2020 dan 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp253 danmasing-masing .863.295.454

Rp322.388.513.743. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua ataii

lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL). antar KL. antai'

Bendahara Umum Negara (BUN), maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas (LPE) merupakan penjumlahan dari Realisasi Pendapatan yang
berupa Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Realisasi Belanja yang berupa Ditagihkan ke
Entitas Lain (DKEL). Transfer masuk. Transfer keluar, Pengesahan Hibah.

Adapun rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020
adalah sebagai berikut:

label 139 Rincian Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Akun Uraian Nitai

313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 208.970.613.949

313121 Diterima dari Entitas Lain (277.526.891)

313211 Transfer Keluar (188.787.665)

313221 Transfer Masuk 36.743.387.000

391131 Pengesahan Hibah Langsung 8.615.609.061

Jumlah 253.863.295.454

E.4.I Ditagihkan ke Entitas Lain

DKEL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah

masing-masing sebesar Rp208.970.613.949 dan Rp313.618.680.764. DKEL merupakan
transaksi antar entitas atas belanja Kementerian/Lembaga yang melibatkan Kas Negara.

Dilagilikan ke Enlitas

l.am (DKEL)

Rp208.970.6I3.949

E.4.2 Diterima dari Entitas LainDitagihkan dari Emitas

iMin (DDEL)

(Rp277.526.89!)
DDEL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah

masing-masing sebesar Rp277.526.891 dan Rp 1.202.847.300. DDEL merupakan transaksi
antar

entitas atas pendapatan pada Kementerian/Lembaga yang melibatkan Kas Negara.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

adalah masing-masing sebesar Rp 188.787.665 dan RpO. Transfer Keluar merupakan

Transfer Keluar

(Rpi88.787.665)
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perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada interna! Kementerian

PANRB. antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Leinbaga  dengan BA-

BUN. Penyelesaian Langsung Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan Dalam

Renovasi berupa rumah dinas Menteri/Pejabat Kementerian PANRB yang tercatat sebagai

Aset dari Sekretariat Negara, renovasi menggunakan anggaran Kementerian PANRB

(BA.048, Satker 427950) akan tetapi karena aset melekat dan dimiliki oleh Sekretariat

Negara (Kementerian Sekretariat Negara) maka nilai realisasi/perolehan ditransfer Keluar

ke Kementerian Sekretariat Negara.

Rincian Transfer Keluar untuk periode yang berakhirSl Desember 2020 adalah sebagai
berikut:

label 140 Rincian Transfer Keluar (Akun 313211)

(dalam Rupiah)

Akum.

Penyusutan
Akun Uraian Entitas Nilai Perolehan Niiai Buku

135111 Penyelesaian

Langsung

Aset Tetap

Renovasi

Gedung dan

Bangunan

Dalam

Renovasi

Kementerian

Sekretariat

Negara

188.787.666 188.787,665

Jumlah 188.787.665 188.787.665

E.4.4 Transfer IMasuk

Transfer Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

adalah masing-masing sebesar Rp36.743.387.000 dan RpO. Transfer Masuk merupakan
perpindahan Aset/Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal Kementerian

PANRB. antar Kementerian/Leinbaga dan antara Kementerian/Leinbaga dengan BA-

BUN. Reklasifikasi Masuk dari Persediaan Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa
Golongan, yang diterima dari KPK dengan BAST No. BA-Ol/BMN-KASN/1 1/2020,

penyerahan ini dilakukan dalam rangka penelapan status penggunaan dari KPK RI kepada
Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.

229/KM.6/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN yang berasai dari Barang
Rampasan Negara pada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Luas Tanah 2.345 M- dan

Luas Bangunan 1.040 M- yang beralamat di Jalan Cipinang Cempedak II Nonior 25A RT
01 1/06. Kclurahan Jatinegara. Kota Jakarta Timur. DKl Jakarta dan dicatatkan pada
tanggal 30 November 2020.

Tnins/er Masuk

Rp36.743J87.000
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Rincian Transfer Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai
berikut:

Tabel 141 Rincian Transfer Masuk (Akun 313221)

(dalam Rupiah)

Akum.

Penyusutan
Akun Uraian NIlai PerolehanEntitas Nilai Buku

131111 Tanah Komisi Aparatur

Sipil Negara

32.784.833.000 32.784.833.000

133111 Gedung dan

Bangunan

Komisi Aparatur

SipN Negara

3.958,554.000 3.958.554.000

Jumlah 36.743.387.000

E.4.5 Pcngesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.615.609.061 dan Rp9.972.680.279.

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung

Kementerian PANRB dalam bentuk Kas, Barang maupun Jasa sedangkan Pencatatan

Pendapatan Hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

adalah sebagai berikut:

Pengesuhun Hibah

Lanfisun^

RpS.6l5.609MI

label 142 Rincian Pengesahan Hibah Langsung (Akun 391131)

(dalam Rupiah)

Kode Satker Nama Satker Nilai

427950 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 234.050.000

427950 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 2.303.677.484

427950 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 331.899.300

427950 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 340.923.630

427950 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 29.589.241

427950 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 1.851,299.195
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427950 Menleri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 12.796.614

015416 Komisi Aparatur Stpit Negara 2.711.320.545

015416 Komisi Aparatur Sipil Negara 381.259.326

015416 Komisi Aparatur Sipil Negara 418.793.726

JUMLAH 8.615.609.061

Rincian atas Hibah Langsung adalah sebagai berikut:

Tabel 143 Rincian Hibah Langsung

(daiam Rupiah)

Pemberi
No No. Dokumen/BAST Tgl. Dokumen Nilai PengesahanHIBAH

1  TASPEN BAST 09-03-2020 234.050.000

No. 8A-1/Ky2020

No. 04/BN.00/2020

DFAT BAST 24-11-2020 2.303.677.484

No: 129/KS.01/2020

GIZ BAST NO.0027TRANSFORMASI-

BR/MKOK/BARANG/2020

23-12-2020 331.899.300

KOICA BAST No. KOICA/2020/382 15-12-2020 340.923,630

GIZ BAST NO.002/TRANSFORMASI-

BR/MKOK/BARANG/2020

23-12-2020 29.589.241

GIZ BAST NO.002/TRANSFORMASI-

BR/YANLIK/JASA-2020

23-12-2020 1.851.299.195

GIZ BAST NO.002/TRANSFORMASI-

BR/MKOK/BARANG-2020

23-12-2020 12.796,614

USAID 140/USAID-INA/BAST-Service/DRG 14-07-2020 2.711.320.545
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USAID 241/USAID-INA/BAST-Service/DRG 26-11-2020 381.259.326

10 DFAT 07/Hibah,DFAT/KASN/XII/2020 18-12-2020 418,793.726

Jumlah 8.615.609.061

E.5 Kcnaikan Ekuitas

UritLik periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terjadi Kenaikan
Ekuitas adaiah masing-masing sebesar Rp40.249.084.379 dan Rp30.894.007.648. Nilai

tersebut diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO.

Menambah/MengLirangi Ekuitas. dan Transaksi Antar Entitas, dengan uraian sebagai
berikut:

Koreksi Yang

Keiuiikun Ekuitas

R[>40.249.08-f.379

label 144 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas

(dalam Rupiah)

Uraian Niiai

Surpius/Defisit-LO (206.836.270.938)

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain

berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Akuntansi/Kesaiahan Mendasar (a+b+c+d+e+f)

(6.777.940.137)

Penyesuaian Nilai Aset 0

Koreksi Nilai Persediaan 0

Koreksi Atas Reklasifikasi 0

Selisih Revaluasi Aset Tetap 276.303.000

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (96.796.826)

Koreksi Lain-lain
(6.957.446.275)

ITransaksi Antar Entitas 233.863.295.454

Kenaikan/Penurunan Ekuitas 40.249.084.379
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E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-

masing sebesar Rpl43.711.174.107 dan Rpl03.462.089.728. Nilai Ekuitas Akhir

merupakan nilai ekuitas akhir pada periode pelaporan tahun berjalan.

Ekuiias Akhir

Rpl43.7l 1.174.107
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F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.l KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Terdapat Catalan Pendapatan Hibah kurang catat pada BAST No.

002/MKOK/TRANSFORMAS1-BR/MKOK/BARANG/2020 yang diterima di

Satuan Kerja Menteri Negara PANRB (427950), atas barang berupa Notebook

Fujitsu Lifebook E756 yang salah catat sebesar 841 Euro (Berdasarkan Kurs

Tengah 2017, 1 Euro = Rpl6.760,96). Dengan demikian, Nilai Buku Laptop

tersebut seharusnya Rpl4.096.001.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Selama Periode Januari sampai dengan Desember 2020 telah dilakukan 6 (enani)

kali Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Eksternal pada Satker

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) dan 5 (lima) kali

Revisi DIPA Internal (Kewenangan KPA). Sedangkan selama TA 2020 Satker

Komisi Aparatur Sipil Negara (015416) telah melakukan 8 (delapan) Kali Revisi

DIPA Eksternal dan 6 (enam) Kali Revisi DIPA Internal.

2. Terdapat Pembayaran dari Tambahan Uang Persediaan (TUP) Bendahara yang

tidak terbayarkan pada Tahun Anggaran 2020 dan baru terbayarkan pada TA 2021

dikarenakan permasalahan pada sistem perbankan dalam penyaluran CMS {Cash

Management System).

3. Tanah yang di atasnya terdapat gedung Satker Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dengan luas 9960 m2, adalah Tanah Dan Bangunan milik

Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian PANRB telah melakukan

perjanjian penggunaan sementara dengan Kementerian Sekretariat Negara dengan

perjanjian Nomor PERJ-11/Kementerian Sekretariat Negara/Ses/10/2016 tanggal

25 Oktober 2016 dan Kementerian PANRB telah mengirimkan permohonan

perpanjangan Penggunaan Sementara Gedung Milik Kementerian Sekretariat

Negara RI sesuai Surat Nomor B/24/BN.01/2019 tanggal 24 Oktober 2019.

4. Tanah yang di atasnya terdapat Gedung Komisi Aparatur Sipil Negara dengan luas

1024 m2, adalah Tanah Dan Bangunan milik Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah. Kementerian PANRB u.p. Satker Komisi Aparatur Sipil

Negara telah melakukan perjanjian penggunaan sementara dengan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan perjanjian Nomor
31/PRJ/M.KUKM.l/iX/2015 dan Nomor 2971/PRJ/Kementerian PANRB/iX/

2015 tanggal 9 September 2015 serta Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor

3 l/BAST/M.KUKM.l/IX/2015 tanggal 9 September 2015.

5. Terdapat Konslruksi Dalam Pengerjaan berupa Jasa Konsultasi Perencanaan

Desain Ruang Kerja 2020 di Kementerian PANRB berdasarkan Surat Perintah

Kerja (SPK) No. 98 l/PPK-DMPTT/PANRB/07/2020 tanggal 26.1uli 2020 dengan

nilai kontrak sebesar Rp74.916.600.
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6. Terdapat Kewajiban Atas Giigatan Hukum sebesar Rp3.816.000 yang statusnya

SLidah final namun belum dianggarkan dan belum dibayarkan pada Tahun 2020,

yaitu sebagai berikut:

a. Putusan Peninjauan Kembali {PK)No.: 31 PK/FP/TUN/2020 tanggal 14April

2020 dengan amaryang mengabulkan Permohonan Para Pemolion seluruhnya

dan menghukum Tennolion PK (dalam lial ini Kementerian PANRB) untuk

membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan. yang pada

peninjauan kembali. Biaya perkara pada semua tingkat pengadilan yang wajib

dibayarkan oleh Meiiteri PANRB sebesar Rp 2.816.000 (dua juta deiapan

ratus enam belas ribu rupiah). Sudah hiknicht.

b. Putusan No.: 30P/HUM/2020, yang ditetapkan pada 04 Juni 2020, yang

mengabulkan pennohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon LIE

PUTRA SETIAWAN, S.H.. M.H., dan menghukum Termohon membayar

biaya perkara sejumlah Rpl .000.000,00 (Satu Juta Rupiah), dalam hal ini
Kementerian PANRB
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LAMPIRAN Al
KEMtNTERIAN PGNDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASl

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGOARAN - SEMESTERAN GABUNGAN

INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER K.ELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2020 AUDITED

04801 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASl

1. Lampiran Al

SALDO PERMUTASlSALDO PER

31-DESEMBER-2020AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG SAT 01-JANUARI-2020 BERKURANGBERTAMBAH

KUANTITAS NILAIKUANTITAS NILAIKUANTITA NILAIKODE KUANTITAS NILAIURAIAN

S

11108 91 6 72 3 4 5

36,743.387^00 1 32,784.833,0000 3,958,554.000131111 TANAH 0 i0

32,784,833,0003,958,554,000 136,743,387,000 02.01.01 0 1TANAH PERSIL 0

297,481,8000 103.01.01 0 0ALAT BESAR DARAT 1 297,481,800

2,931,954,600280 012,331,0003.01,03 2,919,623,600 3ALAT BANTU 25

33,540,368,200176383,829,0001,354,750,000 73.02.01 32,569,447,200 8ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 175

7,835,0000 57,835,000 03.02.02 5ALAT ANGKUTAN DARAT TAK 0 0
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l.AMPIRAN A1
KEMENTF.RIAN PENDAYAOUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN BARANG KUASA PENOGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN GABUNGAN

INTRAKOMPTABEl. DAN EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2020 AUDlTliD

04801 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APAFIATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

BERMOTOR

12,141,3460 0 0 53.03.01 ALAT BENGKEL BERMESIN 5 12,141,346 0

0 20 41,678,8003,03,02 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 30,678,800 6 11,000,000 014

293,458,7800 0 0 113.03.03 ALATUKUR 11 293,458,780 0

0 0 21 78,716,5003.04.01 ALAT PENGOLAHAN 59,966,500 5 18,750,00016

69,747,322 1,592 11,222,727,0473.05.01 10,251,652,980 165 1,040,821,389 15ALAT KANTOR 1,442

672,065,178 5,759 23,031,846,5393.05.02 610 2,759,425,176 160ALAT RUMAH TANGGA 5,309 20,944,486,541

3,346,902,7089 96,506,833 3023.06,01 ALAT STUDIO 2.413,000,041 56 1,030,409,500255

2,483,326,3053 27,066,000 2793.06,02 ALAT KOMUNIKASI 2,175.005,105 49 335,387,200233

0 28 78,891,2003.06.03 0 0PERALATAN PEMANCAR 28 78,891,200 0

73 289,172,5393.07.01 74,213,500 0 0ALAT KEDOKTERAN 31 214,959.039 42

1 7,485,0003.07.02 0 0ALAT KESEHATAN UMUM 0 1 7,485,0000

1,054,451,1940 813.08.01 214,275,000 0UNIT ALAT LABORATORIUM 35 840,176,194 46

58,465,0000 770 03.08,02 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA 58,465,000 077

NUKLIR

42,235,0000 43.08.03 3,735,000 0ALAT LABORATORIUM FISIKA 38,500,000 31

NUKLIR/ELEKTRONIKA
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I.AMPIR.AN A1
KEMENTORiAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REPORMASI BIROKRASI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTHRAN GABUNGAN

iNTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABHL

RINCIAN PER KELOMPOK

TAM UN ANGGARAN 2020 AUDITED

04801 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

9,350,0000 10 03.08.04 ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI 9,350,000 01

LINGKUNGAN

553,250,9000 139476,086,500 03.08.06 77,164,400 89ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN 50

HIDUP
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LAMPIRAN A1
KEMENTCRIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SHMESTERAN GABUNGAN

INTRAKOMPl'ABEI, DAN EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

TAI lUN ANGGARAN 2020 AUDITED

04801 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

MUTASI SALDO PERSALDO PER

31-DESEMBER-202001-JANUARI-2020AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG SAT BERKURANGBERTAMBAH

KUANTITAS NILAIKUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAIKODE URAIAN KUANTITAS NILAI

8 9 10 116 71 2 3 4 5

103.773,0008,569,000 0 0 23.08.07 PERALATAN LABORATORIUM 1 95,204,000 1

HYDRODINAMICA

28,549,3080 0 0 43.08.08 ALAT LABORATORIUM STANDARISASI 28,549,308 04

KALIBRASI a INSTRUMENTASI

71,200,0000 103.09.02 0 0 0PERSENJATAAN NON SENJATA API 10 71,200,000

86,621,6010 313.09.04 1 6,133,500 0ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 30 80,488,101

24,602,695,0671,5373.10.01 4.731,633,705 147 1,815,755,427KOMPUTER UNIT 1.361 21,686.816.789 323

19,900,674,404245,124,724 1,4503,10.02 218 5,437,497,078 54PERALATAN KOMPUTER 1,286 14,708,302,050

6,000,0000 43.11.02 0 0 0ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA 4 6,000,000

23,100,00023,15.02 0 0 0ALATPELINDUNG 23,100,000 02

114,595,2507,485,000 103,15,03 109,870,250 1ALAT SAR 9 12,210,000 2

232,052,000213.15.04 0 0ALAT KERJA PENERBANGAN 211,252,000 2 20,800,00019
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LAMFIKAN A1
KtiMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI [JIROKRASI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN GABUNGAN

IN TRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABHL

RINCIAN PER KELOMPOK

i'AHUN ANGGARAN 2020 AUDITED

04801 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKFWSI
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LAMPIUAN A1
KEMENTI2R1AN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANOGARAN - SEMESTERAN GABUNGAN

INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2020 AUDITED

04801 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

SALDO PERSALDO PER MUTASI

31-DESEMBER-2020AKUN NERACA / KELOMPOK SAT 01-JANUAR1-2020 BERKURANGBERTAMBAH

BARANG

KUANTITAS NILAIKUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAIKODE KUANTITAS NILAIURAIAN

9 10 116 7 81 2 3 4 5

3,012 756,395,12552,807,530 0 06.01.01 BAHAN PERPUSTAKAAN 2,783 703,587,595 229

TERCETAK

363,100,0000 0 1363,100,000 0 06.01.02 BAHAN PERPUSTAKAAN 1

TEREKAM DAN BENTUK MIKRO

114,500,0000 10 06,05.01 TANAMAN 1 114,500,000 0

Sr

12 2,581,329,00003,02.01 ALATANGKUTAN DARAT 2,197,500,000 383,829,000 05 7

BERMOTOR

0069,747,3223.05.01 0 69,747,322 15ALAT KANTOR 0 15

30,641,500338,315,538 4368,957,038 843.05.02 ALAT RUMAH TANGGA 0 0 88

096,506,833 096,506,833 93.06.01 ALAT STUDIO 0 0 9

Lampiran A1 - 6



I.AMFIIUN A1
KIZMENTFRIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN GABUNGAN

INTRAK.OMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2020 AUDITED

04801 - KEMENTERiAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl

027,066,000 3 27,066,000 03.06.02 ALAT KOMUNIKASI 0 30

1,651,297,800 12 168,970,1713.10.01 45,108,800 144 1,775,159,171 134KOMPUTERUNIT 2

235,209,724 7 339,915,000245,124,724 493.10.02 PERALATAN KOMPUTER 2 330,000,000 54

241,278,132,1139,919,473,01662,929,506,518TOT 188,268,098,611

A L

Lampiran A1 -7



Lampiran A2II.

Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
(dalam Rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2019Saldo Per 31 Desember 2020

KeteranganNo Kode Satker Nama Satker Keterangan

Jumlah Tunai/No.RekJumlah Tunai/No.Rek

I
427950 Menteri Negara

Pendayagunaan
Aparatur Negara

Nihil Nihil

Nihil015416 Komisi Aparatur Sipil
Negara

Nihil

NihilJumlah Nihil

Saldo Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
(dalam Rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2019Saldo Per 31 Desember 2020

KeteranganNo Kode Satker Nama Satker Keterangan
Jumlah Tunai/No.RekJumlah Tunai/No.Rek

1. 427950 14.651.608 Tunai dan RekeningMenteri Negara
Pendayagunaan Aparatur
Negara

5.837.398,036 Rekening BP
BP

9.120.000015416 Komisi Aparatur Sipil
Negara

13.839.322 Tunai

Rekening BP dan
Tunai

23.771.608Jumlah 5.851.237.358

Lampiran A2-8



Saldo Kas Hibah Langsung

(dalam Rupiah)

Saldo Per 31 Desember2019Saldo Per 31 Desember 2020

KeteranganKeteranganNo Kode Satker Nama Satker

Jumlah Tunal/No.RekJumlah Tunal/No.Rek

NihilMenteri Negara
Pendayagunaan
Aparatur Negara

Nihil1. 427950

Nihil015416 Komisi Aparatur Sipil
Negara

Nihil

NihilJumlah Nihil

Lampiran A2-9



III. LAMPIRAN PENDUKUNG

Nota kesepakalaii angka asersi final

Rincian laporan yang dihasilkan aplikasi, antara lain:

a. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

b. Laporan Realisasi Anggaran

c. Laporan Realisasi Anggaran Belanja

d. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

e. Neraca

f. Neraca Percobaan Akrual

g. Neraca Percobaan Kas

h. Laporan Operasional

i. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan pengguna barang

Daftar, dokumen, atau label yang diperlukan dalam rangka penyajian laporan keuangan yang andal

2.

3.

4.

Lampiran Pendukung-10
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NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN KEMENPAN-RB fBA 048) TAHUN 2020

YANG DIMASUKKAN DALAM

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020 (AUDITED)

Nomor : NKF-048/42/PB.6/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal ̂  April 2021, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah
melaksanakan Rekonsillasi TIga Pihak secara Online untuk menyepakati dan menyetujui angka-
angka daiam Laporan Keuangan KEMENPAN-RB (BA 048) Tahun 2020, sebagaimana Lampiran
Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini sebaaai

-KEMENPAN-RB (BA 048) Tahun 2020 dan untuk dikonsolidasikan
LKPP Tahun 2020 (Audited).

Kesepakatan ini dibuat daiam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan
Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN
(Unaudited) ddakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh
Ditjen Pe^rbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditien Kekavaan

Barang Milik Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi
dan K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa
disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka KEMENPAN-RB (BA 048) menyetujui akan memnroses
menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2020

{Audited) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka daiam Lampiran Nota
Kesepakatan ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuanqan)

Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang MilikNegara) palmg lambat tanaaal 5Mei2021. ^

daiam

Keuangan yang telah disetujui dan

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian Pendavaaunaan
Aparatur Nen^rz: d^n Reformasi

Birokrasj_ieK^^j;gfiv -.

V

Kementerian Keuangan Rl,
Ditjen ggara

Kementerian
Ditjen Per
Selaku TirSel. LBMN

^ /, A
y \

u*

Wja hm
*) u»

'
50

%
B; Sulist/

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK

Novia Anoraini



LAMPIRAN MOTA KESEPAKATAN

Nomof :HW^-048/42/PB.6m21

Tan^l: 22 April 2021

KodeBagianAnggtran ; <Ut

Urslan StgianAnggsran ;  KEM
1. lAPORAN REAUSASIANG6ARAN

A PENOAPATAN EKTERlANPENDAYAGUKAANAPARA'njRKEGARAOAN
REFORMASIBIROKRASI

AUOrTEOKOREKSI PENGEMBAUANUNAUDITED
URAIAN

PENCEMBAUANBRUTO

31 2

41. Pertdapalan Pe^^aitan

42. PcndapaUn Negara Bukan PsjA

421. Perxiapalan Sumtwr Daja A4sm
422. Pendagatan (t»i KND

425. F^ndapalanPNBPLainni’a

424. Pendapaian BLU

43 Pendepaun Hibah

277.526.69

277,526.89

277,52649TOTALPENOAPATAN

B.BELANJA

AUDITEDKOREKSI PENCEMBAUANKOREKSI BRUTOJENIS

BELMUA
URAIAN HETTOPENCEMBAUANBRUTOKREDITKREDIT osarrHEHO DEBITPENCEMBAUANBRUTO

12=10-910 = S^7 11 =4«6-9967S 63 421
79.999.636.664

110.925.757.586

16.045.219.699

I2.3S9.067

762.M1.690'
80.012.025.731

111.687.799476

18 045.219.699

80.012.025.731

111.687.7M276

16.045.219.699

12.389467

762.041.690

79.939.636.664

110,925.757586

18.045.219499

Btlanja Pegawai
Belanja Batang dan iasa

Belai^a Modal

Belania Pembayaian KniajlDan Utang

Selar^a Subsidi

BatapjaNbah

Belania B^tuan Sosiid

Belar^a BMeeia Lan-iain

51

52

53

54 ^155

56

57

58
208.970.613.949774.4M.7S7209.745444.706208.970.613449774.430.757TOTAL BELANJA

Jakarta, Apr

KememeiiriLoj^a^
Badan Penieriksa Keuangao.

Novia Anggarini

NIP 197911042006042001
SiiSusat.

NIP 1382'

kPerlKndsharaan,

ifai t Singawiria
986031001

Sulisiyono

■A

%



UMPtflAHNaTAKESEPAKATAN
N«mer :HKF 048/42iPB.S/202l

Taiggtl: 22Ap(nZ0ZI

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 OESEMBER 2020

K/L: KEMENTERIAN PEKDAYAGUNAAM APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASi
BA : 04B

KOREKSI AUDITED KOREKSIHEVALUNAUDITED ASERSI FINALDEBET KREDIT DEBET KREDIT
KEOIATAW OPERASIONAL

PENDAPATAN OPERASIONAL

 ̂ ^DAPATAN PERPAJAkAN

0
0

0
0

0
0

Pendapalan Cukai

Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Baa Maauk

Keluar

Pendapatan Pajak Lain-lain

Jutniah Pendapatan Perpajakan

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

  Panarimaan Sumbat Oaya Alam

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 0 0 0 0 0

0
0

0
0

lit 0
0

0 0 0 0 0 0PENDAPATAN HIBAH

Pendapatan Hibah

  Jumlah ̂ ndapalan Hibah
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL

BEBAN OPERASIONAL

0
0

0 0 0 Q 0 0
0 0 0 0 0 0

79.801.266.114

5.051.886.631

60.458J84.970

10.233.406.959

42.774.415.748

79.901.266.114

5J51.886.631

53.173.111.500

10.008.046J59

42.774i08.599

Beban Persediaan

0 7.285.273.470

225.360.000

207.147

0

0
_ Baban Barang Untuk Disarahkan Kepada Masyarakat 0

0
0

0
0

0Behan Hibah

Beban Bantuan Sosial

JebanJrMsfM
BabanLain-lain

Baban Penyusutan dan Amortisasi

0 0 0 0
0

0
0

0
0

0
16.010.406.736

^9.^2
214.429J76.668

(214.429.876.668)

140.243.667

525J88

140.768.755

1140.768.755)

11.854.699 16.138.795.704

634.600

0^ 207.047.950.107

0  1207.047.950.107)

0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL

SURPLUSHDEFISmOARI KEGIATAN OPERASIONAL
7JM.69S.316
~17.522.695.316)

0

0



LAMPIUN NQTA KESEPAXATAN

Nonor :NKF 048|42rPB.6|202l
Tamaal; 22Apiil2Q2l

LAPORANOPERASIGNAl

UNTUK PERIODE YANG.BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

K|L: KEMENTERIAN PENDAVAGUNAAN APARATUH NEGARA & REFORMASI BIROKRASI

BA : 048

KOREKSI AUDITED KOREKSIREVAL
UNAUDITED ASERSI FINAL

DEBET KREOIT DEBET KREOIT

KEGIATAN NON OPERAStONAL
SURPLUS/IDEFISIT) PELEPASAN ASET NON lANCAR

Pendapaian Pelepasan Aset Non Lanear

Beban Psiepasan Aset Non Lanear

Jumlah Surptusl(Dcfisit) Pelepasan Aset Non Lanear

SURPLUSIIOEFISIT) PENVELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Pendapaian Penvaiesaian Kewajiban Jargka Panjang

Beban Penyajesatan Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus/IDcfisit} P^yelesaian Kewajiban Jangka Panjang
SURPLUSHDEFlSm DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pendapaian dari Kegiaian Non Operasional Lainnya

Beban dart Kegiaian Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus/IOofisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

SURPLUSJIDEFISITI DARI KEGIATAN NoToPERASIONAL
POS LUARBIASA

Pendap^n Luar Biasa
Beban Luar Biasa

SUHPLUsiioEFISITI DARI POS LUAR BIASA

SURPLUSIIOEFISIT) LO

82.121.212

92.017.000

(9.895.7881

82.121.212

92.017.000

(9.B95.78B)0 0 0 0

0 0
D 0
0 0

0
332.884.395

111.309.438

221.574.957

211.679.169

332.884.395

111.309.438

221.574.957

211.679.169

0 0 0 0

0 0 0 0

D 0
0 0
0 0 0 0 0 0

1214.218.197.499) (140.768.7551 17.522.695.316) 0 0 (206.836.270.938)
y

Jakart ;
Kem‘;il Badan Pemeriksa Keuangan,

Novia Anggarini
NIP 197311042006042001

Oitjan Kekayaan N Ditjen Perb

Bambang listyi
NIP 1971 B09i



NERACA KEMENTERIAN NEGARAA.EMBA6A - LKPP 2020

PER 31 DESEMBER2020

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : NKF-04t/42/PB.8a021

Tanggal: 22 April 2021

K/L: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASIBIROKRASI
BA; 048

KOREKSIAUOITED ● WOH REVAL KOREXSI AUDITED ● REVALAKUN UNAUDITED ASERSI FINAL
OEBET KREDIT DEBET KREDIT

ASETLANCAR

Kas <B Bendalisra Pengeluaran
Kas ili Bandahsra Pantrimasn

Kas Lahnya dan Satew Kas 5.974.845.745 5.837.3SBi}36 5.961.006.423 5.651.237.35
KaspadaBLU

bwestasl Jangka Pendak BIU

BebtjaOaiayafOtmuka [prepaid)

Uang Muka Belanja (piepaymem)

Pendapalan yang Maaih Hana Diteruna

RutangPerpajaKan

Penylaihan PTH-Piuteng Petpajakan

PlutangPerp^ikanlNatto) 0 0
Piulang Bukan Pitjok 21.902.500 105.017.764 126920.26-

Penyiilhan PTH -Ptatang Bukan P^ (109.512) 525.068
(634901

Piutong Bukan Pajak (Netto) 21.791988 105.017.764 525988 126285.66-
BagianLanca/TPA

PenyislIanPTH-BagianLaflcarTPA

Bagian Lanear TPA (NeBo)

BagianLaicafTP/TGR
0 0

Penyiiilian PTH-Bagian LancarTP/TGR

Bagian Lancar TP7TGR (Notlo) 0 0
Piulang dariKegialan BIU

PenyfaihanPTH-PiutangdanKegialanBLU

Piutang dari Keglaten BIU (Netto) 0 0
PenecSaan 1.415914997

1.415814.89
JumlahAset Lancar 7.411453.630 5.942415.800 5.961.531911 7.393.337.91

A8ETTETAP

Tanalt 32.784933.000
31784.83390

PeralatandanMasin 124918.786978 49.494.069 222923285 124945957.68
GedungdanBangunan 77217969.092

77217.969.09
Jabn. ItigasL dan Jaringan 1.39S2IS950

1.395216.55
AsetTeteplairoiya 1969955.712

1.889.655.71
Konskuktl Dalam Pongcijaan 74916.600

74.916.60
Akumulasl Penyuautan Peralatan dan Mettn (68.883.740955) 178.170982 3.132.198

(88.708.701.66
AKumulasi Penyuautan Gedung dan Bangunan (7.035.761.740) 3.768.565 404.527

(7.032.399.70
Akuttniiasi Penyusutan Jaian, Irigasl, dan Jating (693919.470)

(693319.47
Akumulasl Panyusulan AscI Telap Lainnya

JumlahAaetTetap 141248956.067 231431916 225960.0S8 0 0 141.254.127.57
PIUTANG JANGKA PANJANG

Ta^um Penjualan Angsuran

Penyislhan Piutang Tak Tenaglh ● TPA

Taglhan Penjualan Angsuran (NeHo) 0 0
Taglhan TP/Tuntuten Gan6 Rugi 763.139.873

783.139.87
Penytsihan Piutang Tak Tertagih ● TP/TGR (76X139973)

(783.139.87
Taga«n imunlutBn GanO Rugi (Netto) 0 0

Penyisihan Rulang Tak Terlagfli ● Piulang Jangl

Pkdang Jangka Panjang Lainnya (Netto) 0 0
Juralah Piutang Jangka Panjang



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomor :NKF-043/42^PS.6)2021

Tanggsl: 22 April 2D21

NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBA6A - LKPP 2020

PER 310ESEMBER 2020

K/L: KEMENTERIAN PENDAYA6UNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRAS!

BA; 046

KOREKSI AUDITED-REVALKOREKS1 AUDITED ● NON REVAL
ASERSl FINALUNAUDITEDAKUN

DEBET KREDITKREOITOEBET

ASET LAINNYA

Kcmitiaan Dongan PihaLKetiga

4.251.103.5703.620.501.570 630 600-000Aset Tall Berwujud

Dana yg Dilulaai Panggunaaiviya

Dana Perqaminan

Dana Kelolaan 5LU

209.526,6713.093.679.000 3.303 «5.671Aset Lain-tavi

Akum. Penyututan Kcmitraan Dg Phk Kc3

Akum. Pcnyuaulan Aaet Lein-lain (2,9n.329.000) 179.625,868 (3.090 954.866)

Akum. AmoRiaasi Asal Tak Berwuiud (2.695.334.335) 180-867,503 (2.876201.835)

Akum. Aimortisasi AT8 yg TDK digunakan (176.918,750) (176.918.750)

Jumlah Aset Lainnya 930.800.465 840.126.671 360.493.368 1,410.433.788

JUMLAHASET 149.591.810.182 7.013.973.987 6.547.884.887 150.057.899.282

KEWAJIBAN

KEWAJI8AN JANGKA PENDEK

Uiang kepada Pihak Keilga 6.362.214.673 5.961.006.421 5,903.764,555 6.304.972.606

Bagian Lancar Uiang Jangka Panjang

Uiang Kelefahan Pembayatan Pendapaian

Uiang Jangka Pendek Lainnya 3.490.772 0 38.281.597 41.762.369

Hi6a>i Yang Beium DIaaMian

UangMukadafiKPPN 0 0

Per4apalan Diunma Dimuka

Jumlah Kowajiban Jangka Pendek 6.36S.70S.44S 5.961.006.423 S.942.026.1S3 6,346.725.175

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Uiang Jangka Panjang Oaiam Negeri Lainnya

Uiang Jangka Pa^yang 6LU kepada BUN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN 6.365.705.445 5.961.006.423 5.942.026.153 6-346.725.175
EKUITAS 143.228.104.737 7.513.6S7.22S T.993.726.S95 141.711.174,107

JUMLAH KEWAJIBAN DAN paua , v

Jakarta, t‘-A
Kemen ^

149.591.810.182 13.474.663.648 13.940.752.748 150.057.899.282

Badan Pemeriksa Keuangan,

Sri SustV5i Novia ̂ ggarini
NIP 197911042006042001NIP 1982V^324P^200i

Ditien Kekayaai rtiendaharaan

itjpauSingawifia
021'.'986031001



lAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomei ;NKF-04S|42iPB.6i202t

Tjlnjgil: 22 April 2D2t

LPE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ● LKPP 2020

PER 31 DESEMBER2020

KiL ; KEMENTERiAlU PENOAYAGU»AAN APARATUR NEGARA  & REFORMASi BIROKRASI
BA ; 048

KOflEKSI AUDtreOMON REVAl HOREKSI AUDITED
UNAUDITEDAKUN ASERSI FINAL

DEBET KAEOIT REVAL

103.452.085.728EKUITAS AWAl 103.462.089.728

SURPLUSIDEFISIT10 1214.218.197.4991 140.768,755 7,522,695,316 (206.836.270.938)

KOREKSI YANG MENAMBAmMENGURAKGI EKUITAS

Penyesuaiar] Nilai Asal
Korsksi Nilai Peisediaan

Selisiti Revaluasi Asei 276.303.000 276.303.000
Koieksi Nilai Aset Non Revaluasi (12.734,0271 547.297,500 463.234.665 (96.796.8621
Koreksi Alas Rcklasifikasi

Koieksi Lainlain (131.855.305} 6.825.590.970 (6.957.446.2751
JUMLAH KOREKSI KOREKSI YANG LANGSUNG
MENAMBAHIMENGURANGI EKUITAS 131.713.668 7.372.888.470 483.234.665 16.777.940.1371

THANSAKSIANTARENTITAS 253.850.498.840 12.786.614 253.863.295.454
Oilaaihkan ke Entilas Lain 208.970.613.949 208.970.613.849
Dileriina dad EnlilasLain (277.526.8911 (277.526.8911
Transfer Keluar (188,737.6651 (188.767.665)
Transfer Masuk 36.743.387.000 36.743.387.000
Pengesahan Ribali Langsong 8.602.812.447 12.796.614 8.615.909.061
Pengesatian Hibah LatiasunQ TAYL

PetTgesahan Pengembalian Hifaah Langsung
Seloran Surplus BLU

Transfer keluaf Kas BLU kepada BLU lain
Transfer masuk Kas BLU dari 8LU lain

KENA1KANIPENURUNAN ENTITAS 39.784.015.009 7.513.657.22S 7.998.726.595 40.249.084.379

EKUITAS AKHIH 143.226.104.737 7.513.657.225 7.998.726.SS5 143.711.174.107

Jakarta, ^

Badan Pemeriksa Keuangan,

/

I'

Sri Susanti

NIP 19821125?D1
Novia AnggarinI

NIP 197911042006042001

Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perben

Bambang
NIP



2. Rincian Laporan Keuangan dari e-Rekon & LK
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BERITA ACARA REKONSII IA.g:i
Nomor: BAR-161145/WPB. 11 /KP.133/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
telah diseienggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (427950) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKART
, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi
Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca
sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2020.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan
Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).
Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No. Uraian SiAP SAI Perbedaan
1 Pagu Belanja

Belanja

Pengembalian Belanja
Estimasi Pendapatan

Pendapatan Bukan Pajak

Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak
Pengembalian Pajak

Mutasi Uang Persediaan

Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas pada Badan Layanan Umum
Kas Lainnya di K/L dari Hibah
Pengesahan Hibah Langsung
Barang/Jasa/Surat Berharaa

184.752,191.000
173,451.620,785

-539,418,807

184,752.191,000
173,451.620,785

-539,418,807

0
2 0
3 0
4 0 0 0
5 268,406,891 268,406,891 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 5,104,235,464 5,104,235,464 0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran
lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yano masih
ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
An. Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A.
NIP.196111021988111001

Ahmad Yusuf
NIP.197102101992011001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi
secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



Lampiran I
Berita Acara Rekonsiliasi

Nomor: BAR-161145A/VPB.11/KP. 133/2020

Tanggal: 19/01/2021

Laporan Hasil Rekonsiliasi
UAKPA: MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (427950)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun
2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

:  184,752,191,000

;  184,752,191,000

anggaran

2. Estimasi Pendapatan

SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

: 0

: 0

3. Laporan Reallsasi Belanja

:  173,451,620,785

:  173,451,620,785

SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP :  -539,418,807

SAI/SA-BUN : -539,418,807

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Reallsasi Pendapatan Bukan Pajak

: 268,406,891

SAI/SA-BUN : 268,406,891

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

SiAP

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak
SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

; 0

: 0

7. Pengembalian Pajak
SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

: 0

: 0

Halaman 1



Lampiran I
Berita Acara Rekonsiliasi

Nomor: BAR-161145/WPB.11/KP.133/2020
Tanggal: 19/01/2021

8. Mutasi Uang Persediaan
SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

: 0

: 0

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

: 0

: 0

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung
SiAP

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum
SiAP

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

: 5,104.235,464

SAI/SA-BUN : 5.104,235,464

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

: 0

: 0

SiAP

An. Bendahara Umum Negara,

Kepala SeksI Verlfikasi dan Akuntansi
An. Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiH7

i
I
mAhmad Yusuf

NIP.197102101992011001
Drs. Dwi Wahyu AtmajI, M.P.A.
NIP.196111021988111001m

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Halaman 2
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BERITA ACARA REKONSli lA.SI
Nomor: BAR-160106/WPB.11/KP.133/2020

f  1 K Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
telah uiselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA (KASN) (015416) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anqqaran
dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA IV vana selaniutnva
disebut Bendahara Umum Negara. ’ ̂  ̂  seianjutnya

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi
Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara. Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan
sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2020.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan
Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
Rekonsi lasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

serta Neraca

No. Uraian SiAP SAI Perbedaan
Pagu Belanja

2  Belanja

3  Pengembalian Belanja

4  Estimasi Pendapatan

5  Pendapatan Bukan Pajak

6  Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

7  Pengembalian Pajak

8  Mutasi Uang Persediaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas pada Badan Layanan Umum

11 Kas Lainnya di K/L dari Hibah

12 Pengesahan Hibah Langsung
Barang/Jasa/Surat Berharoa

9

10

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran
lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yanq rnasih
ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.  ^ ^

1 39,614,155,000

36,324,967,275

-266,555,304.

39,614.155.000

36,324,967,275

-266.555,304
0 0

9,120,000 9,120.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

3,511,373,597 3,511,373,597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
An. Kuasa Pengguna Anggaran

KPA

Ahmad Yusuf

NIP.197102101992011001
Abdul Hakim

NIP.197305052005011012

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi
secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



Lampiran I
Berita Acara Rekonsiliasi

Nomor: BAR-160106/WPB. 11/KP. 133/2020

Tanggal: 16/01/2021

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: KOMISIAPARATUR SIPIL NEGARA (KASN) (015416)

SfoL'Ilf®" Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun
2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

anggaran

SiAP : 39,614,155.000

: 39,614,155,000SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

: 0

: 0

3. Laporan RealisasI Belanja
SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

: 36,324,967,275

: 36,324,967,275

4. Pengembalian Belanja

SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

:  -266,555,304

:  -266.555.304

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak
SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

: 9,120,000

: 9.120,000

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak
SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

; 0

: 0

7. Pengembalian Pajak
SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

: 0

: 0

Halaman 1



Lampiran I
Berita Acara Rekonsiliasi

Nomor: BAR-160106A/VPB.11/KP.133/2020
Tanggal: 16/01/2021

8. Mutasi Dang Persediaan
SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

: 0

: 0

9. Kas di Bendahara Pengeluaran
SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

: 0

: 0

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung
SiAP

SAI/SA-BUN

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum
SiAP

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

: 3.511,373,597

SAI/SA-BUN : 3,511,373,597

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

: 0

: 0

: 0

SiAP

An. Bendahara Umum Negara,

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
An. Kuasa Pengguna Anggaran,

KPA

Ahmad Yusuf
NIP. 197102101992011001

Abdul Hakim
NIP.197305052005011012

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Halaman 2



LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA ; 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kode Lap
Tanggal
Halaman
PrgID

LRA.F.W.1
03/05/21 11:26 PM
1

lapJraJace.kLkomparalif ●-

2020 2019NO URAIAN
REALISASI Dl ATAS

(BAWAH)
ANGGARAN REALISASI Dl ATAS

(BAWAH)

REALISASI % ANGGARAN REALISASI o//o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

0
0

PENERIMAAN PERPAJAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 277,526,891 (277,526.891) 0 0 1,202,847,300 (1.202,847,300) 0

PENERIMAAN HIBAH 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0 277.526,891 (277,526,891) 0 0 1,202,847,300 (1,202,847,300) 0

B  BELANJA
0

0

BELANJA PEGAWAI 90,728,869,000 79,999,636,664 10.729,232,336 88 84,504,045,000 83,374.031.254 1.130.013,746 99

BELANJA BARANG 115,370,831,000 110,925,757,586 4,445,073,414 96 226,323.012,000 216,017,283,001 10,305.728,999 95

BELANJA MODAL 18,266,646.000 18,045,219.699 221,426,301 99 14,706.802,000 14,227,366,509 479,435,491 97
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN
UTANG 0 0 0 0 0 0 0 0

BELANJA SUBSIDI 0 0 0 0 0 0 0 0

BELANJA HIBAH 0 0 0 0 0 0 0 0

BEUNJA BANTUAN SOSIAL 0 0 0 0 0 0 0 0

BEUNJA UIN-UIN 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMUH BEUNJA (B I + B II) 224,366,346,000 208,970.613,949 15,395.732.051 93 325,533,859,000 313,618,680,764 11.915,178,236 96

C PEMBIAYAAN
0 0



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

KodeLap : LRA.B.KL.1

Tanggal : 03/05/21 11:26

Halaman

Prg ID : lapjra_bel_akun_kl -

1
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REALISASI BELANJA %ANGGARAN
SEMULA

ANGGARAN
SETELAH REVISI

KODE URAIAN REALISASI
ANGGARAN

SISA ANGGARANPENGEMBALIAN
BELANJA

BELANJA BELANJA NETTO
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-751 BELANJA PEGAWAI

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
Belanja Gaji Pokok PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS
Belanja Tunj. Suami/lstri PNS

Belanja Tunj. Anak PNS

Belanja Tunj. Struktural PNS

Belanja Tunj. Fungsional PNS

Belanja Tunj. PPh PNS

Belanja Tunj. Beras PNS

Belanja Uang Makan PNS

Belanja Tunjangan Umum PNS

5111

511111

511119

511121

511122

511123

511124

511125

511126

511129

511151

24.703,577.000

486.000

2.244,631.000

529,758.000

3,527.540,000

804,704,000

175,748.000

1,009.196,000

5,388,768,000

705,113,000

24,416,916.000

486,000

1,973.841,000

529,881,000

3,527,540,000

804,704,000

175,748,000

1,009,196,000

5,495,622,000

844,960,000

23,157,184,647

359,538

1,223,712,884

318.475,264

3,114,805,000

545,585.000

155,336.836

942.111.780

4,045,286,000

772,900,000

6,478,088

5,449

469.930

93,989

2.235.000

1,260,000

23,150,706,559

354,089

1,223.242.954

318,381,275

3,112,570,000

544,325,000

155,336,836

941,822,100

4,045,067,700

772,900,000

94.84

73.98
1,266.209,441

131,911

750,598,046

211,499,725

414.970.000

260,379,000

20,411.164

67,373,900

1,450,554,300

72,060,000

62

60.1

88.3

67.8
0 88.39

93.35

73.61

91.47

289,680

218,300
0

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 39,089.521,000 38,778,894,000 34,275.756.949 11,050,436 34.264,706,513 88.39 4.514,187,487
Belanja Honorarium

Belanja Uang Honor Telap512111
7,406,892,000 7,406,892,000 6,081,790,449 0 6,081,790,449 82.11 1,325.101.551

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121

Belanja Lembur

Belanja Uang Lembur

7,406,892,000 7,406,892,000 6,081,790,449 0 6,081,790,449 82.11 1.325.101.551

512211
268,982,000 484,718,000 289,729,000 320,000 289,409,000 59.77 195,309,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 268,982,000 484,718.000 289,729,000 320,000 289,409,000 59.77 195,309.000
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51

512411
46,363.745,000 44,058,365,000 39,364,749.333 1,018.631 39,363.730,702 89.35 4.694.634,298
46,363,745,000 44,058,365,000 39,364,749,333 1,018,631 39,363,730,702 89.35 4,694,634,298
93.129,140.000 90,728,869,000 80,012,025,731 12,389,067 79,999,636,664 88.19 10,729.232.336

BELANJA BARANG

Belanja Barang Operasional

Belanja Keperiuan Perkanloran

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusal

Belanja Honor Operasional Satuan Keija

Belanja Barang Operasional Lainnya

Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19

5211

521111

521113

521114

521115

521119

521131

7,381,323,000 7.476,213.000

300,000

473,661,000

765,060,000

2,581,145,000

765,123,000

7,373,792,823

300,000

417.646.688

758,820,000

2.526,623,346

649,203,792

1.600,000 7,372,192,823

300,000

417,646,688

758,820,000

2,526,623,346

649.203.792

98.63 104,020.177
0 0 100 0

491,655.000

855,720,000

2,599,310,000

0 88.17

99.18

97.89

84.85

56,014.312

6.240,000

54,521,654

115,919,208

0

0
0 0

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 11,328,008,000 12.061,502.000 11,726,386.649 1.600.000 11,724,786,649 97.22 336,715,351
Belanja Barang Non Operasional

I Belanja Bahan
521211

12,900,535,000 6,855,924,000 6,448,936,850 0 6,448,936,850 94.06 406,987,150



LAPORAN REALISASIANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARAA.EMBAGA

MENURUT JENIS BELANJA / AKUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL1

Tanggal : 03/05/21 11:26

Halaman : 2

PrgID lap_lra_bel_aku
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

n_kl --

REALISASI BELANJA %ANGGARAN
SEMULA

ANGGARAN
SETELAH REVISI

KODE URAIAN
REALISASI
ANGGARAN

SISA ANGGARANPENGEMBALIAN
BELANJA

BELANJA BELANJA NETTO
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7Belanja Honor uutpui Kegiatan

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-

1,447.980,000

5,426.332,000
●  829,120.000
1,702,949.000

228,059,000

605,640,000

1,684,514,000

162,631,000

0 605,640,000

1.684,514,000

162,631,000

96.27 23.480.0OC

18.435.00C

65.428,00C

521219

521241
0 98.92

71.31
0 0

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 19,774,847,000 9.416.052,000 8.901.721.850 0 8.901.721.850 94.54 514.330.15C5218 Belanja Barang Persedtaan

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Belanja Barang Persediaan Lainnya

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218

Belanja Jasa

Belanja Langganan Listrik

Belanja Langganan Telepon

Belanja Langganan Air

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
Belanja Jasa Konsultan

Belanja Sewa

Belanja Jasa Profesi

Belanja Jasa Lainnya

Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221

521811

521832

521841

4,488.133.000

45,112,000
4,219,181,000 4,123,089.478 0 4,123,089,478 97.72 96,091,522

0 0 0 0 0
0 1,190,906,000 1,188.211,624 0 1,188,211,624 99.77 2,694,376

4.533,245,000 5,410,087,000 5,311,301,102 0 5.311,301,102 98.17 98,785,8985221

522111

522112

522113

522119

522131

522141

522151

522191

522192

3,360,000,000

228,000,000

7,200,000

1,870,807,000

17,921,140,000

11,506.280,000

10,838,600,000

14,311,436.000

2,653,645.000

120,000,000

7,200.000

1,776,625,000

2,848,992,000

3,940,735,000

5.584,553,000

10,918,358,000

5,999,765,000

2,579.088.046

90,579,142

1,619,095

1,685,774,554

2,834,069,000

3,642.164,225

5,261,145,000

10,769,770,165

5,294,824,809

0 2.579,088.046

90,579,142

1,619,095

1.685,774,554

2.834,069.000

3,642,164,225

5,261,145,000

10,769.770.165

5,294,824,809

97.19

75.48 .

22.49

94.89

99.48

92.42

94.21

98.64

88.25

74,556,954

29,420,858

5,580,905

90,850.446

14,923,000

298,570,775

323,408,000

148,587,835

704,940,191

0

0

0

0

0

0

0
0 0

60,043,463.000 33.849,873.000 32.159,034.036 0 32,159,034,036 95 1,690.838,964
Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

523111

523114

523121

523129

4,231.883.000 4,569,825,000

11,850,000

5,078,608.000

542.655.000

4,535,378,718

11,850,000

5,003,856,165

516,157,320

0 4,535,378,718

11,850,000

4,980,556.165

516,157.320

99.25 34,446.282
0 0 100 0

4,962,672,000

600,000.000
23,300,000 98.53

95.12
98,051,835

26.497,6800
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 9,794,555,000 10,202,938,000 10,067,242,203 23,300,000 10.043.942.203 98.67 158.995.797
Belanja Peijalanan Dalam Negeri
Belanja Perjalanan Blasa

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting LuarKota

524111

524113

524114

524115

524119

41.505,047,000

1,940.455,000

30.438,769.000

20,341,077.000

526,200,000

17.909,238,000

279,900,000

5,373,964,000

20,053,361,296

431.040.000

17,467,051,500

254,720,000

5,315,940,640

734,966,690 19,318,394,606

431,040,000

17.464,876,500

254.720,000

5,315.940,640

98.59

81.92

97.53

1,022.682.394

95,160.000

444.361.500

25,180,000

58,023,360

0

2,175,000
0 0 91

17.083,033.000 0 98.92
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241

Belanja Perjalanan Luar Negeri

Belanja Peijalanan Biasa - Luar Negeri

90,967,304,000 44,430,379,000 43,522,113,436 737,141,690 42,784,971,746 97.96 1,645,407.2545242

524211
5.778,446,000 0 0 0 0 0



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

MENURUT JENIS BELANJA / AKUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL1

Tanggal

Halaman : 3

PrgID

03/05/21 11
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
akun_kl -

REALISASI BELANJA %ANGGARAN
SEMULA

ANGGARAN
SETELAH REVISI

KODE URAIAN REALISASI
ANGGARAN

SISA ANGGARANPENGEMBALIAN
BELANJA

BELANJA BELANJA NETTO
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 5,778,446.000

202,219,868,000

0 0 0 0 0
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 115.370,831,000 111,687.799,276 762,041,690 110,925,757,586 96.81 4,445,073,41453 BELANJA MODAL

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi

5321

532111

532119
3,706,254,000 15,763,228,000

703,071,000
15,658.556,367

692,410,250

0 15.658,556.367

692,410,250

99.34

98.48
104,671,633

10.660,750
0 0

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

3,706,254,000 16.466,299.000 16,350,966,617 0 16,350,966,617 99.3 115,332,383
5331

533111
4.444.000.000 275,000,000 274,711,800 0 274,711,800 99.9 288,200

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 4,444.000,000 275,000,000 274.711.800 0 274,711,800 99.9 288,200
Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya

Belanja Penambahan Ntlai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361

536111

536121
1,121,636,000 1.426,472.000

98,875,000
1,320,865,782

98,675,500

0 1,320,865,782

98,675.500

92.6 105.606.218

199,500
0 0 99.8

1.121,636,000 1,525,347.000 1,419,541,282 0 1,419,541,282 93.06 105,805,718
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 9,271.890,000 18,266,646,000 18,045,219,699 0

774.430.757l

18,045,219,699 98.79 221.426.301
JUMLAH BELANJA 304,620,898,000 224,366,346,000 209,745,044,706 208,970,613.949 93.48 15.395.732.051



UVPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI KodeUp :LRA.P.KL1

Tanggal : 04/05/21 10:39
Halaman

PrgID

1

lapjra_pen_akun_kl --

REALISASI PENDAPATAN
KODE URAIAN 7o REALISASI

PENDAPATAN
ESTIMASI PENDAPATAN

PENGEMBALIAN
PENDAPATAN

PENDAPATAN PENDAPATAN NETTO
1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3
42 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

4251

425129 0 82,121,212 0 82,121,212

JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251 0 82,121,212 0 82,121,212 0
4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai

Pendapatan Penyelesalan Ganti Kerugian Negara Terhadap

425791 0 12,798,000

272,727

0 12,798,000

272,727

0
425792 0 0 0

JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257 0 13,070,727 0 13,070,727 0
4259 Pendapatan Lain-Lain

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259

425911 0 40,483,950

141,851,002

0 40,483,950

141,851,002

0
425912 0 0 0

0 182,334,952 0 182,334,952 0

JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42 0 277,526,891 0 277,526,891
JUMLAH PENDAPATAN 0 277,526,891 0 277,526,891



NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2020 DAN 2019

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

Tgl. Cetak 03/05/2021 11:26 PM

lap_neraca_kl_komparatif --rekoni 7

JUMLAH Kenaikan (Penurunan)NAMA PERKIRAAN
2020 2019 Jumlah %

1 2 3 4 5
ASET

ASET LANCAR

Kas Lainnya dan Setara Kas 5,851,237,358 23,771.608 5.827.465.750 24.514.39

Piutang Bukan Pajak 126,920.264 120,593,953 6,326,311 5.25
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

(634,600) (602,970) (31.630) 5.25

PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO) 126,285,664 119,990,983 6,294,681 5.25
Persediaan 1,415,814,897 1,361,041,177 54,773.720 4.02

JUMLAH ASET LANCAR 7,393,337,919 1,504,803,768 5,888,534,151 391.32
ASETTETAP

Tanah 32.784,833,000 0 32,784,833,000 0.00
Peralatan dan Mesin 124,345,957,662 109,999,882,248 14,346,075,414 13.04

Gedung dan Bangunan 77,217.969,092 72.771,604.892 4,446,364,200 6.11

Jalan, Irigasi dan Jaringan 1,395,216,550 1,395.216,550 0 0.00

Aset Tetap Lainnya 1,869.655,712 1,066.687,595 802,968.117 75.28

Konstaiksi Dalam Pengerjaan 74,916,600 0 74.916.600 0.00

AKUMULASI PENYUSUTAN (96,434,421,041) (84,096.399,860) (12,338.021,181) 14.67

JUMLAH ASETTETAP 141,254,127,575 101,136,991,425 40,117,136,150 39.67
PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Tagihan Tuntulan Perbendahataan/Tuntutan Ganti
783,139,873 783,412,600Rugi (272,727) (0.03)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Ruoi (783,139,873) (783,412.600) 272,727 (0.03)

JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG 0 0 0

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud 4,251,103.570 4,214,073,020 37,030,550 0.88
Aset Lain-iain

3,303,405.671 2.572,608.800 730,796,871 28.41

AKUMUUSI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA (6,144,075.453) (5,430,082,394) (713.993.059) 13.15
JUMLAH ASET LAINNYA 1,410,433,788 1.356,599,426 53,834,362 3.97
JUMUH ASET 150,057,899,282 103,998,394,619 46,059,504,663 44.29

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak Ketiga 6,304.972.806 533,790.332 5.771,182.474 1,081.17
Utang Jangka Pendek Lainnya 41,752,369 2,514,559 39.237,810 1,560.43

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 6,346,725,175 536,304,891 5,810,420,284 1,083.42
JUMLAH KEWAJIBAN 6,346,725,175 536,304,891 5,810,420,284 1,083.42

EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas
143.711.174,107 103,462,089,728 40,249.084,379 38.90

JUMLAH EKUITAS
143,711,174,107 103,462,089,728 40,249,084,379 38.90

JUMUH EKUITAS
143,711,174,107 103,462,089,728 40,249,084,379 38.90

JUMUH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 150,057,899,282 103,998,394,619 46,059,504,663 44.



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2020

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARAKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ; 048

Tgl. Cetak 04/05/2021 10:52 AM
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KODE
PERKIRAAN

KODE
TRANS

KREDITDEBETNAMA PERKIRAAN

54321
00Kas di Bendahara Pengeluaran1116110.0

00Kas di Bendahara Pengeluaran TUP1116130.0

05,851,237.358Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran1118210.0

0126,920,264Piutang Lainnya1152120.0

00
Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima1156130.0

00
Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima1156140.0

634,6000Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya1162120.0

01,129,474,018Barang Konsumsi1171110.0

00Bahan unluk Pemeliharaan1171130.0

014,945,000Suku Cadang1171140.0

00Pita Cukai, Materai dan Leges1171210.0

00Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke1171280.0

00Bahan Baku1171310.0

0271,395,879Persediaan Lainnya1171990.0

00Persediaan yang Belum Diregister1179110.0

032,784,833,000131111 Tanah0.0

0124,345,957,662Peralatan dan Mesin1321110.0

077,217,969,092Gedung dan Bangunan1331110.0

00Jalan dan Jembatan1341110.0

01,395,216,550134113 Jaringan0.0

0750,160,587Aset Tetap Renovasi1351110.0

01,119,495,125Aset Tetap Lainnya1351210.0

074,916,600Konstruksi Dalam pengerjaan1361110.0

88,708,701,8690Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin1371110.0

7,032,399,7020Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan1372110.0

693,319,4700Akumulasi Penyusutan Jaringan1373130.0

00Aset Tetap yang Belum Diregister1391110.0

0783,139,873Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti1521110.0

783,139,8730Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan1563110.0

03,907.743,570162151 Software0.0

0343.360.000Lisensi1621610.0

00AsetTak Benwujud Lainnya0.0 162191

00Aset Lain-lain1661110.0

03,120,855,671Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operas! Pemerintahan

Aset Tak Benvujud yang tidak digunakan dalam Operasional

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan

1661120.0

0182,550,0001661130.0

3,090,954,86800.0 169122

2,841,807,8350Akumulasi Amortisasi Software1693150.0

34,394,0000Akumulasi Amortisasi Lisensi1693160.0

176,918,7500Akumulasi Amortisasi AsetTak Berwujud yang tidak1693180.0

120,146,0000Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar2121110.0

281,062.2500Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar2121120.0

00Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar2121130.0



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2020

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARAKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ; 048

Tgl. Cetak 04/05/2021 10:52 AM
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KOBE
PERKIRAAN

KODE
TRANS

KREDITDEBETNAMA PERKIRAAN

54321
00

Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

2121440.0

5,903.764,55602121910.0

00
Ulang Yang Belum Diterima Tagihannya2181110.0

00
Hibah Langsung yang belum disahkan2182110.0

00
Uang Muka dari KPPN2195110.0

41,752,3690
Ulang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor2199610.0

208,970,613,949
Ditagihkan ke Entitas Lain3131110.0

0277,526,891Diterima dari Entitas Lain3131210,0

0188,787,665Transfer Keluar3132110.0

36.743,387,0000Transfer Masuk3132210.0

103,462,089,7280Ekuitas3911110.0

276,303,0000Revaluasi Aset Tetap3911140.0

039,359,362Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi3911160.0

057,437,500Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi3911180.0

06,957,446,275Koreksi Lainnya3911190.0

8,615,609,0610
Pengesahan Hibah Langsung3911310.0

82,121,2120
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin4251223,0

00Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya4251293.0

12,798,0000
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang

4257913.0

004257923.0

40,483,95004259113.0

132,731,0020Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang4259123.0

00Pendapatan Perolehan Aset Lainnya4914293.0

146,871,4430Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan3.0 491511

023,157,184,647Beban Gaji Pokok PNS5111113.0

6,478,088Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS5111113.1

0359,538Beban Pembulatan Gaji PNS5111193.0

5,4490Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS5111193.1

01,223,712,884Beban Tunj. Suami/lstri PNS5111213.0

469,9300Pengembalian Beban Tunj. Suami/lstri PNS3.1 511121

0318,475,264Beban Tunj. Anak PNS3.0 511122

93,9890Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS5111223.1

03.114,805,000Beban Tunj. Struktural PNS5111233.0

2.235,0000Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS3.1 511123

0545,585,000Beban Tunj. Fungsional PNS5111243.0

1,260,0000Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS3.1 511124

0155,336,836Beban Tunj. PPh PNS3.0 511125

0942,111,780511126 Beban Tunj. Beras PNS3.0

289,6800Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS3.1 511126

03,946,915,450511129 Beban Uang Makan PNS3.0

218,3000Pengembalian Beban Uang Makan PNS3.1 511129

0772,900,000511151 Beban Tunjangan Umum PNS3.0



NERACAPERCOBAAN
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(DALAM RUPIAH)
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KODE
TRANS

KODE j
PERKIRAANs

I
KREDITDEBETNAMA PERKIRAAN

I

54321
06,081.790,449Beban Uang Honor Tetap5121113.0

0289.729,000Beban Uang Lembur3.0 512211

320,0000Pengembaiian Beban Uang Lembur

Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

3.1 512211

039,364,749,3335124113.0

1,018,6310Pengembaiian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegialan)

Beban Keperluan Perkantoran

5124113.1

07,375,038,2475211113.0

1.600.0000Pengembaiian Beban Keperluan Perkantoran5211113.1

0300.000Beban Penambah Oaya Tahan Tubuh5211133.0

0442,849,688Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat5211143.0

0758,820.000Beban Honor Operasional Satuan Kerja3.0 521115

02,526,623,346Beban Barang Operasional Lainnya3.0 521119

0644.792,048Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-193.0 521131

06,450,790,670Beban Bahan5212113.0

0605,640,000Beban Honor Output Kegiatan5212133.0

01,684,514,000Beban Barang Non Operasional Lainnya5212193.0

0162,631,000Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi5212413.0

02,511,391,171Beban Langganan Listrik5221113.0

088,512.935Beban Langganan Telepon5221123.0

01,619.095Beban Langganan Air5221133.0

01.685,774,554Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya5221193.0

02.834,698,980Beban Jasa Konsultan5221313.0

03,630,817,725Beban Sewa5221413.0

07,072,490,833Beban Jasa Profesi5221513.0

011,151,029.491Beban Jasa Lainnya5221913.0

03,483,478,976Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-193.0 522192

04,472,980,718Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3.0 523111

00Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan5231143.0

04,997,006,165Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5231213.0

23.300,0000Pengembaiian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5231213.1

0321,157,320Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya3.0 523129

020.053,154.149Beban Perjalanan Biasa5241113.0

734,966,6900Pengembaiian Beban Perjalanan Biasa5241113.1

0431.040,000Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota5241133.0

17,456.495,500 0Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3.0 524114

2,175,000Pengembaiian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 03.1 524114

254.720,000 0Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-193.0 524115

05,315,940,6403.0 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119

013,227,470,0013.0 591111 Beban Penyusufan Peralatan dan Mesin

1,962,566,230 03.0 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

44,730,288 03.0 591313 Beban Penyusutan Jaringan

853,701,391 03.0 592115 Beban Amortisasi Software

592116 25,781,000 03.0 Beban Amortisasi Lisensi
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KOOE : KODE ;
TRANS PERkIRAAN

KREDITDEBEtNAMA PERKiRAAN

54321
05,631,250Beban Amortisasi AsetTak Berwujud yang tidak digunakan

Beban Penyusutan Penyusulan Aset Telap yang Tidak

5921183.0

018,915,5443.0 592222

04,031.037,285Beban Persediaan konsumsi5931113.0

0237,685,100Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan5931133.0

02,517,656Beban Persediaan suku cadang5931143.0

0341,000Beban Persediaan bahan baku5931313.0

01,020,508,346Beban Persediaan Lainnya5931493.0

0111,309,438Beban Penyesuaian Nilai Persediaan5933113.0

0907,327Beban Penyisihan Piutang Lainnya5942123.0

272,7270Beban Penyisihan Piutang Tidak Tetlagih Jangka Panjang -5949313.0

062,898,741Beban Aset Ekslrakomtabel Peralatan dan Mesin3.0 595112

092,017,000Beban Kerugian Pelepasan Aset5961113.0

468,966,707,971468,966,707,971
JUMLAH



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
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K

KODE
PERKIRAAN

KODE
TRANS

KREDiTDEBETNAMA PERKIRAAN
!

54321
015,395,732,051Piutang dari KPPN1156120.0

0277.526,891Utang Kepada KUN2197110.0

24,416,916,0000Allotment Belanja Gaji Pokok PNS5111112.0

486,0000Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS5111192.0

1,973,841,0000Allotment Belanja Tunj. Suami/lstri PNS5111212.0

529,881,0000Allotment Belanja Tunj. Anak PNS5111222.0

3,527,540,0000Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS2.0 511123

804,704,0000Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS5111242.0

175,748,0000Allotment Belanja Tunj. PPh PNS5111252.0

1,009,196,0000Allotment Belanja Tunj. Beras PNS2.0 511126

5,495,622,0000Allotment Belanja Uang Makan PNS5111292,0

844,960,0000Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS5111512.0

7,406,892,0000Allotment Belanja Uang Honor Tetap5121112.0

484,718,0000Allotment Belanja Uang Lembur5122112.0

44,058,365,0000Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)5124112,0

7,476,213,0000Allotment Belanja Keperluan Perkantoran

Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

5211112.0

300,00005211132.0

473,661,0000Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat5211142.0

765,060,0000Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja2.0 521115

2,581,145,0000Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya2.0 521119

765,123,0000Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan5211312.0

6,855,924,0000Allotment Belanja Bahan5212112.0

629,120,0000Allotment Belanja Honor Output Kegiatan5212132.0

1,702,949,0000Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan

Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya

Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan

5212192.0

228,059,00002.0 521241

4,219,181,00002.0 521811

002.0 521832

1,190.906,00005218412.0

2,653,645,0000Allotment Belanja Langganan Listrik5221112.0

120,000,0000Allotment Belanja Langganan Telepon2.0 522112

7,200,0000Allotment Belanja Langganan Air5221132.0

1,776,625,0000Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya2.0 522119

2,848,992,0000Allotment Belanja Jasa Konsultan2.0 522131

3,940,735.0000Allotment Belanja Sewa2.0 522141

5,584,553,0000Allotment Belanja Jasa Profesi2.0 522151

10,918,358,0000522191 Allotment Belanja Jasa Lainnya2.0

5,999,765,0000Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVlD-195221922.0

4,569,825,0000Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan2.0 523111

11.850.0000Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -2.0 523114

5.078,608.0000Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin2.0 523121

542,655,0000Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin2.0 523129

20,341,077,0000Allotment Belanja Perjalanan Blasa2.0 524111



NERACAPERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
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(DALAM RUPIAH)
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KODE
TRANS

KODE
PERKIRAAN

KREDITDEBETNAMA PERKIRAAN

5431 2
526,200,0000Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam

Allotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan

5241132.0

17,909,238,00005241142.0

279,900,00005241152.0

5,373,964,00005241192.0

005242112.0

15,763,228,00002.0 532111

703,071,00002.0 532119

275,000,0000Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331112.0

1,426,472,0000Allotment Belanja Modal Lainnya5361112.0

98,875,0000Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Telap Lainnya2.0 536121

82,121,2120Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya3.0 425129

12,798,0000Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang

4257913.0

272,72704257923.0

40,483,95004259113.0

141,851,0020Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang4259123.0

023,157,184,647Belanja Gaji Pokok PNS5111113.0

6,478,0880Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS5111113.1

0359,538Belanja Pembulatan Gaji PNS5111193.0

5,4490Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS5111193.1

01,223,712,884Belanja Tunj. Suami/lslri PNS5111213.0

469,9300Pengembalian Belanja Tunj. Suami/lstri PNS5111213.1

0318,475,264Belanja Tunj. Anak PNS3.0 511122

93,9890Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS3.1 511122

03,114,805,000Belanja Tunj. Struktural PNS3.0 511123

2,235,0000Pengembalian Belanja Tunj, Struktural PNS5111233.1

0545,585,000Belanja Tunj. Fungsional PNS5111243.0

1,260,0000Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS5111243.1

0155,336,836Belanja Tunj. PPh PNS5111253.0

0942,111,780Belanja Tunj. Beras PNS5111263.0

289,6800Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS5111263.1

04,045,286,000Belanja Uang Makan PNS5111293.0

218,3000Pengembalian Belanja Uang Makan PNS3.1 511129

0772,900,000Belanja Tunjangan Umum PNS3.0 511151

06,081,790,449Belanja Uang Honor Tetap3.0 512111

0289,729,000Belanja Uang Lembur3.0 512211

320,0000Pengembalian Belanja Uang Lembur5122113.1

039,364.749,333Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3.0 512411

1,018,6310Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/3.1 512411

07,373,792,8233.0 521111 Belanja Keperluan Perkantoran

1,600,0000Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran3.1 521111

0300,000Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh3.0 521113

0417,646,688Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusal3.0 521114



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
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KREDITDEBETNAMA PERKIRAAN i l -

5431 2
0758.820,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja5211153.0

02,526,623,346Belanja Barang Operasional Lainnya5211193.0

0649,203,792Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-5211313.0

06.448,936,850Belanja Bahan5212113.0

0605,640,000Belanja Honor Output Kegiatan5212133.0

01,684,514,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya5212193.0

0162,631,000Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi5212413.0

04,123,089,478Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi5218113.0

01,188,211,624Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-5218413.0

02,579,088,046Belanja Langganan Lislrik5221113.0

090,579,142Belanja Langganan Telepon5221123.0

01.619,095Belanja Langganan Air5221133.0

01,685,774,554Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya5221193.0

00Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya5221193,1

02,834,069,000Belanja Jasa Konsultan5221313.0

03,642,164,225Belanja Sewa5221413.0

05,261,145,000Belanja Jasa Profesi3.0 522151

00Pengembalian Belanja Jasa Profesi5221513.1

010,769,770,165Belanja Jasa Lainnya5221913.0

05,294,824,809Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-195221923.0

04,535,378,718Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5231113.0

011,850,000Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan5231143.0

05,003,856,165Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5231213.0

23,300.0000
Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5231213.1

0516,157,320Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya5231293.0

020,053,361,296Belanja Perjaianan Biasa

Pengembalian Belanja Perjaianan Biasa

5241113.0

734,966,69005241113.1

0431,040,000Belanja Perjaianan Dinas Dalam Kola

Belanja Perjaianan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

5241133.0

017,467.051,5005241143.0

2,175,0000Pengembalian Belanja Perjaianan Dinas Paket Meeting

Belanja Perjaianan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19

3.1 524114

0254,720,0003.0 524115

05,315,940,640Belanja Perjaianan Dinas Paket Meeting Luar Kota5241193.0

015,658,556,367Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321113.0

0692,410,250Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi3.0 532119

0274,711,800Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331113,0

01,320,865,7823.0 536111 Belanja Modal Lainnya

098,675,500Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau3.0 536121

225,418,303,648225,418,303,648JUMLAH



LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASl BIROKRASl

Kode Lap

Tanggal
Hafaman

Prg ID

Tgl Data

LO.KL

03/05/21 11;26
1

lap_lo_kl --

20/05/19 12:00

KENAIKAN/
PENURUNAN

URAIAN 2020 2019 Ov'b

KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0

PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0

PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0

Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang

0 0 0

0 0 0Mewah

Pendapatan Pajak Bum! dan Bangunan

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pendapatan Cukal

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0

Pendapatan Bea Masuk 0 0 0

Pendapatan Bea Keluar 0 0 0

Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0

Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0

Pendapatan Baglan Pemerintah atas Laba 0 0 0

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak

0 2,391.213 (2,391,213) (100)

0 2,391,213 (2,391,213) (100)

PENDAPATAN HIBAH 0 0 0

Pendapatan Hibah 0 0 0

Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0

Jumlah Pendapatan 0 2,391,213 (2,391,213) (100)

BEBAN OPERASIONAL 0 0 0

Beban Pegawai 79.901,266.114 83,570,982,254 (3,669,716,140) (4.391)

Beban Persediaan
5.051,886,631 4,742,766,436 309,120,195 6.518

Beban Barang dan Jasa 53,173,111,500 98,265,690,901 (45,092,579,401) (45.888)
Beban Pemeliharaan

10.008,046.959 9,568,926,535 439,120,424 4.589

Beban Perjalanan Dinas

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Bunga

42,774,208.599 112,782,810.008 (70,008.601,409) (62.074)

0 0 0

0 0 0

Beban Subsidi
0 0 0

Beban Hibah
0 0 0



LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

KEMENTERiAN : 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kode Lap ; LO.KL

Tanggal : 03/05/21 11:26
Halaman : 2

Prg ID

Tgl Data
lap_lo_kl --
20/05/19 12:00

KENAIKAN/
PENURUNAN

URAIAN 2020 2019 oo

Beban Bantuan Sosial 0 0 0

Beban Penyusutan dan Amortisasi 16.138,795,704 16.089,986,190 48,809,514 0.303

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 634,600 0 634.600

Beban Lain-Lain 0 0

JUMLAH BEBAN 207,047.950.107 325,021.162,324 (117,973,212,217) (36.297)

SURPLUS/DEFISIT DAR! KEGIATAN OPERASIONAL (207,047,950.107) (325,018,771,111) 117,970,821,004 (36.297)

KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar (9,895,788) 31,306.256 (41,202,044) (131.61)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 82,121,212 36.123,456 45,997.756 127.335

Beban Pelepasan Aset Non Lancar 92,017,000 4,817,200 87,199,800 1,810.1
76

Surplus/Defisit Penyelesalan Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

0 0 0

0 0 0

0 0 0

221,574,957 376,530,469 (154.955,512) (41.154)

332,884.395 508,606,554 (175.722,159) (34.55)

111,309,438 132,076.085 (20,766,647) (15.723)

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

211.679,169 407,836,725 (196,157,556) (48.097)

(206,836,270,938) (324,610,934,386) 117.774.663,448 (36.282)

POS LUAR BIASA 0 0 0

Beban Luar Biasa 0 0 0

POS LUAR BIASA 0 0 0

SURPLUS/DEFISIT-LO
(206,836,270.938) (324,610,934,386) 117,774,663,448 (36.282)



U\PORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

Kode Lap

Tanggal
Halaman

Prg ID

LPE.KL

03/05/21 11:26
1

lapjpe^kl --

KENAIKAN/
PENURUNAN

URAIAN 2020 2019 Oo

EKUITAS AWAL
103,462,089,728 72,568,082.080 30,894.007.648 42.572

SURPLUS/DEFISIT-LO
(206,836,270,938) (324,610.934,386) 117.774,663,448 (36.282)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 0 0 0

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGl EKUITAS (6,777,940,137) 33,116,428,291 (39,894,368,428) (120.46
7)PENYESUAIAN NILAI ASET 0 0 0

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0 0 0

KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI 0 0 0

SELISIH REVALUASI ASET 276,303,000 34,454,731,394 (34,178,428,394) (99.198)

KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI (96,796,862) (1,342,690.177) 1,245,893,315 (92.791)

LAIN-LAIN
(6,957,446,275) 4,387,074 (6,961,833,349) (158,68

9.672

(21.255)
TRANSAKSf ANTAR ENTITAS 253,863,295,454 322,388,513,743 (68,525,218,289)

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 40,249,084,379 30,894,007.648 9,355,076,731 30.281

EKUITAS AKHIR 143,711,174,107 103.462,089,728 40,249,084,379 38.902
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CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PAPA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

PERIODE TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

A. DASARHUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kineija Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan

dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK/05/2016 tentang Perubahan atas

PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Pusat;

1
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CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRAS! TA 2020 (AUDITED)\

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan

Barang Milik Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan

Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.6/2015

tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara bempa Aset Tak Benvujud.

B. ENTITAS PELAPORAN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kementerian

PANRB).

C. PERIODE PELAPORAN

Periode Pelaporan Barang Milik Negara Kementerian PANRB per 31 Desember

2020.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

I. Penggolongan dan kodefikasi BMN telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik

Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2019 tentang Pembahan

Kesembilan atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

2. Kapitalisasi BMN telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

181/PMK.6/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pasal 40 ayat (4)

menyebutkan bahwa nilai minimum satuan kapitalisasi aset tetap meliputi:

a. Sama dengan atau lebih dari Rpl .000.000,00 untuk :

1) Peralatan dan Mesin; atau

2) Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin; dan

b. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 untuk :

1) Gedung dan Bangunan; atau

2) Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan;

2



CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

Serta dengan memperhatikan lampiran 11.08 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pemyataan No. 7 tentang Akuntansi Aset

Tetap paragraf 50 disebutkan bahwa pengeluaran yang dapat dikapitalisasi merupakan

“'pengeluaran setelah saldo awal suatu aset tetap yang mcmperpanjaiig masa manfaat

atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ckonomis di masa yang akaii dataiig

dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, hams

ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan”.

3. Rekonsiliasi BMN dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

118/PIVIK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

4. Penyusutan BMN bempa Aset Tetap telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik

Negara bempa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan Aset Tetap adalah

penyesuaian nilai sehubungan dengan penumnan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset

Tetap. Perhitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir

semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu dan dilakukan dengan

menggunakan metode garis lums yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat

disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa

manfaat Aset Tetap berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor

295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik

Negara Bempa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

5. Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATR) telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.6/2015 tentang Tata Cara Amortisasi

Barang Milik Negara bempa Aset tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Amortisasi ATB dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai

residu dan dilakukan dengan menggunakan metode garis lums dengan masa manfaat

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Pembahan

atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam

Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Bempa Aset Tak Berwujud pada Entitas

Pemerintah Pusat;

3



CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Penggima Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2020 merupakan

laporan yang mencakup selunih aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kementerian

PANRB.

Nilai BMN gabungan {intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada tanggal

31 Desember 2020 adalah sebesar Rp241.278.132.113,00 (dua ratus empat puluh satu milyar

dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah), yang

merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rpl88.268.098.611,00 (seratus

delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu

enam ratus sebelas rupiah) dan nilai mutasi yang teijadi selama periode Tahun Anggaran 2020

sebesar Rp53.010.033.502,00 (lima puluh tiga milyar sepuluh juta tiga puluh tiga ribu lima ratus

dua rupiah) yang merupakan nilai perolehan dari mutasi tambah sebesar Rp62.929.506.518,00

(enam puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus

delapan belas rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp9.919.473.016,00 (sembilan milyar sembilan

ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam belas rupiah). Nilai mutasi BMN

tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal

dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau

penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun beijalan,

sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas

BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun beijalan.

Laporan Barang Pengguna Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2020 merupakan

himpunan dari LBP pada 2 (Dua) Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas 2 (Dua) Satuan

Keija Instansi Pusat.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna

mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;

2. Laporan Barang Persediaan;

3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);

4. Laporan Konstnaksi Dalam Pengeijaan (KDP);
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CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

5. Laporan Aset Tak Berwujud;

6. Laporan Barang Bersejarah;

7. Laporan Penyusutan;

8. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola

Barang;

9. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola

Barang;

10. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);

11. Laporan Kondisi Barang;

12. Catalan atas Laporan Barang Milik Negara;

13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal UAPA dan UAPB pada Kementerian PANRB;

14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 DESEMBER 2020

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2020

Nilai BlVlN per 1 Januari 2020 menurut Kementerian PANRB adalah sebesar

Rpl 88.268.098.611,00 (seratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh

delapan juta sembilan puluh delapan ribu enam ralus sebelas rupiah), yang terdiri dari

nilai BMN intrakomptabel (Nilai BMN Yang Disajikan Dalam Neraca) Sebesar

187.806.000.085,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus enam juta delapan

puluh lima rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp462.098.526,00 (empat

ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam

mpiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2020

Mutasi BIVIN per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:
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CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 sebesar

Rpl.415.814.897,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta delapanratus empat

belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), jumlah tersebut terdiri dari

saldo awal sebesar Rpl.361.041.077,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu

juta empat puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan total mutasi persediaan

selama periode laporan sebesar Rp54.773.720,00 (lima puluh empat juta tujuh

ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a.

Uraian Saldo Awa! (Rp) Mutasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)

117111 - Barang Konsumsi 1.226.145.063 96.671.045 1.129.474.018
117113 - Bahan untuk Pemeliharaan 8.083.000 8.083.000

117114 ● Suku Cadang 14.276.856 668.144 14.945.000

117121 - Pita Cukai, Materai dan Leges
117122 - Tanah Bangunan untuk dijual
atau diserahkan kepada Masyarakat

117128 - Barang Persediaan Lainnya
untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
117131 - Bahan Baku 341.000 341.000

117199 - Persediaan Lainnya 112.195.258 159.200.621 271.395.879

Jumlah 1.361.041.177 54.773.720 1.415.814.897

Semua barang persediaan pada Kementerian PANRB dalam kondisi baik, dan

tidak ada yang dalam kondisi rusak ataupun usang.

b. Tanah

Saldo Tanah pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 sebesar

Rp32.784.833.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta

delapan ratus tiga puluh tiga ribu aipiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah

seluas 0 m-dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol mpiah) mutasi tambah seluas 2.345 m^

dengan nilai sebesar Rp32.784.833.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan

puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan mutasi kurang seluas

0 nr dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
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Mutasi Tambah Tanah tersebut melipuli:

Intrakomptabel
Uraian Jenis Transaksi

(Rp)

Transfer Masuk dari Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) sesuai Putusan Mahkamah Agimg

jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta jo Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

32.784.833.000

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Intrakomptabel
Uraian Jenis Transaksi

(Rp)

0,00

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh

pihak ketiga adalah 0 irr bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sedang

dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah Rp0,00 (nol rupiah) bidang

dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Kuantitas Nilai
Uraian Kondisi

(m-) (Rp)

2345 m-Baik Rp32.784.833.000,00

0 nrRusak Ringan RpO.OO

Rusak Berat Rp0,00

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasiona pemerintah adalah 0

m"

Terdapat pemiasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh,

yaitu:

Kuantitas

(bidang/m-)

Nilai
Permasalahan Tanah

(Rp)

OnrSengketa RpO.OO

0 nrTidak terdapat bukti Kepemilikan Rp0,0()

Om-Dikuasai pihak lain Rp0,00
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CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada

Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rpl24.756.454.088,(70

(seratus dua piiluh empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima

puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah), jumlah tersebut terdiri dan saldo

awal sebesar Rp 110.347.480.774,00 (seratus sepuluh milyar tiga ratus empat puluh

tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah),

mulasi tambah sebesar Rpl7.726.552.798,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua

puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan

rupiah), mutasi kurang sebesar Rp3.317.579.484,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh belas

juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Saldo Per 31 Desember 2020;

Saldo akliir pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 sebesar

Rpl24.756.454.088,00 (seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh

enam juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 10.460

Kuantitas dengan Rpl 10.347.480.774,00 (seratus sepuluh milyar tiga ratus

empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh

empat rupiah), mutasi tambah jumlah barang 1.639 buah dengan nilai sebesar

Rpl7.726.552.798,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima

ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan mutasi

kurang jumlah barang 396 buah dengan nilai sebesar Rp3.317.579.484,00 (tiga

milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus

delapan puluh empat rupiah).

Mutasi Tambah pada Peralatan dan Mesin tersebut meliputi:



CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Uraian Jenis Transaksi

(Rp) (Rp)

Tanah Rp36.743.387.000,00 RpO.OO

Peralatan dan Mesin Rpl7.663.654.057,00 Rp62.898.741,00

Gedungdan Bangunan Rp4.446.364.200,00 Rp 18.648.000,00

Jaringan Rp0,00 RpO.OO

Aset Tetap Renovasi Rp975.356.902,00 RpO.OO

Aset Tetap Lainnya Rp52.807.530.00 RpO.OO

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam

operasi pemerintahan

Rp2.966.390.088,00 RpO.OO

Mutasi Kiirang pada Peralatan dan Mesin tersebut meliputi:

Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Uraian Jenis Transaksi

(Rp) (Rp)

Tanah Rp3.958.554.000.00 RpO.OO

Peralatan dan Mesin Rp3.317.578,643.00 Rp841.00

Gedung dan Bangunan RpO.OO RpO.OO

Jaringan RpO.OO RpO.OO

Aset Tetap Renovasi Rp225.196.315,00 RpO.OO

Aset Tetap Lainnya RpO.OO RpO.OO

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam

operasi pemerintahan

Rp2.418.143.217,00 RpO.OO

Mutasi Tambah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rpl7.726.552.798,00 (tujuh belas

milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus

sembilan puluh delapan rupiah) tersebut meliputi:

1. Pembelian Peralatan dan Mesin berasal dari Belanja Modal Peralatan dan

Mesin APBN Tahun 2020 sebesar Rpl6.132.594.867,00 dengan rincian

sebagai berikut:
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CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

URAIAN JENIS TRANSAKSI IMTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

3.01.03 - Alat Bantu 12.331.000

3.02.01 - Alat Angkutan Darat Bermotor 1.120.700.000

3.02.02 - Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.945.000 1.890.000
3.03.02 ● Alat Bengkel Tak Bermesin 11.000.000

3.04.01 - Alat Pengolahan 18.750.000
3.05.01 - Aiat Kantor 916.467.139 2.277.000

3.05.02 - Alat Rumah Tangpa 2.345.249.836
3.06.01 - Alat Studio 1.004.902.500 820.000
3.06.02 - Alat Komunikasi 325.143.200
3.07.01 - Alat Kedokteran 45.895.000 25.672.500
3.08.01 - Unit Alat Laboratorium 212.725.000
3.08.03 ● Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 3.735.000

3.08.06 - Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 476.086.500

3.08.07 - Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 8.569.000

3.09.04 - Aiat Khusus Kepolisian 6.133.500

3.10.01 - Komputer Unit 4.117.566.064

3.10.02 - Peralatan Komputer 5.271.871.378 2.650.000
3.15.03 - Alat Sar 109.870.250

3.15.04 - Alat Kerja Penerbangan 20.800.000

3.19.01 - Peralatan Olah Raga 65.545.000

Jumlah 16.099.285.367 33.309.500

2. Hibah Masuk (Transaksi 103) sebesar Rp949.258.785,00 (sembilan ratus

empat puliih sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiijuh ratus

delapan puluh lima napiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Hibah berupa satu unit mobil ambulance yang diterima oleh Satker

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara senilai

Rp234.050.000,00 dari PT. TASPEN (Persero) sesuai Peijanjian Kerja

Sama antara PT Taspen (Persero) dengan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor JAN-132/DIR/2020

Nomor 03/S.BN.00/2020 tanggal Sembilan Maret Dua Ribu Dua Puluh.

Adapun spesifikasi satu unit mobil ambulance adalah sebagai berikut :
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REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

a. Mcrk/1 ype : Suzuki/APV GI. ARENA MT.EURO 4 NIK 2019 TYPE
STANDAR

402328

434593

2019

1500 cc

b. No. Rangka

c. No. Mcsin

d. Tahun Pembuatan

2. Silindcr

r. Kelengkapan

1. lampu Ro/ary Lifihf liar Oval LTF 2000. BDR-06;

2. sirene Mufii Suara Lcngkap dengan A//c;

3. tempal duduk perawat dilengkapi dengan box peralatan:

4, landasan tandu dilengkapi dengan tcinpat Scoop Strercher^

5. tabung pemadam kcbakaran kapusitas 1 kg;

6. lampu sorot bclakung model spot Light-,

7. modifikasi lantai dari polywood dilapis dengan vinll;

8. logo dan tulisan standard dari bahan sticker 3M;
9. kaca film 60% - 80%:

10. gantungun infuce model geser terbuat dari bahan stainless steel-.

\ 1. hamper bclakang mobil dilapisi plat stainless steel:
12. kotak P3K;

13. oxygen therapy set. GBG - 08;

a. 1 (saiu) buah tabung oksigen lm3;
b. 1 (satu) buah regulator standard:

c. 1 (salu) set Flowmeter dan /lumiciifier:
d. 1 (satu) buah Na.sal Cannula:

e. 1 (satu) buah Masker Oksigen:
ambulance stretcher roll-in coat model. GBG, 03, Konsiruksi rangka
alluminiunt alloy dan stainless steel lengkap dengan matress dan strap;

I (satu) set

r.

b) Hibah berupa dua belas unit Notebook yang diterima oleh Satker Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara senilai Rp340.923.630,00 (tiga

ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga

puluh rupiah) dari KOICA (Korea International Cooperation Agency)

sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Berupa Barang Nomor:

KOICA/2020/382 antara KOICA dengan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal Lima Belas Bulan

Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh.

HARGA BARANG
SPESIFIKASI
BARANG

JUMLAH
Barang

NAMA
MERKNO

BARANG USD IDR

23,017.20 340.923.631.0714 inch HD
35,6cm

Samsung (Type
NT340XAA-K14G)
@USD767.24

301. Notebook

TOTAL 23,017.20 340,923.631.07

c) Hibah berbagai macam jenis Peralatan dan Mesin yang diterima oleh

Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara senilai

II
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REFORMASl BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

Rp387.082.610,00 {tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua

ribu enam ratus sepuluh rupiah) dari GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer

Internationale Zusammenarbeit)

3. Reklasifikasi masuk (Transaksi 107) senilai Rp374.800.591,00 (tiga ratus

tujuh puluh empat Juta delapan ratus ribu lima ratus sembilan puluh satu

rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

URAIANJENIS TRANSAKSI INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

3,05.01-AlatKantor 36.408.650

3,05.02-Alat RumahTangga 300,462,140

3,07.01-AlatKedokteran 2,646,000

3,07.02 -Alat Kedokteransehatan Umum 7,485,000

3,10.01-Komputer Unit 27,798.801

Jumlah 374.800.591

4. Pengembangan aset langsung (Transaksi 202) senilai Rpl55.107.100,00

(seratus lima puluh lima juta seratus tujuh ribu seratus rupiah) dengan rincian

sebagai berikut:

URAIANJENIS TRANSAKSI INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

3.05.02-Alat RumahTangga 9.348.000

3.10.01 - Komputer Unit 70,179,100

3.10.02-Peralatan Komputer 75.580,000

Jumlah 155.107.100

5. Perolehan lainnya (Transaksi 112) senilai RplOl.994.000,00 (seratus satu

juta sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai

berikut:

URAIAN JENIS TRANSAKSI INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

29.988.0003.05.01 - Alat Kantor
48.106.0003.05.02 - Alat Rumah Tangga
23.900.0003.10.02 - Peralatan Komputer

Jumlah 101.994.000
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REFORMASI BIROKRASl TA 2020 (AUDITED)

Mutasi Kurang per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.317.579.484,00 (tiga milyar

tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan

puluh empat rupiah) tersebut meliputi;

1. Penghentian Dari Penggunaan (Transaksi 401) sebesar Rp2.966.390.088,00

{dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh

ribu delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Rp383.829.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua

puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Berita Acara Penghentian Penggunaan

Nomor Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 13/BN.04/2020 tanggal

12Maret 2020.

URAIANJENISTRANSAKSI INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEl

3,02.01 - Alat Angkutan Da rat Bermotor 383,829.000

Jumlah 383.829.000

b) Rp 188.385.171,00 (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan

puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) sesuai dengan Berita

Acara Penghentian Penggunaan Nomor Barang Milik Negara di

Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor: 39/BN.04/2020 tanggal 15 Desember 2020.

c) Rp21.141.500 (Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima

Ratus Rupiah) yang merupakan Penghentian Penggunaan di Satuan Kerja

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bempa 3 buah AC Split sesuai

dengan Berita Acara Penghentian Penggunaan Nomor Barang Milik

Negara di Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 01/BAP.PBMN/12/2020

tanggal 29 Desember 2020.

d) Rp2.373.034.417,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh

empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sesuai dengan Berita Acara

Penghentian Penggunaan Nomor Barang Milik Negara di Lingkungan
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REFORMASI BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)
I

vV

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor: 19/BN.04/2020 tanggal 25 September 2020.

INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

3,05,01-Mat Kantor 69.747,322

3.05.02-Mat RumahTangga 338,315,538

3,06,01-Mat Studio 96.506.833

3,06,02-Mat Komunikasi 27.066.000

3,10.01-Komputer Unit 1,606.189.000

3,10,02-Peraiatan Komputer 235.209.724
■ r

Jumlah 2.373.034.417

2. Reklasifikasi Keluar senilai Rp338.391.941,00 (tiga ratus tiga puluh delapan

juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu

rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

URAIANJENISTRANSAKSI INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

3.Q5,Q2-Alat RumahTangga 303.108,140

3.10,01-Komputer Unit 27.798.801

3.15,03-AlatSAR 7.485.000

Jumlah 338,391.941

ada Peraiatan dan Mesin dalam proses3. Tidak yang

penghapusan/pemindahtanganan.

Dari saldo Peraiatan dan Mesin per 31 Desember sebesar Rpl24.756.454.088,/7/7

(seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus

lima puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah) Sebanyak 11.703 buah,

dapat diuraikan Peraiatan dan Mesin berdasarkan status kondisinya sebagai

berikut:
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Kuantitas Nilai
Uraian Kondisi

(Buah) (Rp)

Baik 11.653 Rpl20.411.853.061,00

Rusak Ringan 18 Rpl.244.886.856,00

Rusak Berat 32 Rp3.099.714.171.00

2) Akumulasi Penyusulan Peralatan dan Mesin.

URAIAN JENiS TRANSAKSI INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

3.01.01 - Alat Besar Darat 148.740.900
3.01.03 - Alat Bantu 2.233.328.830

3.02.01 ● Alat Angkutan Darat Bermotor 26.232.465.675

3.02.02 ● Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 1.486.250 945 000

3.03.01 - Alat Bengkel Bermesin 6.884.958

3.03.02 - Alat Bengkel Tak Bermesin 31.499.669
3.03.03-Alat Ukur 252.204.600

3 04.01 - Alat Pengolahan 61.760.250 550.000
3.05.01 - Alat Kantor 7.626.522.740 7.191.952

3.05.02 - Alat Rumah Tangqa 17.366.131.501 194.157.254
3.06.01 - Alat Studio 1.953.310.293 6.420.396
3.06.02 - Alat Komunikasi 1.973.828.066 570.900
3.06.03 - Peralatan Pemancar 23.797.050 627.300
3.07.01 - Alat Kedokteran 196.412.939 3.434.050
3.07.02 ● Alat Kesehatan Umum 1.497.000
3.08.01 - Unit ̂ at Laboratorium 807.353.110 1.546.875
3.08.02 - Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 30.328.832
3.08.03 ● Alat Laboratorium Rsika Nuklir/Elektronika 12.957.830

3.08.04 - Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
3 08.06 ● Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

7.012.500
109.614.870

3.08.07 - Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 66.928.431
3.08.08 - Alat Laboratorium Standarisasi Kalibras  & Instnjmentasi 8.773.310

3.09.02 - Persenjataan Non Senjata Api 71.200.000

3 09.04 - Alat Khusus Kepolisian 73.510.399 440.000

3.10.01 - Komputer Unit 17.216.862.168 5.069.160

3 10.02 ● Peralatan Komputer 11.907.309.597 8.103.340

3.11.02 - Alat Eksf^orasi Geofisika 3.900.000

3.15.02 ● Alat Pelindung 23.100.000
3.15.03-Alat Sar 37.531.313

95.630.7003.15.04 - Alat Kerja Penerbangan 420.900
3.17.01 - Unit Peralatan Proses/Produksi 98.372.500
3.18.01 - Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 17.521.422

3.19.01 - Peralatan Olah Raga 10.924.166

88.708.701.869JUMLAH 229.477.127

d. Gedung dan Bangiman

Saldo Gedung dan Bangunan pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020

adalah sebesar Rp77.236.617.092,00 (tujuh puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh

15



^Eii

CALBMN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORWIAS! BIROKRASI TA 2020 (AUDITED)

enam juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan puluh dua mpiah). Jumlah tersebut

terdiri dari saldo awal sebesar Rp72.771.604.892,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh

ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua

rupiah), mutasi tambah sebesar Rp4.465.012.200,00 (empat milyar empat ratus enam

puluh lima juta dua belas ribu dua ratus rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00

(nol rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Saldo per 31 Desember 2020;

Saldo Gedung dan Bangunan pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020

adalah sebesar Rp77.236.617.092,00 (tujuh puluh tujuh milyar dua ratus tiga

puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan puluh dua lupiah). Jumlah

tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar

Rp72.771.604.892,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta

enam ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), mutasi tambah

sebanyak 6 buah dengan nilai sebesar Rp4.465.012.200,00 (empat milyar empat

ratus enam puluh lima juta dua belas ribu dua ratus rupiah), dan mutasi kurang

sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Tahun Anggaran 2020 sebanyak 10 buah dengan nilai sebesar

Rp4.465.012.200,00 tersebut meliputi:

URAiANJENlSTRANSAKSI INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEl

Bangunan Gedung Kantor Permanen 3.599.931.200

Bangunan Gedung Kantor Permanen 27.827.000

Bangunan GudangTertutup Permanen 276.303.000

Bangunan GedungOlah Raga Kolam Renang 66.362.000

Gedung Pos Jaga Permanen 13.401.000

Bangunan Kolam/Bak Ikan 5.247.000

Pagar Permanen 475.941.000

Jumlah 4.446.364.200 18.648.000

Tidak ada mutasi kurang Gedung dan Bangunan selama Tahun Anggaran 2020.
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Dari saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar

Rp77.236.617.092,00 (tujuh puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh enam juta

enam ratus tujuh belas ribu sembilan puluh dua rupiah) sebanyak 10 buah berada

dalam kondisi baik.

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

URAIANJENISTRANSAKSI JUMLAHUNIT AKUMUIASI PENYUSUTAN

Bangunan Gedung Kantor Permanen 3 6.207,709,923

Bangunan Gedung Kantor Lainnya 1 278,270

Bangunan GudangTertutup Permanen 1 86,260,673

Bangunan GedungTempat Ibadah 1 736.089,844

Bangunan Gedung OlahRaga KolamRenang 1 663.620

Gedung Pos Jaga Permanen 1 134,010

Bangunan Kolam/Bakikan 1 52,470

Pagar Permanen 1 4.759,410

Jumlah 10 7.035.948.220

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan gabungan (intrakomptabel dan

ekstrakomptabel) pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar

Rpl .395.216.550,(7^ (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam

belas ribu lima ratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal

sebesar Rpl.395.216.550,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus

enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (Nol

Rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Saldo Per 31 Desember 2020;

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kementerian PANRB per 31 Desember

2020 adalah sebesar Rpl.395.216.550,(7(7 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh

lima juta dua ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah). Jumlah

tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar
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Rpl.395.216.550,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus

enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan tidak terdapat transaksi mutasi

Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun Angaran 2020.

Saldo .Falan, Irigasi, dan Jaringan pada Kementerian PANRB per 31 Desember

2020 adalah sebesar Rpl .395.216.550,610 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh

lima juta clua ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 2

unit, dapat diuraikan semua Kondisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember

2020 berada dalam kondisi baik.

2) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

URAIANJENiSTRANSAKSI JUMLAH UNIT AKUMULASI PENYUSUTAN

Instslasi Gardu Ustrik Induk Kapasitas Kecil 387,973.345

JaringanTetepon 305.346.125

Jumlah 2 693.319.470

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada

Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.984.155.712,00 (satu

milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu tujuh

ratus dua belas rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar

Rpl.181.187.595,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta seratus delapan

puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), mutasi tambah sebesar Rp

1.028.164.432,00 (satu milyar dua puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu

empat ratus tiga puluh dua mpiah) dan mutasi kurang sebesar Rp225.196.315,00 (dua

ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima belas

rupiah).

1) Saldo Per 31 Desember 2020;

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah

sebesar Rp 1.984.155.712,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta
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seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari

saldo awal Aset Tetap Lainnya sejumlah 2785 buah dengan nilai sebesar

Rpl.181.187.595,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta seratus delapan

puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Mutasi tambah sejumlah

239 buah dengan nilai sebesar Rp 1.028.164.432,00 (satu milyar dua puluh delapan

juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan mutasi

kurang sejumlah 6 buah dengan nilai sebesar Rp225.196.315,00 (dua ratus dua puluh

lima juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah per 31 Desember 2020 sebesar Rpl.028.164.432,00 tersebut

meliputi:

URAIANJENISTRANSAKSI INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi 188.787.665

Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi 786,569.237

Bahan PerpustakaanTercetak 52.807.530

Bahan PerpustakaanTerekam dan Bentuk Mikro
Tanaman

Jumlah 1.028.164.432

Mutasi Kurang per 31 Desember 2020 sebesar Rp225.196.315,00 tersebut

meliputi:

URAIANJENISTRANSAKSI INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi 188.787.665

Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi 36.408.650

Bahan PerpustakaanTercetak

Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
Tanaman

Jumlah 225.196.315

Dari jumlah aset tetap Lainnya di alas lidak ada Aset Tetap Lainnya yang

dimanfaatkan oleh pihak ketiga

Dari saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember sebesar Rpl.869.655.712,00

(satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima

ribu tujuh ratus dua belas rupiah) sebanyak 3.018 buah berada dalam kondisi baik.
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g. Konstruksi Dalam Pengeijaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Kementerian PANRB per 31

Desember 2020 adalah sebesar Rp74.916.600,00 (tujuh puluh empat juta sembilan

ratus enam belas ribu enam ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal

sebesar RpO,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp Rp74.916.600,00 dan mutasi

kurang sebesar RpO,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah KDP tersebut meliputi:

NIU\I(RPURAlANJENISTRANSAKSi

Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan

Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan 74.916,600

Jumlah 74.916.600

Mutasi tambah sebesar Rp74.916.600,00 merupakan jasa konsultan perencana

renovasi bangunan di Satuan Keija Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara yang eksekusi renovasi Gedung dan Bangunaimya akan dilaksanakan di

Tahun Anggaran 2021 dan Pagu Anggaran untuk pelaksanaan renovasi dimaksud

telah dianggarkan di Tahun Anggaran 2021.

Mutasi Kurang KDP tersebut meliputi:

NILAI(RP)URAlANJENISTRANSAKSi

Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan

Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan

Jumlah

h. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar

Rp7.554.509.241,00 (tujuh milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus

sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo

awal sebesar Rp 6.786.681.820,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta
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enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah), mutasi tambah

sebesar Rp5.046.130.538,00 (lima milyar empat puluh enam juta seratus tiga puluh

ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dan mutasi kurang sebesar

Rp4.278.303.117,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga

ribu seratus tujuh belas rupiah).

1) Kementerian PANRB tidak memiliki Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

2) Aset Tak Bemujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020

adalah sebesar Rp4.433.653.570,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta

enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Juinlah tersebut

terdiri dari saldo awal sebesar 90 buah dengan nilai sebesar Rp4.214.073.020,00

(empat milyar dua ratus empat belas juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah),

mutasi penambahan sejumlah 49 buah dengan nilai sebesar Rp2.079.740.450,00

(dua milyar tujuh pululi sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus

lima puluh rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 74 buah dengan nilai sebesar

Rpl.860.159.900,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta seratus lima

puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Mutasi Tambah per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.079.740.450,00 tersebut

meliputi:

URAIAN JENIS TTWISAKSI INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL
887.285.500Software

Lisensi 171.100.000
Jumlah 1.058.385.500

Mutasi tambah sebesar Rpl .058.385.500,00 berasal dari pembelian baru software

di Satker KASN senilai Rp804.855.500,00 dan pembelian lisensi senilai

RpI71.100.000,00 serta pengembangan software di Satker Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara senilai Rp82.430.000,00

Mutasi Kurang per 31 Desember 2020 sebesar Rpl.860.159.900,00 tersebut

meliputi:
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URAIANJENISTRANSAKSI INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEl

Software 1,021.354,950

Lisensi

Jumlah 1,021.354.950

Mutasi kurang senilai Rp 1.021.354.950,00 mempakan penghentian aset tak

berwujud dari penggunaan sesuai Berita Acara Penghentian Penggunaan BMN di

Lingkungan Kementerian PANRB Nomor 39/BN.04/2020 tanggal 15 Desember

2020.

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas tidak ada Aset Tak Berwujud yang

dimanfaatkan oleh pihak ketiga

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional

pemerintah sebesarRp. 182.550.000,00 (seratus delapan puluhjuta lima ratus lima

puluh ribu rupiah) jumlah tersebut terdiri dari mutasi penambahan sejumlah 38

buah sebesar Rpl.021.354.950,00 (satu milyar dua puluh satujuta tiga ratus lima

puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan mutasi kurang sejumlah

36 buah sebesar Rp838.804.950,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan

ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

3) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah.

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada

Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.120.855.671,00

(tiga milyar seratus dua puluhjuta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus

tujuh puluh satu mpiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 9 buah

dengan nilai sebesar Rp2.572.608.800,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua

juta enam ratus delapan ribu delapan ratus rupiah), mutasi tambah sejumlah 320

buah dengan nilai sebesar Rp2.966.390.088,00 (dua milyar sembilan ratus enam

puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan puluh delapan rupiah) dan

mutasi kurang sejumlah 294 buah dengan nilai sebesar Rp2.418.143.217,00 (dua
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milyar empat ratus delapan belas juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh

belas rupiah).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional

Pemerintah tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

3 02-01 ~ Alat Angkutan Darat Beimotor 383.829.000
3.05.01 - Alat Kantor 69.747.322

3-05.02 - Alat Rumah Tangga 368.957 038
3.06.01 - Alat Studio 96.506.833
3.06.02 - Alat Komunikasi 27.066.000

3.10.01 - Komputer Unit 1.775.159.171

3.10.02 - Peralatan Komputer 245.124.724

Jumlah 2.966.390.088

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional

Pemerintah tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

3.02.01 - Alat Angkutan Darat Bermotor
3.05.01 - Alat Kantor 69.747.322

3.05.02 ● Alat Rumah Tangga 338.315.538
3.06.01 - Alat Studio 96.506.833
3.06.02 - Alat Komunikasi 27.066.000

3.10.01 - Komputer Unit 1.651.297.800

3.10.02 - Peralatan Komputer 235.209.724

Jumlah 2.418.143.217

Akumtilasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional

Pemerintah :

URAIAN JENIS TRANSAKSI INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

3.02.01 - Alat Angkutan Darat Bermotor 2.581.329.000

3.05.02 - Alat Rumah Tangga
3.10.01 ● Komputer Unit

3.10.02 - Peralatan Komputer

26.541.572
143.169.296
339.915.000

3.090.954.868Jumlah

i. BMN Berupa Aset Bersejarah

Kementerian PANRB tidak memiliki BMN Berupa Aset Bersejarah.
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3. Barang Milik Negara pada Kementerian PANRB Per 31 Desember 2020

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Kementerian

PANRB Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp246.676.607.180,00 (dua ratus

empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh ribu

seratus delapan puluh rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi

pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan

Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam

Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai

berikut:

Intrakoinplabel Ekstfakomptabel GabunganUraian Neraca
Rp % Rp Rp %

AsetLsicar

PeJ3eiJ33n1 1.415.8U.897 0,57% 0,00% 1.415.814097 0,57%

$ubJumla[i(1) 1.415.814.897 0,57% 0,00% 1.415.814.897 0,57%
Aset Tetap

Tanah 32.784.833.000 1329%1 0,00% 32.784.833.000 1329%
2 Peralatan dan lie Sin 124.345 9 57.662 50,41% 410.496.426 0,17% 124,756.454.088 50,57%

18.648.0003 Gedmg Bangunan 77.217969.092 31,30% 0,01% 77.236.617.092 31,31%

Jalan, Irigasi dan

Janngan
0,57%4 1.39 5 216.550 0,00% 1.395 216.550 0,57%

5 AsetTetapLainn^ 1.119.495.125 0,45% 114.500.0 00 0,05% 1.233 995.125 0,50%
0,30%6 AsetTetapRenoasi 750.160.587 0,00% 750.160.587 0,30%

0,03%7 KDP 74916.600 0,00% 74916.600 0,03%

SobJurnlabg) 237.688.548.616 96,36% 543.644.426 0.2% 238.2^.193.042 96,58%
AsetLainn)e

Keniitraan dengan
PihaKKe&ga

0,00% 0,00% 0,00%1

1,58% 0,00% 3.907.743.570 1,58%2 AsetTakBerwujud 3.907.743.570
3.120.855.671 127% 0,00% 3.120.855.671 127%3 A^tLan-iain

7.0^.599.241 ^85% 0,00% 7.028.599.241 Z85%SubJurriah(3)
543.644.426 0,22% 246.676.607.180246.132.962.754 99,78% 100,00%Total
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Rincian nilai Akximulasi Penyusutan BMN pada Kementerian PANRB Per 31

Desember 2020 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

Intrakomptabel Ekstrakomptabel GabunganUraian NeracaNo
Rp % Rp %Rp %

I AsetTetap

Peralatan dan Mesin

Gedungdan Bangunan

Jalan, Irigasi dan

Jari ngan

AsetletapLainnya

ft8.70a.701.S69

7.032.3^.702

S8.23%

6.84%

299.477.127

186.480

0.29%

0.00% '

69.008.178.996

7.032 588.182

88,52%

6.84%

1

2

0.67% 0,{»% 693819.470 0.67%693.319,4703

0,00% 0.00% 0.{»%4

93.74% 299.663.697 0,29% 9S.734.084.648 94.03%Sub Jumlah(l) 96.434.421.041

Aset Lairmya

Kemitraandengan

Pihak Ketiga

m

1 0,00%

2876.201,835

3267.873.618

2,80%

3,18%

2.876 201.835

3.267 8 73.618

2.80%

3.18%

2 AsetTak Ber.vujud
Aset Lain-lain3

6.144.075.453 5.97% 6.144.075.453 5.97%SubJumlah(2)
Total 299,663,607102578.436.494 39.71% 0.29% 102.878.160.101 100,00%

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan

keuangan pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2020 per akun neraca adalah

sebagai berikut:

LAP. BARANG LAP. KEUANGAN SEUSIHURAIAN NERACANO

1415.814.897 1415.814.897Perse diaan1

32.784.833.000 32.784.833.0002 Tanah

124.756.454.088 124.756.454.088Peralatan dan mesin3

77.236.617.092 77.236.617.0924 Gedung dan Bangunan
1395.2ia550 1395.216.550Jalan, Irigasi danJaringan5

1984.155.712 1984.155.7126 AsetTetap Lainya
74.9ia600 74.916.600KDP7

3.907.743.5703.907.743.5708 Aset Tak Berwujud

Aset Lain-Lain yangtidak

digunakan dalamoperasi

pemerintahan 3.120.855.671 3.120.855.6719

24a67a607.180 246.676.607.180Total

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan

penggunaannya dari operasional pemerintah.
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Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih

penyajian nilai BMN anlara laporan barang dan laporan keuangan sebesar Rp.0,00 (No!

Rupiah).

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel)

selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

Perkembangan
Periode Laporan Nilai BMNNo

Rupiah Persentase

1 Rpl25.178.790.0002016 Rpl6.309.496.388 15%

2 2017 Rpl51.441.147.063 Rp26.262.357.063 21%

3 2018 Rpl79.893.810.035 Rp2S.452.662.972 19%

4 2019 Rpl93.410.121.262 Rpl3.516.311.227 8%

5 2020 RP246.676.607.180 Rp53.266-485.918 28%

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian PANRB

per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut;

BELUM DITETAPKAN STATUS
PENGGUNAAN

TELAH DITETAPKAN STATUS
PENGGUNAANNO URAIAN

KUANTITAS NILAI (Rt>) KUANTITAS NILAI
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin 11.718 107.568.278.170
3 Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, Jaringan

1 142.066.804
4
5 Aset Tetap lainnya

_Aset_Tak^ermi]^ 5 2.204.403.9706

JUMLAH 11.724 109.914.748.944

Pengelolaan BMN
Pemindah- Pengha-Penggu- Peman-

Uraian JumlahNo
faatan tanganannaan pusan

Dalam proses pengajuan permohonan ke

Pengguna Barang *)

1

Dalam proses pengajuan permohonan ke

Pengelola Barang

2
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Dalam proses Pengelola Barang

4 Selesai di Pengelola Barang

a.Dikemhalikan

b.Ditolak

c.Disetujui
Dalam proses tindak lanjut Pengguna5

Barang/Kuasa Pengguna Barang

6 Telah diterbitkan Keputusan dari

Pengguna Barang

Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna

Barang

7

Selesai serah terima ✓ 1

b. Pengelolaan BMN Idle

No Uraian Jumlah

Jumlali BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle1 0

2 Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola 0

3 Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola 0

Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna4 0

Selesai serah terima kepada Pengelola5 0

3. BMN Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Kementerian PANRB tidak memiliki Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) yang

menerima dana dekonsentrasi, sehingga tidak ada BMN dari dana dekonsentrasi pada

Kementerian PANRB.

4. BMN pada satuan keija Badan Layanan Umum

Kementerian PANRB tidak memiliki satuan keija Badan Layanan Umum (BLU),

sehingga tidak ada BMN yang dikelola oleh satuan keija BLU.

5. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999).

Tidak ada BMN yang berasal dari dana Belanja Lain-lain pada Kementerian PANRB.
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6. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Selama Tahun 2020 Kementerian PANRB tidak pernah mengajukan pengusulan

penghapusan BMN kepada Pengelola Barang

7. BMN Berupa BPYBDS

Kementerian PANRB tidak memiliki BMN berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum

Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

8. Pennasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan

Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

1) Penggunaan aplikasi SAKTI secara online dalam pengelolaan BMN yang terintegrasi

dengan pengangaran dan keuangan secara langsung dan berjenjang sehingga berbeda

teknis pelaksanaannya dengan aplikasi-aplikasi BMN sebelumnya;

2) Penerapan proses bisnis penatausahaan dalam transaksi pencatatan mulai dari perolehan,

pengembangan, inventarisasi sampai dengan penghapusan aset sesuai dengan regulasi

atau teknis pelaksanaannya pada aplikasi SAKTI

9. Langkah-langkah Strategis Sebagai Altematif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada

K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara Iain sebagai berikut:

1) Meningkatkan kemampuan teknis dalam penatausahaan BMN yang menggunakan

aplikasi SAKTI melalui Bimbingan Teknis;

Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan admin

aplikasi SAKTI melalui Direktorat SITP (Sistem Infonnasi & Teknologi

Perbendaharaan) untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan

BMN di Kementerian PANRB.

2)

VI. KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:
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(1) ‘'Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian Kembali atas nilai

Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah

Pusat/Daerah.”

(2) “Keputusan inengenai Penilaian Kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan

berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.”

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali

(revaluasi)BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:

a. Tanah,

b. Gedung dan bangunan, dan

c. Jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:

1) Jalan dan jembatan, dan

2) Bangunan air

Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan

31 Desember 2020.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN yang dilaksanakan terhadap Aset

Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang

dikeijasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017

sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-

761/MK.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang

Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencanangan pada

tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar,

pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan
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efisiensi dan anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan dilakukan dengan sui'vei

lapangan imtuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek

penilaian selain Tanah. Untuk satker/Eselon I Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan penilaian kembali BMN Mulai tahun 2017 dan selesai

di tahun 2017. Dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI BASIL PENILAIAN KEMBALI BMN

Pada Satker Eselon I Kementerian PANRB

Per 31 Desember 2017

Nilai BMNJumlah
UraianNo

NUP Nilai Buku Administrasi Nilai Wajar

Bangunan Gedung

Kantor Permanen
2 Rp27.54I.781.405,00 Rp56.622.616.000,001.

Bangunan Gudang

Tertutup Permanen
2. Rpl 19.677.211,00 Rp202.291.000,001

Total 3 Rp27.66I.458.616,00 Rp56.824.907.000,00

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan Penilaian Kembali

BMN tahun 2017-2018, BPK RI merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai

Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian

kembali BMN. Sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-44/KN/2019

tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, guna

menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Pengguna Barang telah mengambil langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian

kembali oleh Kementerian Kcuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan

perbaikan;

2. Menelusuri kembali aset Teiap yang menjadi obyek penilaian kembali BMN; dan

3. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak di temukan dan barang dalam sengketa.
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Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, telah dilakukan

perbaikan penilaian kembali terhadap objek yang menjadi temuan pemeriksaan. Selain itu,

juga dilakukan pengujian dan perbaikan atas basil penilaian kembali di luar objek temuan

BPK yang telah dilakukan sebagai dampak dari adanya temuan pemeriksaan pada Pengelola

Barang.

Hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2019 yang dilakukan oleh

Tim Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai dengan langgal 31

Desember 2020, sebanyak 2 NUP dengan total nilai kenaikan nilai BMN sebesar

Rp5.291.283.000,00 yang berasal dari nilai wajar sebelum perbaikan sebesar

Rp56.622.616.000,00 dan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp61.913.899.000,00.

Selain itu juga terdapat satu NUP Banguiian Gudang Tertutup Pennanen yang

dilakukan Penilaian Kembali BMN Tahun 2020 dengan total nilai kenaikan nilai BMN untuk

satu NUP Bangunan Gudang Tertutup Permanen tersebut sebesar Rp276.303.000.

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMBALI BMN
Pada Satker Eselon I Kementerian PANRB

Per 31 Desember 2020

Nilai BMN Kenaikan
Jumlah

UraianNo Nilai Wajar Setelah
Perbaikan

Nilai Wajar
Sebelum Perbaikan

NUP

Bangunan

Gedung Kantor

Permanen

Rp56.622.616.000 Rp61.913.899.000 Rp5.291.283.00021.

Bangunan

Gudang Tertutup

Permanen

Rp202.291.000 Rp478.594.000 Rp276.303.0002. 1

Rp56.622.616.000 Rp61.913.899.000 Rp5.567.586.000Total 3

VII.TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019.

Sesuai laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian

Lembaga/lembaga tahun 2019, terdapat temuan terkait penatausahaan dan pengelolaan
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persediaan. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga tahun 2019 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Refonnasi Birokrasi sebagai berikut:

REKAPITULISASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019
PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASl BIROKRASI

per 31 Desember 2020

Tindak LanjutNO Uraian Temuan

Penatausahaan Persediaan

Kurang Memadai

menyempumakan SOP Pengelolaan

Persediaan Persediaan

Usaha
daan
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